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POHOK-FOKOX PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPAT! BANGLI,

a bahwa untuk mewnjudkan peyelenggaraan pemerntahan

L.

vang cfektil Jdan efisicn dalam  rangka meningkatlian
kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan
vang optimal, maka peru adanya sigtem pengelolasn
keuangary daerah YAng baik, trafisparat dan
bertanggungawaly, '

bahwa wotnk mevrjudkan sistem pengelolaan keuangan

. sebapaimana dimalksud dalam huraf e, maka perlu adanya

pedoman pengelolaan sebagal landasan_ dalam
penyelengicaraan pengelolaan kevangan di dasrghst

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa%al 151 Peraturan
Pemerintah MNomor S8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrab dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dralam
Hegeri Nomor L3 Tabun 2006 tentang Pedoman Pongelolaan
Keuangan Daerah schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengac Peraruran Menteti Dalam MNegern Nomaor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedorman Penpelolaan Keuangan Daeraly, perhy menetaphkan
prakok-pokok pengelolaan keuangan daerah, '

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimalkesud
dalam hutuf a, huruf b dan hurof ¢, perlu menetapxan

Prraturan  Daerak  tentang  Pokok-pokeok  Pengelolaan
Hevanget Daerah;

Undang-Undang Nomer &9 Tahun 1938  tentang
Pembentukan [Oacrah-deerah Tingkat I dalam  Wilayah
Daersh-dasrah Tinpleat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
MNusa Tenggara Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Momor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 1633]; '

Undang-Undang Nomaor 8 Tahun [974 tentang Pokok-pokolc
Kepegawaian (Lembaran Wegara Republik Indenesia Tahun
1974 Momoe 55 Tambabtan Lembaran MNegara Republilc
Indonosisn MNomor 30410 sebagaimena telah diubah dengan
Undang-Undang Memer 42 Tahun 1999 tentang Peruhahan
Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
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pokok Kepepawaian [Lembaran Nepara Repubiik Indonesia
Tabur: 1999 Nomor 1649, Tambahan Lembaran Negars

Republik Indonzsiz Nomaor 3500,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara [Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2003
Memer 47, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia

© Nomor 4286,

<

L0,

A

12,

Undang-Undang  MNerwgr | Tahun 2004  icntang
Perbendaheraan  Negara ({Lembaran  Negara Republile
[ndonesia Tahun 2094 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indoncsia Nomeor 435%);

Undang-Undang  Nomor 15 - Tahun - 2004 tentang
Femerikesaan Pengelolasn dan Tanpgungjawal Keuangan
Wepara [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembuaran Negara Republilc Indonesia
Nomoe 44400];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republike [ndonesta Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 442 1y,

Undang-Undeng Womor 32 Tahun 2004 ten
FPemerintahan Daerah (Lembaran Nepate Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembsran Megars
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir depgan Undang-Un e Fomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedwua Undang
Undang Momer 32 Tahun 2004 tentahg Femerintahan
Draerah (Lembaran Megara Republik Tndeodesia Tahun 2008
Nomeor &9, Tambahan Lembaran Megara REepublik Indonesia
Nomor 4 544];

Undang-Undang  Nemor 33 Tahun 2004  tentang
Ferimbangan Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan
Pemenintahan Daerah (Letrbaran Negara Repubbik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lemibaran Negara
Republik [ndonesia Womor 4438);

Undang-Undang Momer 228 Tahun 2008 tentang FPajak
Lacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
MNomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik
[Indonesgia Nomor 3040}

Undang-Undang Momer 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Hegara  Repuablk  Indenesia  Tahun 2011 Nemeor B2,
Tambahan Lembarant Negédra Republik Indonssia MNomor
F234);

Prraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudulkan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dagrah (Lembaran Mepara Republik Indooesia Tahun 2000
Womaor 210,

Peraturan Pemenntah MNMomer 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kevangan Fimpinan dan Angeota
Bewan  Perwalilan Raloyat Dasrah  [Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tabun 2004 Kemgr 30, Tambahan
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Lembaran  Megara  Fepublie Indongsia Namor 4416)
sebagaimana telah dinbabh dengan Peraturen Pesmerintsh
Nomor 21 Tehun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

" Kedudukan Protokoler dan Keuangan Firnpinan dan Anggota

13,

- 14,

16.

15.
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Dewan  Perwakilan Eakyat Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 47, Tambahan
Lembaran MNegara Republik [ndonesia Nomor 4712);

Peraluran Pemerintah Momer 23 Tahun 2005 tentang

‘Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umnum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Womor 48,
Tambahan Lemberan I"v.'-sga.la Hepublik Indonesia Nomor
43502},

Peraluran  Pererintah Nomor 24 Tabun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintehan  {Lembaren Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik It}dt}nesia Momor 4303);

- Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2005 itentang Iana

Perirbangan (Lembaran Megara Republie Indonesia Tahun
2005 Womor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoneszia Nomer 4573);

Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi Kevangan Daerah (Lembaran. Megara Republik
Indonezia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Wegara Republik Indonesia Nomer 4570);
17.

—
Peraturan Pemerincah Nomor 57 Tahun 2005 ﬁﬁ.ng Hlbah
kepada Datrah (Lembaran Negara RL-]!FubIIE Indonesia
Tahun 2005 Nemor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeaor '1-5'?'?'];

Peraturan Femerintsh Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaanr Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tabupn 2005 MNemeor 140, Tambsahan Lernbaran
Mepara Republik Indonesia Nomor 4578];

Feraturan Pemerintah MNomor 63 Tabun 2003 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan 3tendar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Ropuablik [ndenesia Tahun 2005
Momor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemaor 4585);

Peraturan Pemezrntah Memer & Tahun 2006 tentang
Laporan  Keuwangan dan  Kinerfa Instansi Pemerintah
[Lernbaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomer
4614,

Feraturan Pemerinteh Nomar 3% Tahun 2007 tentang
Pernbapian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemecimtah,
Pemerintah  Daeah  Provinsi dan  Pemenntah  Daeah
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Womor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4737);

Pavaturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Caerab {Lembaran Megera Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 8%, Tambzhan Lembaran



Menetapkan

23,

249,
-tentang  Pembentukan Produk Hultum  Deerah dan

Mepara Repuablik Tndonesia Homor 47415,

Feraturan Menteri Dhalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Fengelolaan Eeuangan Daerah
s¢bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denpgan
Peraturan bienteri Dalam MNeperi Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Hedua Atas Peratpran Menterl Dalam
Negerl Womeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah [Berits Negoara Republik Indonesia Tahun
2011 Momeor 210);

Feratvran Menteri Dalam Negeri Womor 53 Tahun 2011

Peraturan Kepala Daeah (Berita Nepara Republik Indonesia
Tabun 2011 Nomor 694];

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan
BUFATI BANGILI

MEMUTUSEAN:

FERATURAN  DAERAH  TENTANG.  HEEDK.POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, 53 =%

BAE I

KETENTUAN UJMUM
Bagran Pertama

Pengertian

Fagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan -

Pemenmtahan Daerah adalah  penvelenpgaraan vwnasan
pemerintaban  olth Pemerintah Dasah  dan  Jdewan

. perwakilan rakyat daerah (DFRD) menunst asas otonomi

dan tuga:s pembantuan dengan prnsip otonomi seluas-
Masoye dalam sistem dan prinaip Megara  Kesatuan
Republik Indonesia scbagaimana dimaksud delam Undang-
Undang Dasar Vegara Republik [ndenesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dean Perangkat Daerah
sebapai unsur penvelenggara pemeriniahan daerah;

Daerah adalah Kabupaten Bangl;

Keuanpgan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalarn rangka penyelengparaan pemerintahan deerab yang
dapat dinilai dengan uang termasuls didalamnya segala
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bentuk kekayaan vyang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah terscbut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kepgiatan
vang mecliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, perranggungawaban, dan pengawasan Keuangan
daerah;

Anyparan Pendaparan dan Belanja Dasrah, selanpuinya
disingkat APBD adelah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah vang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Dacssh dan DPRD, dan dltttapkan dengan

_ Paratiiran Draerah:
'Bupati adalah Bupati Bangii;

Sckretaris Daerah adalab Sekretarizs Dacrah Kebupatsn
Bangli; : '

Pamrgang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah adalab
Bupati yang Lkarena jabatannya mempunyal kewenangan
menyelenggarakan  keselurdhan  pengelolaan  kenangan
dasrah;

Pejabat Pengclola. Hewangan Daerah yang selanjutnya
disingltat FPRD adalah kepala satuan kerja pengelola
lrenangan daerah yang selanjutnya digsebut dengan kepala
SKPKD vang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan Lertindak sebagai bendahara umum daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya digingkat BUD
adalah PPED vang bertindak dalam- kapa.ﬁﬁ sebagal
bendahara umurn daerah;, T

Satilas Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnia disingkat
SKFD adalah peranpkat dacrah pada Pemerintah Dasah
zelaku pengpuna anggaran; pengguna barang;

Penpruna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pengeunann anggaran untuk melaksanaken tugas poksk
dan fungsi SKPD vang dipimpinnya;

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang lewenangan
pengglnaan barang mibk daerah;

Kuaga BUD adalah pejabat yang diberi luasa untuk
melaksanakan rugas bendahara umum dasrah;

Kuaza Fenpguna Anpgaran adalah pejabat yang diberz
kuasa untulk melaksanakan  sebagian kewenangan
pengguna anggiean dalam meleksanakan sebagian tugas
dan fungsi 3KFPD;

Pejabar Penatausahaan Kevuangan SKPD yang selanjuinysg

isingkar PPEK-SKPD adalah pejabat yang melakzanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

Pejabar Pelaksana Teknis Keglatan yang selanjuinya
disinglat FFTK adalah pejabat pada urit kKerja SKPD yang
melaksanakan satu arar beberapa kepaten dard suatn
program zesual dengan bidang tugasnya,

Becndahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk mencrima, menyimpan, menyewgrkan,
menatauzahakan, dan mempertangnmegawablan  Gang
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pendapatan daetah dalam rangka pelaksanaan APBD peda

SKFLY;
Bendahara Pepgeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk eTerITTE, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan metnpertanggungjawebkan  Uang
untuk keperlizan belanja daerah dalam rangks pelaksanaan
APBD pada SEPL;

Qrganisasi adalah unsur pemenintahan daerah yaﬁg terdiri
dari DFRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerje
Perangkal Daerah;

Satuan Kerja Pengelula Reuangan Daeralh yang selanjumya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Femerintah

Craerah selaku penpEuna anggaran/pengglina barang, yYang
jupa melaksanakan pengelolaan APBDY;

Enttas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdin
atus satu atay lebih entitas akuntansi yang eEnuL
ketentuan peratiran perundang-undangan wajil
menyampailkan  laporat pertanggungiawaban baripa
laporan keuangan,

Entitas slountansi adelah  unit pemerintahan pergguita
anggaran/ pengguna  Darang dan oleh karenapya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untulk digabunglan pada entitas pelaporan;

Unit kefja adalah bagian dari SEPL yang melaksanakan
satu atau beberapa program, -

Rencang Pembangunan Jungksa Mencegah “Eaerah yang
selanjutnya  disingkat ~ RPRJMD adalah  dokumen
perancanasn untuk periode 3 (lima) tahan,

Repcana Pembangunan Tahunan Daerah, sslanjuinya

- divebiit Rencana Kega Pemerintah Daecah {RKPD)| adalah

doloumen perencanaan Daerah untuk periodes 1 (zaty]
tahut; '

Tim Angzaran Pemerintah Daerah  yang selanjutnya
disingitat TAPD adalah lim  yansg dibentul dengan
keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daesrah
yang mempunyal (UEas menyviapkan serta relaksanakan
Lebijaltan Bupat dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdinl dari pgjabat perencand dacrah, PPKD
dan pejahat lainnya sesvai dengan kebutunan,

Kcbilakan Umum AFED yang selanjutnya dismgkat KUa
adalah dokumen yang memuat kebijakan  bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
rmendasarinya untuk periode 1 {saty] tahun,

Prioritas dan Plafort Anpgaran Scmentara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangarl program pricritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikcan kepada
IKPD  wuntuk =etap program sebagai  acuan  dalam
pEnyUsSLIAL RKA-SKPD sebelum disepakad dengan DPRE;

Rencana Kerjs dan Anggaran SKFD yang selanjutnya
disingkat RKA-ZKPD adalzah doloumen persncanaan dan
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penganggaran yang berist program dan kegiatan SEPD serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanalkannya;

Rencans Kerja dan Anggaran Pgiabat Pengelola keuangan
Dagrah vang selanjutnya disingkat REA-PFKD adelah
rencana kerja dan bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daestah;

Kerangka Pengelusran  Jangka  Menenpah  adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengarbilan  keputusan terhadap kebjjakan teraebuat
dilaloulean dalarm parspelktil lebih dari saf tahun anggarain,
dengan  mempertimbangkan  iroplikasi  biaya  aldbat
keputusan yang beérsangioutan pada tahun benluinya yang
dituangkan dalam prakiraan maj,

Frakirsan Maju (forward estimale] adelah  perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikurnya dard
tahun yang direncanalan guna memastikan
kesinambungan program dan Keglatan wang telah disetujui
dan menjadi  dasar penyusunan  anggaran  ahun

“herihuatnyal

Kinerja adalah kelusran/hasil dard kegatan / program yang
akan atan telah cicapai sehubungen dengan peng@unaat
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Penganggaran  Terpadu  (unified  budgetingl  adalah
penyusunan rencans keuangan tahunan yang dilakukean
secara terotegrasi untuk seluruh jemis belanja guna
melaksanakan keglatan pemenntahan yangFidasarkan
pada prinsip pencapaian ciisiensi alokastana;="

Fungsi adalah perwyjidan tirgas k:ptm&rintahan dibidang
tertentyu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasionak;

Urusan pemerintzhan adalaby fungsi-fungsi pemerintahan

susunan pemeriniaban untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungst tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melavani, memberdayakan, darn
menzejahterakan masyarakat; :

Program adalah penjabaran kebijakan SEFD dalam bentuk
upaya yang herisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yeng disediakan untuk
mencapai hasil yvang tepulor sesuai dengan misi SKFD;

Kepiatan adalah bapian dari program yang dilaksanskan
aleh satu arau lebih unit kerja pada SKPD sebagal bagian
darl pencapaian sasaran terulpur pada suafll program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
bailc vang berupa personal (sumber daya manusia), barang

-modal termasuk peralatan dan  teknolog, dana, atau

komoinasi dart beberape atau kesémua jenis sumber daya
tersebiir sebagai masukan (inpat untuk menghasillan
keluaran toutput) dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasi yang diharaplkan dar suatu
program  atay  lelusran  yang diharapkan dari auam
kegiatan;
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Keluaran (gutpuf] adalah barang ateu jasa yang dihasilkan

‘oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendakung

percapaian sasaran dan tujuan program dan leehijakan;

Hasil {outzama adalah segala sesuatu Yang mencerminkan
berfungsinya kcluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
pProgram,

Kas Umum Dacrak adalah tsmpat penyimpansn Jang
daerah vang ditentukan oleh Bupati untuk menampuilg
seluruh penerimaan dacrah dan  membayar " scluruh
pengeluaran dacral;

Relening Kas Umum Daerah adalah relening tempat
penyimpanan wang dacrah yang ditentukan olch Bupall

 untuk  menampung  seluruh  penerimaan  dacrah dan
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membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
dicetaphan;

Peperimaan Dacrah adalah wang yang masuk ke kas
daerah;

Fengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
dacral,

Pendapatan Dacrah adafah hak Pemerintah Daerah yang
diakul schagai penambah nilal kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemenintah Dacrah yang
dinli sebapai penpgurang nilai kekayaan bersih;

Surpius Anggaran Daerah adalah  selisih Aebih antara
pendapatan daetah dan belanje dasrah; ?_Eft

Defizit Anggaran Dacrah adelah selisih l-nrrang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah;

Pembizyaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang pkan diterima
kembali, baik pada tzhun anggaran yang bersanghkutan

maupun pade tahun-tabun anggaran benlcutnya;

fise. Lebih Perhitumgan Anggaran yang sclanjutnys
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluarsn anggaran stlama satu periode anggaran;

Pinjamman  Deerah  adalah  semua rransaksi  ¥ang
mengakibatkan daerah menernma sejumlah uang atau
menerima manfaat ysng berniai uang dari pihak lain
sehingge taerah dibebari lkewajiban untuk nmembayar
ketmbali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibeyar
kepada Pemerintah Daerah  danfatau hak Pemerintah
Dueah yang dapat dinilai dengan wang sebagai akibar
perjanjian  atau  akibat lainnya berdasarkan peratiean
perundang-undangan atau akibat lainoya yang seh;

Utang Daerah adalgh jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daeah dan/atau kewajiban Pemenntah Dasah
vang dapat dinilai dengan uang herdazarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainmya vang sah, .
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Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan untuk

menampung kebutuhan yang memerlukan dang relatd

besar vang tdak dapat dipenuhbi -dalam satn tahun
SNESATAR;

Investasi adalah penggudaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalt, manfaat
sosisl dan/atau  manmfaat  lannya  sehinpga  dapat
meningkatkan  kemampuan . pemerintah  delam  rangka
pelayanan kepada masvarakat;

Dokumen Pelaksaneen Angparan SKPD yang selanjuinya
disingkat DPA-SHPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan ‘belanja setiap SKFD yang digunalkan
schagail dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran,

Dokumen Peluksenaan  Anggaran  Pgiabat  Pengelola
Keuangsr Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PFED

.. adalah dokumen pelaksanaan anggaran bagian Heuangan

selaki Bendahara Umurn Dasrah;

Dokumen Pelakganaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjumya disingkat DFPA-SKPD merupalian dokumen
yang memuat perubaban anpgaran pendapatan dan belapja

" setiap SKPD vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

cleh pengguna anggaran,

Dwkumen  Pelaksanaan  Anggaran  Lanjutan  yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah doltumen yang memuat
sisa belanje tahun schelumnya scbagai dasar pelakeanaan
anpparsn tahun berkuoya; . BT

Anggaran Kas adalah dokumen vang Femuat perkiraan
arus Kas masuk vang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar vang digunakan unfuk mengatur
lratarsediaan dana yang ¢ukup guna mendanat pelaksanaan
AFBD scriap periods;

. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokurmen vang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan keglatan sebagal dasar penerbitan SPF,

Surat Perminraen Pembayaran vang selanjutnya disimglat
3PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanpgung jawab atas pclaksanaan- kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajikan perminEan pembayaran;

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang sclanjutnya
disingkat SPP-LZ adalab delumen yang diajuken oleh
bendahara pengeluaran untak permintasan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga ulas dasar perjanian kontrak
kega atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran E=gi
dempan  jumlah, penerima, peruntuken, dan  wakiy
pembayaran tertenta yang dokumennya disiapkan <leh
FPTEK;

Surdl Permintaan Pembavaran Uang Pergediaan  yang

- welanjutnye  disingxat SPP-UP  adalalk dokumen yang

diajukan cleki bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang miuka kerja yang bersifat pengigian kembali [revoluing)
vang tidak dapar dilakukan dengan pemhayaran langsung;
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Surat Permintaan Pembayaran Genti Uang persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GU  adalah dokumen Yang
diajukan oleh bendahara pergeluaran unouk perminiaan
pengganti Gang persediaan yang ridak dapat dilalkukan

- dengan pembayaran langsung,

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediasn
yang sclanjutnys disinglat SPP-TU adalah deolumen yang
diajukan aleh bendahara pengsluaran untuk permintaan
tambahan 1ang perscdiaan guna melaksanalkan kegatan
SKPD vang bersifat mendesak dan ridak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan Bang persediaan;

Surat Perintah Membavar vang selamjutnya disingkat SPM
adalak  dokumen vang  digunaken/diterbitkan clzh
pengguna  anggaran/kuase  pengeuna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DRA-EKPLY,

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LE adalah deloumen yang diterbitkan oleh
pengguna  aoggaran/koass  penggune atnggaran  untuk
penerbitan  SP20  atas beban pengeluaran DPA-SEPD
kepada pihak ketiga,

Surat Perintah Mgmbayar Uang . Fersediaan  yang
sefanjuinye disingkat SPM-UF adajah dokumen ¥Yang
diterbitkan alch pengeuna  anggaran/luass  REIZEUNA
anggaran  untak  penerbitan SP2D atas beban beban
pengeluaran DPA-SEPD yang dipergunakan sebagal wang

persediaan uniux mendanal kegiatarn; =R

Surat Perintah Membayar (Ganti Ua.tfg,‘_igPtrsE_'fman yang
selanjutnya disinghat SFAM-GU adalah dulaumen yang
diterhitwan oleh pengguna snggaran/loasa penggund

© anggaran wptak pererbitan SPED atas beban pengeluaran

DPA-SKPD vang dananya dipergunakan untuk menggant
uang persediaan yany elah dilxelanjakan;

aurat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Yang

selanjutnya  disingkat SPM-TU adalah dokumen Yang

‘diterbitkan pleh penggune anggaran/kuass  pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas heban pengeluaran
DP4-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi  dari
jumlah batas pagu Uang persediaan yang relah ditetaplan
sesual dengan ketentuan;

gurat Perintah Pencairan Drana yang selanyuorya disingkat
SP20 adalah dokumen yang digunakan sebagal dasar
pencaren dana yang diterbitkan olch BUD herdasarkan
SPM;

Jang Persediaan adalah sejurnleh  uang tunal yang
disediakan whtuk satuan  kerja dalam tmeclaksanakan
kegiatan operasional sehari-harg

Barang Milik Dacrah adalah scmua pareng vang dibeli atan
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

Kerugian Daeran adalah kekurangan Uang, surat herharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnys sebagei alabat
perblatan melawan hukum baik sengaja maupun lalas,
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Badan Layanan Umuin Dasrah yang selanjuinya disingkat
BLUD adalah SKPTHunit kerja pada SKPD di linghkungan
Pemerintali Daerabh yang dibentuk untuk memberikan
petayanan kepada masyarakat berupa peniyediaan barang
dan/arau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam  melakukan  kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang diangearkan
dan dilaksanakan untult masa lebih dari 1 ({satu) tahun
anpgaran yang pekerjaannya dilakukan melatul  kontrak
tahun jamalk; .
Bantuan Operagsional Sckolah, yang selanjutnya diginglat
BOS merupakan dana yang digunaksn terutama untuk
biaya non personalia bagi satuan pendiciken dasar schagal
pelaksapaan  program  wajib  belajar, sesual  dengan
peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Fuang Lingkup

Pasal 2

' Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

d.

b.

hak daerah untul memungut pajak dﬂ;{ﬂﬁiﬁi retri b sl
daerah serta melakulan pinjamati; - -

kewajiban daerah untuk menyelenggerakan  urusan
pemecrintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,

penerimaan dasrah;
penpeluaran daerah;

kekavaan dacrah vang dikelola sendir atau oleh pihak lain
berupa vang, sural berharga, piutang, barang, serta hak-hak
lain yang dapat dinilai dengan uwang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan dasrah; dan

" kekayaan pihak lain yang diknasai oleh Pemerintah Dasrah

dalam rangka penyelengsaraan tugas pemerintahan daerah
dan/atau kepentingan amam.

Pazal 3

Penpelotaan keuvangan dacrah yang dietur dalam Peraturan
Daerah int meliputi

[

oot R 8

asaz umum pengelolaan kevangan daerah;
kekuasaan pengelolaan kenangan daerah;
strulitur AFBD;

pernyusunan AFBD;

penetapan AFBD,

pelaksanaan dan perubahan APBD;
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kedudulkan kavangan pimpinan dan anggota DPRD;
kedudukan keuangen Bupati dan Wakil Bﬁpati;
‘penatausahaan keuangan dacrah; .
pertanggunpjawaban pelaksanaan APBD,
pengendalian defisit dan penggunaan surpivg APBD;
pengelolaan kas umiim daerah,

. pengelolaan pilitang dacrah;

pengelolean investasi daerah;

mengalolaan barang milik dacrah;

pengelolaan dana cadangan;

pengelolaan utang dacrah,

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah;
penvelesaian keragian daerah; dan

pengelolaan keuangan badan layanan urnam daerah,

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengeloloan Kevangen Daerah

Pacsal 4

Henangan dacrah dikelela secara tertib, taat p@&‘pemturan
perundang-undangan, efisten, ckonomis, Pkt transpararn,
dan bertangpungawaly dengan memperhatikan  azas
keadilan, kepatitan, dan manfaat entuk masyarakat.

Pengelolaan kevangan daerah dilaksanskan dalam suatu
sistem yang tecintegrasi yang dimujudkan dalam AFBD yang
sctiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN

Bagian Pertama ]
Pemepang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah

Pasal 5

Bupati sefaku pemepang kekuasaan pengelolaan kenangan
dacrall melimpahkan sebagian atau selurih kekuassannya

_vang berupa peorencanaan, pelaksanasn, penatausahaan,

polaparan dan  pertanggungjawaban, serta  pongawasan
leuangan dacrah kepada:

a. Sekretaris Daerah salaku keordinator pengelola kéwangan
dacrah;
Sl kepala SKPKD zelakn FPFKD: dan
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c. kepala SKFD selaboa pejabat PENgEUnS
anggaran, pengguna barang daerah.

Pelimpahan sebagian atau selurub kelduasaazn sebapaimana
dimaksud pade avat (1} didagsarkan pada prinsip permisahan
kewenallgan antara vang memerintahlan, mengujl, dan yang
menerima/ menpsluarkan vang.

Pelimpeban kekuasaan sebagaimana dimaksid pade avat {1)
ditetaplkan dengan Keputusan Bupati.

Pemegang keklasasn pe'ngelulﬁan kevangan  dasrah
erbagaimana dimaksud  pada ayat (1] mempunya
kewenangar!

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBL

b, menctapkan kebijakan tentang perngelolasn  barang
dasrah;

s, tmenetapkan kuasa perngguna anggaran/ pengguna

bardang;
d. menstapkan bendahara penerimaan dan/atan bendahara
pengeluaran;

¢ menetapkan  pejabat . yang hertupas melakukan
pEMUNEITAT penerimaan daerak,

f rmenetapkan pejabat yang  bertugas melalukan
pengelolaan utang dan piutang daerah;

p. menecapkan  pejabat  yang bertigas F___:_:n:lt:lalml-:an
pengsiclaan barang milik daerah; dan. o

h. menctapkan peiabat yang bertugas mé-’xﬁcul-:;ﬁ DEELIAL
atas tagihan dan memerintahlkan petnbayaratl.

Bagian Kedua
{oordinator Pengslolaan Keuangan Dastah

Pagal &

Aelretaris Daerab selaku koordinator pengelolzan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf
& berkaitan deppan peran dan fungsinya dalam membantu
Eupati  tmenyusan kebijakan dan mengloordinasilan
pepvelenggaraan  urusatl pemerintaban  daerah termasitle
pengelolaan kenangan daeraby.

welreraris Daerah selaku koordimator piang.elnlaﬂn kevangan

dacrsh sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ITEIT PUILY #i

tuzas koordinasi di bidang:

a. pesyusunan dan pelaksanaan  kebijakan progelalaar
APEBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolann
barang daecral,;

g, PEfYUSUNAn TAnCAngan APBD dan rancangan perubahan
APBLH



{2

p]

(1]

. [2}

14

4. penyusunan Raperda APBD, Perubahan AFBD, dan
peranggungawabarn pelaksanaan APBD,

e tugas-tugas pejabat  perencana daerah, PPKD, dan
prjabat pengawas Keuangan daerah; dan

£, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanppungiawaban aelaksanaan AFPBD.

selain mempunyé tupas koordinasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Sekretaris Daerahb mempunyal fugas:

a. memimpin Hm anggaran Pemecrinwah Dasah,

b. menylapkan pedoman pelaksanaarn APBL;

. menyiapkan pedoman pen'gelﬂlaan barang dasrah;
d

memberikan perseijudil pengesaban DPA-SKPD JDPPA-
SKPD; dan

e, melaksanalan tuEas-tagas koordinasi  pengelolasn
keunangan daerah lainnya berdasarkan  luasa  yang
dilimpahkan eleh Bupari,

Koordirator pengelolaan  keuangan daerah hertanggung

jawab atas pelaksanaan CUgRs sebagaimana dimaksud pada

avat (2} dan ayat (3} kepada Bupali,

Bagian Ketiga

=T

Fejabat Pengelola Keuatlgar Daerah
- EX

-
" [T
-

L -

Pazal 7
Kepaly SKFKD selaku PFRD mempunyal tupas:

a., menvusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan dasrah;

b, menyusun rancangan APBD dan rancangan Ferubahan
APBLH

¢ melaksanakan permungutan  pendapatan daerah yang

talah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Dacrah;

¢. menynsun laporat  kelangan daerah dalam rengks
pﬂrtanggungjawaban pelakzanaan AFBD; dan

{ melaksamakan tugas lainnya berdasarkan kuasa Yang
dilimpahkan clch Bupati, -

VPKD dalam melaksanakan fungsinya gelaku BUD
berwenang:

. menylsun debijakan dan pedoman pelaksanaan APBLY;
b. menpgesehlan DPA-SKPDY DFPA-SKFD,

e. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

d

. memberikan  petunink  Eeknis pclaksanaan  sistem
penerisnaan dan pengeluaran kas darrah,

s melaksanakan pemungaan pajak daerah;
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{, menetapkan EPLY,

g menyiapkan poaksanasn pigjaman dan pembenan
pinjaman atas nama Pemerintah Dacah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
taerah;

i, menvaiikan informasi kenangan daerah; dan

i, melaksanakan kebyakan dan pedoman pengelolaan serta
. penghapusan barang milik daerah.

FPKD selaku BUD pejabat di lingkungano satdan kerja
pengelola keuangan dacrah selaley uasa BULL

PPKD bertanggung awab atas pclaksanaan tugasiya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal &

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3} ditctapkan dengan Keputusan Bupat.

Kussa BUD sebapaimans dimaksud pada  ayat (1),
mermpuiyal WMEAs:

a. menyiapkan anggaran kas;

.]:‘:' menyiapkan SPL;

. menerbitkan SP20;
d

meryimpan seluruh bukt ash kepemilikgagkekayaan
daerah: _ Er M

c. memantau- pelaksansan penerimaan dan penggluaran
AYBD aleh bank danfatau ‘embagas keuangan lainnya
vang ditunjuk; :

[ mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBL,

k. menyimpan vang dacrah;

h. melaksanaksn — penempatan  UEng dacrah  dan
mengelola menalausahiakan investasi,

i, melakukan pembayaran berdasarkan permincaarn pejabat
pENgEUNa anggaran atag beban rekening kas umam
darrah,

j. melaksanakan  pemberian pinjamen  atas  nama
Pemerinteh Daeah;

k. melakukearn pengelolaan utang dan piutang daerah,; dan
. melakuken penagihan piutang daerah,

Kusga BUD bertangmungjawab atas pelaksanaan tUgasnyd
kepada BUD.

Faszal 4

PPED dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilinglungan
Sk PED nntuk melaksanakan tugas-tugas sebapai bemikut:
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mENYUSUN  rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBLY

melakukan pengendalian pelaksanaan APED,
melalksanakan permungtan pajalk daseah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pf:mb:nan jaminan
aras nama Pemerintah Daeah;

‘melaksanakars siscem akuntansi dan pelaporan keuangan

dacreh,

menyaikan informasi keuangan daerah;, dan

'melakeanakan kebijaken dan pedeman pengelolaan eerta

penghapusan barang milik daerah,

Eapgian Heernpat
Pejabat Penpgguna Anggaran/Pengguna Barang Drazrah

Pa=al 10

Kepala SKPD selaxu pejabat pengguna ATFEAran f penglana
barang daerall memgpunyai tugas:

. 8-
b.
.

oA

menyvisun BEKA-SKPD;
menyvusun DPA-SKPD;

melakukan tindakar: yang mr::nga.t-ul:-atkan pen§c+uaran atas
beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dip:mpmn:,ra,

melakulan penguilan atas tagihan den memerintahkan
pembayaran;

menandatangani 3P ;

melakzanakan peraungutan pensrimaan bukan pajak;

mengadekan ikatan/perjanjian kefjasama dengan pihiak lain
dalam batas angegaran yang telah ditetapkan;

mengelola utang dan pidtang yang menjadi tangeung lawab
SKPD yvang dipimpinnya.

mengelola barang milik  daerah/kekayaan dasrall yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipirnpinnya;

e nyisuan dan men}rampa.tk:m. lapuran keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan angeHaran EH_F'D yang dipimpininysg,
melaksanakan, tugas-tugas pengguna anggaranj penFELLna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati; dat

bertanggung jewab atas  pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretarta Daerah.
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Pasal 11

Dralam rangka pengadasn barang/jasa, Pengguna Anggaran
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sezual peraburan
perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Bemerintah.

Bagian Kelimma
Fejabat Kuasa Pengguns Angraran/Kuaza
Pengplana Barang Dacrah

Fasal 12

{1 Bcjabat  pengguna  AnpgaranpengRuna barang  dalam
melaksanakan 1opas-tugasnya scbagaimana dimaksud dalam
Pagal 10 dapat melimpahkan sebaglan Kewenangarnnys
kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuase pengguna
anpparan/kuase pengeuna barang,

{2] Pelimpahat sebagian kewenangatl scbagaimana dimaksud
‘pada ayat (1} berdmsaskan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah usng yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali den/atau

. pertimbangan objektif lainnye.

{3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kgpala SEFD.

(4} Pelimpahan sebagian kewenangan sehsigg‘maia?dimaksud
pada aval (1), melipati : . :
a melakukant tindakan yang mengakibathan pengsiuaran
aras beban anggaran belanja;

b melaksanakat anggaran unit kerna yaong dipirnpinmys;

¢ melakukan pengujian atas tagihan dan memermtahken
pembayaran;

d pengadaan ilatan/perjenjian kerjasamsa dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; '

¢ menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

{ mengawasi pelaksanaan anggaran  unit kega  yang
dipimpintya; dan
w melaksangkan  tugas-tugas  aasa ‘anggaran lainnya

berdssarkan kuasa vyanp dilimpahkan oleh  pejabat
pEngEna anggaran.

(5] Kuasa penegguna  anggaran/kaasa  pengguloa barang
srhagaimans dimaksud pada ayar (1] bertanggungjawalb atas
pelaksanagn tigasnya kepada pengguna anEgaran, penpauna
harang.

(6] Dadamn penpacdaan barang/jasa, Kuase Penggune Anpgaran
sebapgaimane dimaksud pada ayat (1}, sckalipns bertindal
scbagal Mgjabat Pemnbuat Komitmern,
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Hagian Keenam
Pejabat Prlaksana Telonis Kegiatan SKPD

Pasal 13

Pejabal pengguna anggaran/pengguni barang dan kuasa
pengguna BNREAran/KUuasa pERpEUne barang dalam

melalksanakan  program  dan kegiatan -dapat menanjuk
priabat pada anit kerja SKFD selakn FPTK.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagajmana dimaksud
pada ayat [1) berdasarkan pertimbangan kompatensi jabatan,
anggaran Megiatan, beban kerja, inkasi, dan/atau rentang
kendali dan partimbangan obektif lainnya,

PPTK  wang  ditunjuk cleh pejabat nENELUNg
anggaran/pengguna barang sebagaimana dimakaud pada
ayat {1) bLertangeung jawab atas pelakganasn 1Ugasnya
kepada penpguna anggaran penggug barang.

PPTK vang ditunjuk oleh kuasa pengguna snggaian fluasa
pengepuna barang sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
bertangpung jawab atas pelaksanaan MMRASDYE lepada kuasa
penEEUnG ngparan/ kiasa pengguna batang.

PPTK mempunyal tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -

—_—

1
b, melaporkan perkembangan pelaksandan ktg%%n; dan

¢, menyiapkan dokumen anggaran atas beban perpeivaran
pelaksanaan kegiatan.

Dolumen anggaran schegaimansa dimaksud pada ayat (S
huruf ¢ mencakup dokumen administrasi gegiatan maupun
dokumen administrasi vang terkait demgan persyaratan
pembayaran Yyang diterapkan zeguai dengan  ketentuan
perundanp-undangan. '

Bagian Ketajuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKFD

Pasal 14

Untule melaksanaksn angsaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, kepala SKPL menetapkan pejabat yang melaksatiakean
fungsi tata usaha keuangan pada SKFD sebagali PPH-SKFD.

PPE-SKPD sehagaimana dimaksud pada syat (1) Memnpunyal
tupas. _ . -
o mencliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran déan
dileetaluif disemjui oleh FPTE;

L. meneliti kelenskapan SPP-UP, SFP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS paji dan tunjangan FNS serta penighasilan lainnya
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yang ditetaplan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan cich bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi 3PPy
menyiapkan SPM;

o

melakukan veriiileasi harian atas penernmasan;
¢ melaksanakan akuntansi SKPD; dan

o

g meryiapkan laporen keuangan SKPD.

PPE.SKPD tidak holeh merangkap secbagel pejabat yang
hertugas melaltian  pemsunguetan  penerimaan  daerah,
berdahara, dan/fatau FITH,

Bagian I{edelai:um
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

Bupati atas wsul PPKD menetaplan bendahara penenimaan
dan bendshara pengsluaran untukx melaksanakan Lgas
kebepdaharaan dalam rangksa pelaksanaan anggaran pads
SKFD. :

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran bail
secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan  pem qEan  dan
penjualan jusa atan  bertindak  scbagwl p8 in  atas
keglatan/ pekerjaan fpenjualan  tersebut, “Serta Cn YT
uang pada suatu bank atau lembaga Kevangan lainnya aas
nama pribadi.

Bendahara penerimaan dan bBendahara pengeluaran adalah
peiabat fungsional yang bertanpggung jawab atas pelaksanaan
tugasnys kepada PPKTH selaku BUD.

Bupati atas usul PPED selalu BUD meretapkan bendahara
pengeluaran vang mengelola- belanja bungs, subsidi, hibah,
Bantuan sosia], belanja bagi hasil, bantuan keusngan,
belania tidak terdugs, dan pembiaysan sesuai dengan
kerentuan peraturan perundang-undangan.

EAE Il
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Perlama '
axas Umum AFRD

Paszal 1&

APBD disustin szesuai dengan kebutuhan penyelengparasn
pemarintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan AFBD sebagaimana dimaksud pada avat [1)
berpedoman  kepada RKPD  dalam ranpls  mewajudkan
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pelavanan kepada masyarakat untak tercapainya  tujuan
DErnegara. '

" [3} APRD m:mpunyﬁi fungsi  otorisasi,  perencanaan,
pengawasan, alolmsl, distribusi, dan stabilisasi.

(4} APBD, perubahan  APBD,  dan pertangpungiawaban
pelaksanaan APED  setiap tahun ditetapkan denpgan
Peraturan Dacrah. .

Fasal 17

{1] Fungsi otorisasi ssbapeimana dimalsud dalam Fasal 16 ayat
(3} mengandung arti bahwa anggaran dasrah mernjadi dasar
untalk melaksanakan pendapatan dan belanja peda tahun
vang bersanglatan.

(2] Fungsi percncanaan scbagsimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3} mengandung arti baliwa anggaran dacrah menjadi
pedoman bagli manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun vang bersangkutan.

(3} Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayal [3] mengandunpg arti bahmws anggaran-daerah menjadi
pedoman untek menilal apakah kegaran penyelenggardan
pemerintzhan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditelaolan,

(4] Fungsi alokasi ssbagaimana dimnakesud dalam Pasal 1% ayat

(3} mengandung arti babwa anggaran daergh  haris

- digrahkan untuk menciptakan lapangan-keoa f__ﬁcnmangi

pengangguran dan pemborosan  sumber “daya, serta
meninzkatkan efisiensi dan efektivitas perckonomian.

(5] Fungsi distribusi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 16
ayat (3] mengandung artl bahwa kebijakan anggaran daerah
harus mempetrhatikan rasa keadilen dan kepatutan.

(6] Fumgsi stabilisesi sebagaimana dimaksud dalam Paszal 16
ayal (3) mengandung artl bahwa anggaren Pemerintah Dasah
menjadi alat untuk memelibara  dan mengupayaken
kessimbangan fundamental perckonomian daerah.

Fazal 18

{1) Pencrimaan dacrah terdin dard pendapatan dacrah dan
penerimaan pembiayaan decrah,

(3] Pendapatar daerzh sebaguimana dimaksud pada avat {1}
merupakan porkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk sedap sumber pendapatan.

{3) Pererimaan pembiayasn sebagaimana dimaksnd pada ayat
[1] adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
Lajk pada tahun anggaran yang bersarighuten maupun pada
tahun-tahun angearan berilkkutnya.

Pa=zal 19

(1} Pengehiaran daerah terdin- dari belanja daserah dan
pengeluaran pembiayaan daerah,
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(2] Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada avat (L]
merupakan  prakiraan beban  péngehlaran dacrah yang
dinlakasikan secara adil dan merata agar relatil dapat
dinikmati oleh  sélumah kelompok rasyarasat  tanpa
diskriminasi, khususnya dafam pemberian pelayanan wmim.

(3| Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimeksud pada ayat
(1} adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pacds tahun anggaran yarg bersanghkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pozal 20

Dalam  menywsun AFBD, penganggaran pengeluaran
schagaimana dimaksud dalam Fasa] 19 ayat (1] harus didulung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah
Fang, cLkup. '

Pasal 21

-[1] Pendapatan, belanja dan pembiayaan dasrah yang
dianggarkan dalam APED harus herdasarkan pada
ketenbuan peraturan perundang-undengan.

(2] Seluruh  pendspatan  daecrab, belanja dacrsh, dan
pembiayaan decrah dianggarkan secara bruto dalam AFED,

Pasal 22 - E=

 APBD merupakan dasar psngelolaan k.ELlE.I"]?EEH daerah dalam
masa L {satu} tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januar
sampai dengan tanggal 31 Desember, :

Bagian Kedua
Struktur APED

Pusal 23
(1} Strukeur APBD merupalkan sani kesafuan terdird dari:
a, pendapatan dasrah;
k. belanja daerah; dan
c. pembiayvaan daerah,

(2} Strulktur APBD sebagmmans dimelksud pada ayat (1)
. diltlasifikasikan merurul urusan pemeriitahan daerah dan
prganisasi yang bertanggungjawab melaksanaksan wrusan
pemerintahan tersebut sesual dengan peraturan perundang-
undangan,

(3y Klasifikasi APBD menurnt urusan pomerintanan  dan
organmisasi schagaimana dimaksnd pade ayat {2] dapat
disesualkan dengan kebumaben berdasarkan ketentuan yang
ditetagkan dengan peratran perundang-undangasn.



2

Pasal 24

(1) Pendapatan daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23

. ayat (1) huruf a meliputi semua penerinaan Uang melalui

" rekening kas DMV dacrah, vang menambah glouitas dana,
-yang merlipakan hak daerah dalam satu tahun anggaran
vang ddak periu dibayar kembali oleh dasrah.

() Belanja deerah sebapaimans dimaksud dalam Fasal 23 ayat

(1} hurnf b meliputi semaa pengeluaran deri rekening kas

e daerah Fang RenEurarigl chotas  dana,  YAnE
merupakan kewajiban daeran dalam satu tafun ANERATAL
yang Hdak akan diperolch pembayarannoya kembal oleh
daerah.

(3} Pembiayaan daerah schapgalmana dimaksud delesm Pasal 23
awvat 1] uraf ¢ melipuatl §emua transalst kruangan untuk
menutnp defsit atau Lty memanfaatian surplus.

Pasal 25

(1} Pendapatan Jdacral sebagaimand dimaksud dalam Fasal 23

ayat [1] hwnf a diripel menuarat urdsan pemerintahan

dacrah, organisasi, welompok, jenis, abjek dan rincian oljek
pendapatan.

(2} Belanja daeran sehagaimans dimaksud daelamn Pasal 13 ayat

(1} huraf b dirinci menurat LISl pemeTintahan dasral,

prganigasi, Prograt, legiatan, kelompak, jenis, objek dan
ringian objek helarja. J—

(3} Pembiayaan Jaerah sebagalnana dimﬂsmdaﬁﬁ;?asa] 23

Layat [1] huref € diripei menurnat Lpusan  pemerintahar

dacrah, organisasi, kelompelt, jenis, obick dan mncian objek
pembiayaan-

Bapian Kelbipga
pendapatan Dragrah

Pasgal X5

pendapatan dasral sebagaimans dimalsud dalam Pasal 23 ayat
i1} hunf a dikelpmpokan atas:

a2, pendapatan agli dzerah;
b. dana perynbangan, dan
o, lain-lain pendapatan daerah vang sab.

Pasal 27

1] Kelothpok pendapatan ouli daerah  dibagt menurt jenis
pendapatan yaoE rerdirl atas:

o pajak dasran
b, petribusi dasraly _ ,
- hasil pengelolaan kekayaan dacrab Yang dipizahkan; dan
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1. iain-lain pendapatan ash dasrah yang sah.

Jenis oajal doerah dan reinibusi dacrah  sebapaimana
dimaksud pada avat [1] hurul a dan huruf b dirine menomgt
ohjelk pendaparan sesual dengan undang-undang tontang

pajak daerah dan retribusi deerah,

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sehagaimana dimaksud pada gyat (1) huruf ¢ dirinel menuruat
abjek pendapdian yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik dasrah /BUMD;

b, bhagian laba atas penyertaan modal pada perusaliaan
milik pemerintah/BUMN; dan

=, bagian leba aas penyertaan medal pada perusahaan
roilik swasta atau kelompok usaha masyarakat,

Jeris lain-lain pendapatan asli daerah yang sab discdiakan
uctule menganggarkan penerimaan  daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribuei desrah, den
hasil pegelclaan lkeuangan daeran yang dipisahkan dirinci
menurit objek pendapatan vang mencalotp:

a. hasil penjuaian aset dacrah yang tidak dipigahlkan secara
tinai atau angeuran/ cictlan;

jasa gire;
pendapatan bunga;

T
penerimaan atas tantuten gand kerggan daifgh;

e, pererimaan  komisl, potongan ataliﬁm “bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atan  pengadaan
bapang dan/atau jasa cleh dasrah;

[. penerimaan keuntungan darl selisih nilai tukar rupiah

rerhadap mata LATNE ASILE;

g. pendapatan denda  atas lceterlamhﬁtan pelalksanaan
pekenaan;

h. pendapatan dends pajak;

i. pendapatan denda recrbusi,

j.  pendapatan hasil ekselmusi atas jaminan,
k. pendapatan dari pengembalian;

1. fasilitas #nsial dan fasilitas vmuam,

m. pendapatan  dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan
pelatihan ; dar

n. pendapatan dari Badar Leayanan Umum Daerah (BLLID],

Pasal 28

Kelomypok pendapatan dane perimbangan dibag menuarat
jenis pendapatan yang terdir atas:

Ca. dana bagl hasil;

b. rana alokasi umum, can
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. dana alokasi khusus,

(2] Jenis dana bagi hasil dirinei menurut abiek pendapatan yang
mencalkup:

a.  bagi hasil pajak; dan
k. bag hasil bukan pajal.

3] Jemis dana alokasl umum hanya terdiri atas objek
pendapatan dana alolas womam,

(4] Jenis dana  alokasi  khusus dirinci ke dalam objek
pendapatan  menurat kegiatan yang ditetaphan alzh
pemerintah,

Pasal 29

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagl menurat
jenis pendapatarn yang mencakup: :

& hibah berasal dari pemerimiah, Pemerintah Dasah lainnya,
bedan; lembaga,organisasi swasta dalarn negeri, kelompoke
masvarakat/ pererangan, dan lembaga luar negeri yang tdak
‘mengilkat;

b. dana darurat dar pemerintah dalam rangka penanggalangan
korban /kerusakans akibat bencana alam;

¢ bantuan dana berasa] dari pemerintah, Pemerintah Dacah
lainmnya, bedan/lembaga /organisasi swasta dalam negsr,
kelompok masyarakat, perorangan, dan 1emba§:3_par negcTi
yang tidak mengikac; - Lo

d, dana penyvesuaian dan dana otonemi  khusus  vang
ditetapkan alch peimerintah; dan

e, bantuan kevangar dari provinsl atad dan Pemerintah Darah
 lainoya.

FPasal 30

Hibah scbagaimana dimeksud dalam Pasal 2% humf a adaiah
peneritnaan dasrah vang berasal dari pemeérinteh negara asing,
badar / lembaga Asing, badan /lembaga  intermasional,
pemenntah, badan/lembaga datam negerl ataw pererangan, baik
dalam hentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa,
rerrnasuk renaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali,

Pasal 21

(1} Pendapatan, belania dan pembiayasn  schagaimana
dimaksnd dalam Pasal 25 merupakan bagian dari akun
kreuatigan daerah dengan kode terscndiri.

"2y Urasan  pemeriniahan, organisasi dan/atau  program,
kegiatan, kelompol, jenis, objek serta rncian  ohjek
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyal kode
tersendin.
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(4]

Rt

(]

‘mengembanglan sistem jaminan snsial.

13)

(LI

1=

e

Untuk tertib penganegaran kode sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat [} dihimpun menjadi sam kesatuan
yang disebut kode rekening. .

Untuk memenuhi kebutuhan  objektif dan warakteristk
daerah serta kesslarasan penyusunan Statistik kzuangan
negara, perubahan dan penambahen kede rekening rincian
objek belanja diatur dengan Peraturan Bupati.

EBapian Keempat

Belanja Dactah

Pasal 32

‘Belanja  daerah dipergunakan  dalam rangka mendanai

pelaksanaan  urusan  pemenniahan  yang menjzadi
kewenangan dacrall yang terdir dari nrusan wajib, Urusan
pilinan dan vrusdan yang pelalganannys dalarn bagian atall
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan Pemerintah. Daeah yang ditetapkan dengan
Lketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja  penyelenggaraan  drasan wajlh sebagannana
dimalksud pada ayat (1} diprieritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajibar, daerah yang disujudlan dalem bentuk
peningkaran  pelayanan dasar, pendidi ~jesehatan,
fazilitas sosiml dan [asilitas uum " YADEY alc  serta

)
- —_

Prerunpkatan lualitas kchidupan masyarakat sebagaimana
ditnaksud pada ayat (21 diwjudkan melalu prestasi kerja
dalam peoeapaian standar pelayanan minirmnal berdaserkan
urusan wajib pemerinmhan dasrah sesual dengan peraturan
perundarg-undangan.

Pasal 33

Klasifikasl belanja menurut urisan pemperintabian terdiri dari
belanja urusan wajib dan belanja urusan pitihan sesual
ketentusn peraturan perundang-undangan.

Belanja menurit Urusat yang penanganannya dalam bagian
atay bideng tertentu yang dapat dilak=anakan bemama
antara pemenntah dan Pemerintah Dacah sesual ketentuan
perutvlang-undangzn  yang dijabarken  dalam  bentik
program dan kepiatan vang diklasifikasikan mepwut urlsan
wajib dan wrusan mlihan.

Pasal 34

Klasifikasi belanja menurat fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduarn pengeiolasn keuangan dacrah
cerdimn daru

a.

b

pelayanan 12mum,
kelertiban dan ketentrarman;
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& P

ekotiommi;

linglungan bidup;

I'f::eruma.han dan fasilitas wium,
kesehatan;

patiwisata dan budaya;
pendidikan; dan

o o0

[
1

perlindungan sosial.

Pazal 35

Klasiikasi belanja menurit organisasi sebageimana ditnaksd
dalam Pasal 25 avat (2] disesuaikan dengan susunan prganisas
Pemerintah Daerah,

Fasal 36

(1} Klasifikasi belanja menurat progran dan  kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2] disesuaikan
dengsm urusan pémerintahan yang menjadi kewenanpgan
dacrah.

(2] Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan peamerintah
denpan Pemerintzh Dagah, daftar program dan kegiatan
schagaimana Jdimaksud pada ayat (1) secara berlkala akan
disempurnakan sesual dengan p:rkembanggt;jc-' abutuhan
dagrah. ) Zr

=il
ea

Pasal 37

{1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2] terdiri dar

a. belanja tidak iangsung, dan
b. belanja langsung.

(2) Helompok belanja ddak langsung sebapaimana dimalsed
pada ayat {1) huruf a mermpakan belanja yang dianggarkan
tdal terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.

{3] Kelompok belanja langsung sébagaimana dimelksud pada
ayat {1) humif b memupakan belanje yang dianggarlan terkait
secars fangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
serta hasiloya. g

Puragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 38

Kelompok belanja tdak langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 avat [1] huruf e dibag memundt jenis belanja yang
terdiri darv:
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{2]
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belanja pegawai
subsidi;

hibah;

bantuan sesial;

belanja bagl hasil;
bantuan keuangan,; dan
belanja tidak terduga.

Paszal 39

Belanja pegawél gebagaimana dimaksud dalam Pazal 38
huruf a adalah belanjs. kampensasi, dalam bentul paji dan
tunjangan, serta pengnasilan laintiya yang diberikan kepada
Pegawal MNegerl Sipill  yang ditetapkan sesual  dengan

Jzeterituian perafuran perundang-undangan.

Uanp Itpresencast dan tuniangan pimpinan dan angsgota
DFRD scrta gaji dan SUMjangan Bupati dan Wakil BEupatl
gerta penghasilan dan penerimaan lainnya Fang ditetapkan
seaual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diangearkan dalar belanja gegawal,

Pasal 40

Pemerintah  Dagah  dapat memberikan __tgmbahan
nenghasilan kepada Pegawsd Negeri  Sifief daerab
berdasarkan  pertimbangan  Yang whjekiif - dengan
memperhatikan  kamampuan weuangan deersh  dan
memperoleh persctujuarn DEFRD sesual dengan ketenbuan
peraturan perundang-undangan,

Persetujuan PPED sepagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan pade pembahasan KUA.

Tambahan penghasilan schagaimans dimaksud pada ayat
(1] dibsrikan dalam rangka pecningkatan Lkesejanteraan
. pegawai berdasarkan beban kerja, rempat bertagas, kondisi
kerim, kelanpkaan profesi, prestas  keria, dan/ataud
perdmbangan ohjektil lamnya.

Terabahan  oenghasilan — berdasarken beban  kega
scbagaimana'dima}:sud pada ayat (3] diverikan kepada

. pegawal MNegeri Sipil yafg dibebani pekerisan untuk

menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampau bebat
kerja normal.

Tambaban penghasilan herdasearkan tempat bortiogas
achagaimana dimaksud pada myat (3] diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di daerah memilila tingkat kesulitan Hngegl dan
daerah terpencil.

Tambahan penghasian berdasarkan kendi=i ketia
sebagaimans dirnaksud pada ayat (3}, diberikan kepada
Pegawal Negeri Sipil yang dalam melaksanakan TAEAsSDya
berada pada lingkungan keria yang memilik resiko tnggl.
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(77 Tambahan pengnasian berdazarkan kelangkean profesl
sebagaimana dimalsud pada ayat (3) diberikan Lepada
Pegawai Negerl Sipil yang dalam mengemban tugas remibid
kmtramnpilan khusus dan langka,

(8] Tambahan penghasilan berdasatkan = prostast kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diberikan kepada
Pegawai Megeri Sipll yang memilild prestasi kerja yang tinggi .
dan fatau inovasi. :

(9} Tambahan penghasilar berdamsarkan pertimbangan objektil
' Jainnya sebapaimana dimaksod pada ayat (3] dalam rangka

peningkatan Kesejahteraan umum  pegawal, sepett]

pemberian uang makan.

(10) ¥ritena pemberian tambalan penghasilan sebagaitmana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Paszal 41

Betanja bunga sebapgaimana dimakesud datam Pasal 38 huraf b
digunaken untuk menganggarkan pembayaran bunga utang
vang dihitung atas kewajiban pokiok vtang (principal putstanding]
herdasarkan perjanjian  pinjaman  jangka pendck, Jangka
menenpah, dan jangka panjang.

Fasal 42 =T

(1} Belanja subsidi sebagaimana dimal-:sudg}dala%? Pazal 38
hurul. ¢ digunakan untuk menganggarkan bentwan biaya
produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga
jual produksifjasa yang dihasilkan dapat terjangkan oleh
masyarakat banyak,

{2] Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] adalah perasahaan/ kmbaga yang menghasilkan
preduk atad jasa di bidang pelayanan dasar rnasyarakat.

(3] Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi schagaimana
dimaksud pada avat {1] herus terlebih dehulu dilakukan
audit kinerja dan awudit keuangan.

(4} Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dilalmlkan
glch lembaga audit independen yeng memenuhi kriteria dan
parsyaratan yang diretapkan sesuai dengan Ketenbtuan
poraturan perundapg-undangan. - -

(5 Audit keuangan sebagaimana dimaksnd pada ayat (3
dilakulkan oleh BPK scsuail dengsn ketentuan peraturan
perundang-updangan,

(6] Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat [1} wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengglnaan
dana subsidi kepada Bupad,

(7] Belanja subsidi  sebagaimane dimaksud pada ayat {1]
dianggarken sesuai dengan keperluan perusahaan lermnbaga
penerima subsidi daulam peraturan dacrah tentang AFBD
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(3}

1)

1)

3]

4]

9

yang peraturan pelakeanaannya lebih lanjut dituangkan
dalam Prraturan Bupati.

Pazsal 43

Bclanjs hibah sebagsimana dimaksud dalam Pasal 35 haruE
d dipunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalatn
bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pernerintah atan
Pemerintah Dacah lainnya, perasahaan dasrah, rasyarakat,
dan orpanisasi kermasyarakalan yang secara gpesifik telah
ditetapkan peruntukannya. : -

Belanja  hibgh  diberikan  secara gelelnil  dengan
mempertimbangkan kemampuoan keusmpat dacrah,
rasionalites dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatl.

Femberan hibah dalam bentuk uwang ateu dalam bentuk
borang atal jasa capat diberikan kepada Pemerintah Daeah
tertenty sepanjang diterapkan dalam peraciran perandang-
undangan.

Pasal 44

Hibah kepada pemerintah bermjuan untul menunjang
peningkatan penyelenggaraan  fungsi permerintahan  di
daerah.

Mibah kepada perusahaan  daeraly Cbortujuan  untuk
menunjang peningkatan pelayanan kﬂpﬂda.mﬂkat.
Hibah kepada Pemerintah Daeah-lajnn}'ﬁber‘ﬂ:uan untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan  pemerntahan
dasrah dan layanan dasar umum.

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

berfujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan dadrah ataw secara fungsional terkait dengan

. duktngan penyelengegaraan pemerintahan daerzh.

3]

{1]

)

()

Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimena dimaksud
pada ayat (1] dilaporican Pemerintah Daeah kepada Menter
Dalam Hegeri dan Benteri Keuangan setlap akhir tahun

ATIREAran.

Pasal 45

Belanja hibah sebagsimana dimaksud dalam Fasal 44 ayat
(1} bersifat bantuan yang tidalk menglkat/tidak sccara terus

‘menerus dan harus digunalkan sesuei dengan persyaratarn

vang ditetapkat dalam naskah pcr_ian_jia.n hibah dasrah.

Hibaeh yang diberikan secara tidak mengikat/tdak sccara
terus memerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebot
ada batas akhirnya tergantung pads kemampuan kepangan
daerah dan kebutuban atas kegiatan tersebut dalam
menunjang penvelenggaraan pemerintahan daerah.

MNaskah perjanjian fibah dasrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] seburang-kurangnya memuat  ldentitas
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penerima hikah, fuyjuan pemberiarn hipah, jumlah uang yang
dihibahkart.

Pasal &6

{1) Belanja bantuan sosial sebagaimena dimaksud dalam Pasal

' 38 huruf ¢ diginaksp untuk menganggarken pemberian
bantuan vang bersifat sosial kemasyaralatan dalam bentuk
unang danfatanr  barang kepada  lelompol:/anggeta
madyarakat.

i3] Baniuan sosial schapaimana dimmalsud pada ayat [l
diberikan secara  selcktif, tidak terus menerns/tdak
mengilat serta memmiliki kejelasan peruntukan
pENEEINAANnys  dongan mempertimbangkan  lkemampuan
ketiangan daecah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

{3] Bantuan sosial yang diberikan  scopra tidale  terua
menerus/tidak  mengkat diartikan bahwa pembernan
bantuan terschul tidak wajib daun tidak harus diberikan
satiap tahun anggararn.

Pasal 47

Belanja bagl hasil sebagaimana dimabksud dalam Pasal 38 hanad
{ diguneken untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
wersumber dari pendapatan dacrah kepada pernerintah desa
gesual depgan ketentian perafuran peruindang-undangean.

- -
N

Pazal 4%

(1] Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huraf g digurakan  untuk mengenggarkan  bantuan
keuanpan yang bersifat womum atau khusus dari Pemerintah
Dieah kepada pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah
Daeali lainnya dalam  rangks |pemcrataarn dan/fatau
peningkatan  kemampuan  keuangan dan kepada partai
polhitik.

(2] Bantuan Wenangan yang bersifat umum sebagaimana
. dimeksud pada ayat (1} peruntulan dan penggunaannya
" diserahkan sepenuhnya kepada Pemernintall

Dacah/pemerintah desa penenma banbuar.

(3) Bantuan lkeuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimalksud pada avat (1} peruntukan dan pengelolaannys
diarahkan/ditctaphan oleh Pemerintah Dacah.

(4] Petnberi banuzan bersiat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima hantuan.

Pasal 49

(1} Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksnd dalam Pasal
32 huruf h asalah belanja untuk kegiatan yang gifatnysa
tdak biasa dan tidak diharapkan berulang scperti
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penanggulangan bencana alam dan bencana zosal yang
tidak diperkirakan sebelumnysa dan bersifat tanggap darurat,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahup sebclumnya yang telan ditutup.

1) Kepiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimena dimaksud

pada ayat {1} yaita untuk tanggeap darurat delam rangka
- pencegahan gangguan terhadap stabilieas penyclonggatrann
prrerintaban demi terciptanya keamanain, ketentraman dan
ketertiban masvarakst di daerah.

[3] Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuti-
rahun  sebelumnva  yaog  telabh  ditutup  sebagaimana
dirmalksud pada avat (1) harus didukung dengan bukti-bukt
yang sah, ' '

Pasa] a0

(1] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan
speual dengan peraturan perundang-undangat.

(2y Belanja bucga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, beianja bagl hasil, belanja  bantuen
keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimena dimalsud
dalam Pasal 38 huruf b, nuraf ¢, huref 4, haruf e, hurul g,
dan hueuf i hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPED.

~T
Paragraf 2 e E__‘é"’c
Belanja Langsung
Pasal 51

Kelompok belanja langsung dan suata kegiatan szhapammana
dimaksud dalem Pasal 37 ayat (1} huruf b dikagi menurut jenis
halanja yang terdinl dari:

B belanja peEawai;

b.  belanja barang dan jasa, dan

. . belanjs modal,

Pasal 52

Eelanje pegawsi sebagaimena dimaksud dalam Pagal 30 huruf &
untuk pengeluaran honorariumy/upah dalam  melaleansian
kegiatan pemerintahan, :

Fasal 53

(1} Belanja barang dan jasa scbagaunana dimaksud dalam Fasal
51 hur b dipunakan untuk menganggarkan pengedaarn
barang dan jasa yang nilal menfaatnya kKarang dar 12
[duabelaz) bulan dalam melaksanakan progrem dan kepatan
pemerintahan  ¢aerah, termasul barang Vang skan
digerahkan atau dijual kepada masyaralat atan pihak Ketiga.
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(21 Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa belanja barang pakai- habis, hahan/material, jasa
kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang, parkir,
Csews sarans mobilitas, sewa z2lat berat, scwa perlenpghkapa
dan peralatan kantor, makanar dan minuman, pakaian
dines dan atribuilmya, pakaiun kerfa, pakaisn khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah
tupas dan peomulangan pegawai, pemelibaraan, jasa
konsultansi, dan lmin-lain pengadaan barangfiasa, dan
Belanja lainnya yang sejenis serta pengadasn barang yang
dimaksudican  untuk  diserahkan  afan  dijual  kepada
masyarakal atau pihak ketiga.

Pasal 54

- {1} Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 hurul
o digunakan untuk pengsluaran yang dilakukan dalam
rangha pengadaan aset tetap berwlwjud yang mempuinyal
milai manfaat lebih dari 12 (dusbelas] bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintabhan.

{2] Nilai sset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} varg dianggarian dalam belanja modsl sebegar harga
beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkeit
dengan pengadaan/pembangunan aset saimpal aset tersebut
siap digunak=an. :

(3) Bupati menstapkan batas minimal kapitalisasi frmbitalization
threshold) sebagai dasar pembebanan belsfm el

Pasal a3

Belanja langsung yang terdivi dad belanja pegawai, belanja
harang dan jasa, serta belanja meodal untuk melaksanekan
program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada
belanja SKPT berkenaan.

Bagian Kelima
Surplus/{Cehsit] AFED

Pasal 55

Selivih antara anpeeran pendapatan dacrab dengan angparan
belanja daerah mengakibatkan terjadinye surplus atau defisit
ANEEATAN.

Fasal 57

'[1] Kegiatan sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 55 dapat
mengikat dana anggaran:

a, rtntak 1 [salu) tabun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (saru) tahun anggaran dalem bentuk kegiatan
tahun jamak sesual peraturan perundang-undangan.
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Kegiatan tabun jatnak sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruaf b harus memenubi kriteria sekurang-lrurangnya.

a. pekerjaan keontriksi atas pelaksanean kepiatar, Yang
eecara teknis  merupakan  satu kesablan untuk
menghasiiidan  satl culpul Yang memerluken wakol
penyelesaian lebin dari 12 {duabelas) bulan; ataw

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut
sifgrya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
AMgparan sepertl peninamar benih/bikt, penghyauvan,
pelayanan perinlis laut/udara, makeanan dan obat di
rumah sakit, laysnan pomlAlangamn sampak  dan
pengadaan jasa cleaning Farvice.

Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimeksud
pada myat (2} herdasarkan atas perseijuan DFRD yang
dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati
dan DPRD.

Mota kescpakatan bersams sebagairnanz dimaksud pads
ayat {3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan
nota kesepakatan KUA dan FPAS pada taban pertama
rencana palaksanaan kegiatan tahun jamak.

Mota kesepakatan borsama schbagaimana dimaksud pada
ayat (3) sekurang-lkurangnya metnuat;

‘a. nama kegiatan,;

b, jungica wakiy pelaksanaan kegiatan;
¢, jumlah anggaran; dan - ff‘

d. alokasi anpgaran per tahun. T
Jangks waktu penganggeran o kegiatan  tahun  jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaw akhir
tabn masa jabatan Bupati berakhir, -

Pasal 55

Surplus AFBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terjadi
apabila apggaran pendapatan daerah diperkirakan lebib
besar darl anpgaran belanja dasrah.

Dalam hal APBD diperldrakan surplus, dintamakan untuk
pembavaran pokolk utang, investasi Pemermtah Dasah,
pemberian pinjaman kepada pemenntah pusat/ Pamenntah
Dasmah lain dan/atau pendanaan  belanja  peningleatan
Jjarminan sosal.

‘Pendanazn belanja peninpkatan jaminan sosial sebagaimans

dimaksud pada ayat (2) disujudkan dalam bentuls prograrm
dan kegiatar pelayanan dasar masyaralal yang diangparkan
pada SFPD yang secara fungsicnal terkait dengan tMRasnya

‘metaksanakan program dan keglatan tersebut.

Fasal 39

Defisil APBD sebagaimana duneksud dalam Fasal 56 terjadi
apabila anggaran peodapatan daerah diperkirakan lebih kecil
dari anggaran belanja dasrah.
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(%} Batas maksimal defisit AFBD untuk setiap tabun anggaran

(=}

(1]

herpedeman pada penetapan batas meksimal defisit cleh
Menter) Kevangat.

Dalam  hal  anpgsaran  diperlicalian defisit, ditetapkan
peeabiayasn  unlug menutap  defisit  tersebur  yang
diantaranya dapat bersumber dari =isa lehih perhitungan
anggaran tahun &aLggaran sebelumnya, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahlkan, penérimaan pinjamarn,
penerimaan kembali pemberian pinjaman dan DeRETIITIAAN
piutang.

Pasal &0

Permerictah Deean wajib melaporkan posisi surplus/defisit
APBD kepada Menteri Dalam Neger dan Menteri Keuangan
setap semester dalam tabun anggaran herkenaan.

Pelanggaran terbadap lketentuan gebagaimana dimaksud
pada mvat {1), dapat dilaloikan penuindasn atas penyalaran
dane perimbangan.

. Bagian Keenam
Pembiayasn Daersh

FPasal &1

Pembiayaan dacrah schagaimana dimaksud &nj@mﬁal 23 ayat
{1y huruf ¢ terditl dari penerimaan pernbiayasn dan pengcluaran
pembiayaan.

(1]

(2)

Pasal &2

Fenerimaan pemiiayasn sebagaimand dirnaksud dalam Pasal
£1 mencakap:

a, SiLPA tehun anggarsn se'bclumn:,ra;

pencairan dana cadangan,

hasil penjualan kekayaan datral yang dipisahkar;
pensrimaan pinjaman daerah;

peneritmaan kemball pemberian pinjamen; dan

SIS

pencrimaan piutang dasrab.

Pangeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 mencaloup:

a. pembentakan dana cadangan,
b investasi Pemerintah Dasah;

c. pembayaran pokok utang; dan-
d. pemberian pinjaman daerah.
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FPasal 63
(1] Pembiayaar neto merupakan selisih  antara penerimaan
pembiayaan dengan peogeluaran pembiayaan.

|31 Jumlah pembiayaan neto harus dapat meputup  defisit
AngRATANL

_ Paragraf 1
Siza Lebih Perhibungan Anggaran
Tahun Angearan Schelumnya

Pasgul 64

2;L.PA tohun anggaran  sebelumnyz scbagaimena dimaksud
dalam FPasal 62 ayat [1) ‘hurufl a mencakup pelampavarn
pererimasn PAD, pelampauan perigrimaan dana prrimbangan,
pelampauan penerimasn lain-lain pendapatan dagrah yang sah,
pelampalan  pencrmaan pembiayaan, penghematan belanja,
yewnjiban kepada pihak ketiga sampai dengan alkhir tahun
behurn rerselesaikan, dan sisa duna tegiean lanjutarn.

FParagraf 2
Diana Cadanpan
by
Fasal &5 b i::?:

(1} Perncrizacah Dasah dapat membentuk dane cadangan ghana
mendanai kegistan yang penysdiaan dananya tidak dapat
sekaligus/ sepanuhnya dibebankan dalarn  satue  tahun
FNEEAT AT, '

12y Pembentuksn dana cadangan ashagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dasrah,

[4) Peraturan Dacrah sepagaimana  dimakaud pada ayat [2)
mencakup penctapan tujuan, besaran, dan sumber dana
cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayal dan
dana cadangan tersebut.

[4] Ranecangan Peraturan Praurah tentang pembentikan dana

" cadangan seébapaimana dimaksud pada ayat i2) dibahas

bersarmaan  dengan  pombahasan  CANCATEAT Pearaoaran
Daerah teniang APED.

(5] Penetapan  rancangan  Peraturaf Daerah  tentang

pernbentukan dana cadangan sebagalmans dimaksud pada

_ayat (¢ ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengat penctapan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBL,

(5 Dana cadangatl Yaog dibentuk sebagaimana dimaksud pada
ayal [1} dapat bersumber dari penyisihan atas penerimasn
daeran, kecuali dari duna alokasi khuasus, pinjaman dacrah
‘dan penerimazn lain yang peNEEINaanmya dibatasi vntuk
pengeluaran  tertentuy perdasarian peraturan  perundang-
undangan.
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(7) Dana cadanigan sebagaitmany dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada rekering terserdiri,

[8] Peneriméan hasil bungaf deviden rekenping dana cadangan
dan penempatan  dalam nportialin dicantumkan sebagal
penambah dana cadangan berkenasn dalam dana cadangan
pada larnpiran Rancangan Peraiuran Dagrah teptang APBD.

(%) Pembeniukan dana cadangan dianggatrkan pada pengelaaran
pembisyasn dalam lahun anggaran yang berlenaan.

Paszal 66

{1} Peneairan dana cadangan schagaimena dimaksud dalam
Pasal 672 avat (1) huruf b digunakan untuk mengangearkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadanpgan ke
rekening kas umum daerah delam -tahun anggaran
berkenaan.

(2] Jumlah yang dianggarkan schagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu sesuai dengan jumlah vang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daersh tentang Pembentukan Dana Cadangan
berkenaan. -

Pasal 67

Penggunaan a6as dana cadangan yang dicairkan dari rekening
dans vadangan ke rckening kas wmum daerall sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dianggarkan belanja
langsung SKPD pengguna dana cadangan prkengn, kecuali
dintur tereendin dalam peramiran perundang undangsn.

Paragral 3
Hasil Pemjusalan Kekayaan Daerah yang dipisahlcan

Pasal 68

Hasil penjualan kelkayaan daerah yang dipisalhkan sehagaimana
dimalksud dalam Pasal 62 avat (13 hurnf ¢ digynakan antara lain
untuk menganggarkan hasil penjualan perusabiaan  milk
daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal Femerintah
Daeakh.

Farapral 4
Pererimaan Pinjarman Daerah

Paszal 69

Penerimean pinjaman dagrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) ko § digenaken unnil menganggarkan
penerimaan  pinjaman daerah termasuk pencnmaan  atas
penerbitan obligasi daerah yang alaw direalisasikan pada tabun
anpgaran berlkenaan.
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Paragraf &
Pernberian Pinjaman dan Penerimaan

Yernbali Pemberian Finjaman

Pasal 70

(1] Pemberian pinjaman sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 62
ayat (2] huruf d digunaken untuk mengangyarkan pinjaman
yvang diberikan kepuda pemernoah  pusat dan/fatau
Perperintal Daeab lannya.

{2] Penerimaan kembali pemberian  pinjaman schagaimana
dimatsud dalart Pasal 62 ayat (1) huraf e digunakan untuk
. mengangesrkan posisi penerimasn kembali pimjaman yang
diberikan kepada pemenniah pusat dan/atai Pernenntah
Daeah lainnya.

Parapgraf &
Penerimaan Plutang Daerah-

Pazal 71

Pererimaan piutang dacrah schagaimana dimaksud datam Pasal
f2 ayat {i] huruf [ digunakan untuk  MEenganggarkan
penerimaan yang bersumber dari pclunesan piutang pihak
Letiga, scpéfti berupa  penerimaan  pllfang wlagrah  dari
pendapatan daerah, pemerintah, Pemeriffeh Faeah lain,
Jembaga keuangan bank, lembaga kenangan bukan bank dan
. penerimaan piutang lamnya.

Paragral ¥
lovestasi Pemerintah Dacah

Paszl T2

Investasi Pemerintah Daeah sebagaimana dimalesud ¢dalam Pasal
62 ayat (2} humf b digunaikan untuk mengelola kelayaan
Pemerintah Dasah yang dilnvestasikan baik delam jangka
pendek mavpun jangks panjang.

FPagal 73

(1] Investasi jangka pendel merupakan investasi yang depat
segera dipefualbelikan/ dicuirxan, ditujukan dalam rangka
manajernen kas dan beresiko rendal serta dimiliks selama

kurang dari 12 bulan, :

(2} Investasi jangka pendek schagaimana dimaksud pada ayat
|1] mencakup deposito berjangka waktu 3 {tiga) bulan sampai
dengan 12 [duabelas) bulan vang dapat diperpanjang sceara
ctomatis, pembelian Suraf Uiang Negera (SUM], Sertifikat
Banlt lndonesia (5Bl dan Surat Perbendaharaan Negara
{SPN).



(3}

(4]

g

Investasl jangka panjang merupakan investasl yang
dirnaksudian itk dimiliki lebih darl 12 [duabelas) bulan
vang terdirl dari investasi permarnen dan nen perfmanen.

Investasi jangha panjeng scbagaimand dimaksud pada ayat
(3} antara lain surar berharga yang dibeli Pemerintah Daeah
dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnys
pemnbelian surat berharga yntuk menambah kepemilikan
modal saham pada suaty badan usaha, sural berharga yang
dibeli Pemerintah Dacah untak tujuan menjaga hubungan
haik dalam dan loar negen, sarat berharga vang tdak
Jimaksudkan untuk dicairkan dalam memeniil kebutihan

- kas janghka pendek.

[

' i6)

()

(B

{5

(1

Investasi permancn sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
bertujuan unfik dimilikl secara perkelanjutan tanpa ada
miar untuk diperjualbelikan ateu  tidak ditarik kembal,

scperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam benmk
‘pengpanavsahasn/ pemanfaatan  aset daerah, penycrizan

modal daerah pada BUMD dar/atau badan vsaha lainnya
dan investasi permanen leinnys Yang dimiliki Pemerintah
Dacah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkaty
pelayanan kepada masyarakal,

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} bertujwan untuk dimiliki secara tidak berkelanjuian atau
2da niat untuk diperjualbelilkan atau ditarik kembali, seperts
pembelian obligas] atau surat utang jangka panjang yang
dimeksudkan untuk dumlili sampai dengan jaaggal jatub
tempo, <dana yang disisthkan Pemerintah Bakah dalam
rangka  pelayanan/pemberdayaan mievarakat sepert
bantuan modal kerja, pembentukasn dana $ecara bergulir
kepada  kelompok masyarakat, pemberian  fasillias

pendanaan kepada usaha mikro dan mencngah.
Investasl jangka pamang Pemerintah Dacsh  dapac

.dianggarkan apabiis jumiah yang akan disertakan dalam

tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Draerah tenlang penyertaan modal dengan berpedoman pada
kelentuan peratiran perindang-undangat.

Penyertoan modal dajam rangka pemenuhan kewajiban yang
telah tercantum dalam peraturan daeral penyértaan modai
pada tahun-tahun sebelumpya, tidak diterbitlan p&rafuran
daerah tersendini sepanjang jumiah anggaran penysrtaen
modal fersebut belurn melebihi jumlah penyertasn modal
yang telah ditetapkan pada peraturan dasrah tentanp
penvertaan modal

Dalarm hal Pemerintah Dacah akan menambeh jumlah
penyertaan modal melebihi jumnlah penysrtaan modal yang
telah ditetapkan calam peraturan dacrab tenteng penyertaan
modal, dilakukan perabahan  peraturan daerrah tenteng
penyertaan modsa] yang berkenaan.

Pazal 74

\gvestasi Pemerintah Dacah scbagaimana dimalksud dalam
Pasal 62 ayat (@) huruf b, dianpparkan dalam pengeluaran
pembiayaan.
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[Z] Investas) Pemerintah Deeah dianggarkan dalam PenETImaan
‘pembiayaan pada jeris hasil penjuslan Kekayaan daerah
vang dipisahlkan, '

(3} Divestasi Pomerincah Dasah yang dielihken untuk
diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran
pemblayaan  pada jenis pemycriaaln modal [investasi)
Permeriniah Daeah, _

{4] Penerimagn  hasil  ai@y investasi  Pemerirmah  Dacab
dianggarkan dalam kelompok pendepatan ash dasrah pada
jenis hasil pengelolaan lckeayaan dacrah yang dipisahikat.

Paragrat &
Pembayaran Pokok Utang

Pagal 75

Pembayaran powok atang sebagaimana dimaksud dalam Fasal
B2 ayat (2] bhuaruf c digunakan untuk menpganggar ka
pernbayaran  kewajiban  atas polkok utang  yang dibitung
berdasarkan perjanjan  plajaman jangks pendek, jangka
menengah, dan janpka panjang. '

Bagian Ketujuh

Kode Relienuin Peppangparan owmnd
INg Ponpanggals o
Ry SIS

Pasal 76

i1] Setap urusan pemetintahan daerah dan organisasi yang
dicantamkan dalam APBD mengEunakan  kKode Urasan
pemerintahan daerah dan kode organisas:.

| {2) Kode pendapatan, kode balanja dan kode pembiayaan yerg
' digunakan  PengRNEEAran menggnakan  kode  akun
pendapatan, Kede akun belarja, dan kode akun pembiayaan.

(4) Setiap program, keglaca, relompok, ‘jenis, objelk serta
rincian abjek yang dicantumkan dalam AFBD rnen gpgunakan
kode program, kode kegiatan, kode lYelompok, kode jenis,
kade objek dan kode rinclan objek.

4] Untul tertib penganggaran kode sehagaimana dimeksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat i3] dihimpun merjadi satu
wesatuan kode anggaran yang disebut kods rekening.

Pasal 77

(1} Uratan susunan kods rekening APBD dimulai dari kads
urvsan pemerintahan  dasrvah, kode organisasi, kode
program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode

. jenis, kode okiek, dan kkade rineian objek. -

(2} Kode rekening penganggafan sebapalmang dimaksud dalam
FPasal 76 berpedoman pada perarturan perundang-undangan
yang berlakou, :
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EAB 1V
PENTUSUNAN RANCANGAN APDD
Bapian Pertamea
Azas Upmnam

Pasa] T8

(1} Penyelenggaraan  Wrasan pemerintahan  yeng merjadl
keweanangan daerah didanai dari dat atas beban AFBLL

[%] Penyelengearaan Brlisan pemerintahan daerah yang
pPENUEaSATIIE dilunpahkan kepada desa, didanal dari dan
atas beban APBED.

Pasal 7@

(1] Behwruh penerimaan dan pengeluaran pemerintaharn daerahb
baik dalam bentuk uang, barang den/atau jasé pada tahun
ANgEATAN yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2] Perganggaran penerimaan dan pengelumran APED harus
memiliki dosar huloum penganggaran.

Paszal B0

Anggaran belanja dasrah diprioritaskean untuk melaksanakan
hak dan kewajiban pemerintahan  dagrah oilagaimana
ditetapkan dalam pearaiaran perundang-undaggan. ==

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Dacrah

Pasal 81

(1) Untuk menyusun AFBL, Bemerintah Dacah menyusun REFD
yang Imerapakan penjabaran  dan RPJKVD denpgan
mengmunakan baban dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka

Cwaalkty 1 fsaty) tahun yang mengacu kepada Rencana Kefja
Pamerintal,

(2] RKPD sthagammana dimaksud pada eyat (1) memuat
rATCAngar kerangka  -ekonomd daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daetah, rencang kerja vang
fepalcur dan  pendanaannya, baik  yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah, Permnerintehh  Dasahl  maupun
ditempul dengan mendorong partisipaal rnasyaratat,

{3) Kewajiban daerah sebapaimana dimaksud pada ayat {2}
mempertimbangkan  prestas capalan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan sesuai  dengan peratliran
perundang-undangan.
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Pasal 82

(1} RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencafnaan, PEIZANEEAIA, pelaksanaan, dan
PUNEAWRRATL

(2} Penyusunan EEPD disclesatkan paling lambat akbit bulan
Mei zebelum tahun anggaran berkenaan.

[3) Tata cara penvusunan REFD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] berpedumar. pada peraturan perundanp-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APED serta
Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara

Fasal 23

Bypati menyusun  rancangan KU4 dan rancangan FPAS
perdasarkan EKFD dan pedomatl Peryusunan APBD yang
ditetapkan Menteri Dalam Megeri.

Pasal 84

(1} Dalam menyusun rancangan KUa dan rancangan FPAS
acbagaimana dimaksid daiam Pasal 53, Bupad dibantu oleh
TAPD yang dipimpin olch Sakrctaris Daerah. ==

(2} Rancengan KUA dan rancangan FPAS yang b digusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampailan oleh
Gejretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
dacrah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan jura,

Pasal 83

[1] Rancangan KUA memuat londigi ekonomi makro dacrah,
asumsi penyusunan AFELD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dacrah, dan
strateg PENCAPAIanIIYE.

{2 Strategi pencapaian schagaimana dimal=ud pada ayat {1
memuat fangkah-langkak konkrer dalam mencapal target.

Pasal 86

" Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1}
disusun dengan tahapan sebapai benloat:

o mencntukan skala prieritas pembangunan dasrah;

b, menentukan prioritas program unbik mesing-mesing Urisan
yang disinkronisasikan dengan prioritas dan  program
nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah
setiap tahum; dan

¢, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
. program/ kegiatan,
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Pasal &7

{1} Rancangan KUA dan rancangah PFAS sebagaimana
' Gimaksud dalam Pasal 36 ayat {2] disampaikan Bupari
kepada DPRD paling lambat pertengahan pulan Juni tahun
angparan berjalan  untuk dibahas dalar pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran Derilcutnya.

(2} Pembahagan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakulcan
oleh TAFD bersama badan anggaran DPRD,

(3] Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tclub dibahas
sehagaimana dimaksud pada ayat (2] selanjutnya dizepakat
menjadi KUA dan PPAS paling lambat rminegu pertama butban
juli tahun anggaran berjalad.

Pazal B2

(1) KUA serta PPAS yang telah disepakati dituangken ke dalam
nota  kesepakatan yang ditandatengand barzama antara
Bupati dengan pimpinan DPRD.

{2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang persangkutan dapat
menunjuk pejabat  yang  diberi  wEwenang untuk
menandatangani nota Kesepakatan KUA dan PPAS,

(3} Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota

kezepakatan KA dan PPAS dilakuken oleh ptajabat yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

. {4) Format nota kesepakatan sebegaimana dimak§&pada ayat
(1} berpedoman pada perataran perundegpe-aridengan yang
berlaku,

Bagian Kegrapat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Fassel 2%

i1} Berdasarkan nota kegepakatan sebagaimana dimaksud
.dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat
edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
schagai acuan kepala SKPD dalam menyusun REA-SKPDL

(Zd Rancangan surat  cdaran Bupard tentang pedoman
peryustnan REA-SKPD sehagaimana - dimaksud pada ayat
(1) mencakup :

a. prioritas petobangonan. daerah dan program/ kegiatan
yang terkait; '

b. elokasi plafon  angpardn  Semontaca untuk setiap
program/ kegiatan SKPDY '
batas waktu penyvampaian RKA-SKPD kepada PPED,

d, dokumen sebagai lampiran sural edaran meliputi KA,
PP&S. Analisa Standar Belanja dan standar satuan harga.
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(%) Surat edaran Bupat perihal pedoman penyusunan REA-
SKPD scbapnimana dimaksud pada ayat (1) diterhitkan
paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal Qi

[1] RKA-SKPD zebagaimana dimaksud dalam Pasal B9 ayat (1],
memuat rencana  pendapatan, TEncana belanjz  untak
masing-masing program dan kegiatan untuk tabun yang
‘direncanskan, serta rencana pembimyaan difine sampad
deopan rincian objck pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
sertn. prakiraan maju untuk tabun berikutoya.

[2] RKA-SKPD scbaparnans dimaksud pada  ayat (1} jusga
memuat informasi fentang urnisan pemerintahan daerah,
orgamisasi, mdikator kinerjz, standar biaya, prestasi kerja
vang akan dicapal dari program dan kepiatan.

i3] Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanigne dan lala cara
penyusunan RKA-SKPD dan Kode reltening diatur dengan
meraturan Bupat, )

{4) Farmat REA-SKFD sehagainara dimaksud pada pasal 89
ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Fasal @41

Belanja langsung yang terdini atas belanja peg@@, helanja
barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkary Talam RKA-
SKPD pada masing-maging SkFD -

Fasa] 22
(1} Pada SKPKD disusun RKA-BKFD dan REA-PFRD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] rmemuat
programf kepiatan

43) RKA PPED digunakan untk menampung:

a pendapatan yang berasal darl dana perimbangan dan
pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belamja subsidi, belanja hibah, belanja
" bantuan sosial, belanja bagl hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga; dan

r. Fenerimaan pembiayaan dan -pengelitaran pembiayaan
daerah.

Bagian Kelima
Penyiapan Rancangan Poraturan Daerab APRD

Panal 93

{1) Rancangan pecraldran duerah tentang APBD yang telah
disnsun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati,
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Rancangan peraturan daerah tentang APBD sehagaimand
dimalksurl pada avat (1] sebelum disampaikan kepada DFRD
dizosializasikan kepada masyarakat.

Sosialisas Tancangan peraturan daerah tentamg APBD
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] bersifat mernberikan
informasi mengenal hak dan kewajiban Pemerintah Daeah
serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran
vang direncanakan.

Penyebarluasan rancungan peraturan daerah tentang APBLD
dilakzanakan oleh Sekretaria Dacrab. '

Pacsal Y4

Rancangan peraturan daerah tentang APBD selanjuinya
disampaikan kepada DPRD untuk dibehas ehih langut.

Rancangan Peraturan Dagrah tentang AFBD sebagaimans
dimaksud pada ayat (i) dilenghapi denpan lampiran yang

- terdin dari :

a. ringkasan AFBLY

b. ringkasan APBLD menurut uruasan pemerintahan daerah
dan organisasi;

w. rincian APBD menuryt urusan p&méﬂntahan deerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayasan;

d. rekapitulasi belanja  menurut urusan pEmerintanan
daerah, organisasi, program dan kegiatan: £

c. rekapitalasi helanja  dacrah untu!-cﬂ]::-:aél;rasan dan
keterpaduan rusan pemerintahan dacrah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan kevangan negara;

{. daftar jumlah pegewai per golongan dan per jabatan;
g, daftar piutang daerah;
h. dafiar penvertaan medal [investasi) daerah;

i, daftar perkirsan penambaban dan pengurangan msel
tetap daerah;

j.  dafrar perkiraan penambalian dan pengurangan aset
lain-lain, '

‘. daftar kegiatan-kegiatan tahun AnNgEaran schelurmnnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembeli dalam
tabun anggaran ini;

1. daftar dana cadangan daerah; dan

(L)

m. daftar pinjaman decrah.

Pasal 45

Rancangan peraturun Bupan Entang penjabaran  APBD
dilengkapi dengan lampiran yang terdin dati

a, ringkasan penjabaran APBLY, dan
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b, penjabaran APBD menurnii urusan pemerintahan daerah,
orpenisasi, Program, kegintatl, kelompok, jenis, objek,
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Runcangan peraturan kepala duerah tentang penjabaran

APBD memuat perjelasan sebaga berilaat

a. untuk pendapatan tnencakup dasar bk,

b, untuk belanja mencakup lokas kegiatan dan belanja yang

bersitat khiusus danfatan sudah diarahkan
PerREUnAad Ny, sumhber pendanaannya dicantumian
dalam kolotn penijelasan; dan

c. untuk pemblavean mencakup dasar hulum dar swmber
pencrimasn  pembiayaan uniak keslompole penerimaan
pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untik
kelommmok pengeluaran pembiayaa.

Foriar rancangsn peraturan dacreh entEAng APBD} dan
rancanfan peratiran  bupatl tentang pepiabaran  APBD
berpedoman  pada  peraburan perundang-undangan  yang
berlaka.

BAE W
PENETAPAN APBL
Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan Rancanpay .

=
Peraturan Dasrah rentang APRD  -g

Pasal 96

Bupati menyampaikan rancangsn perallran daerah tentang
APBD heserta lampirannya kepada DPRD paling lambart pada
mingew pertama bulan Oktober tahun angeararn aehelumnya
dari  tahun yamg direncanakan  untuk mendapatkan
perseiujuan hersama.

Pepyampaian rancangan peraturan dacrain schagaimana

.dimalksud pada avat {1] disertai dengan nota keuangan.

Dalarn hal Bupati dan/atau pimpinan DFRLD berhajangan
tctap, maKe pojabat yang ditunjuk dan ditetapkan ¢leh
pejabat yang berwenang selaku penjabat [ pelaksana fIpas
Bupati dan/atau selaku pimpinen sementara DERD yang
menandatangani persetujuan bersama.

Formet nota kenangan schagaimana dimatsud pada ayat [2)
berpedoman pada peratuiran perundang-undangan  yang
berlaku, '

Pasal 87

Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan dacrah
temtang APBD oleh DPRD ze bagaimana dimaksud delam
Pasal 96 ayat (1} disesuaikan dengan wata tertitb DFRD.
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Fembahasan rancangan perataran dasecah ditckankam pada
kesesuaian rancangsn APBD dengan KUA dan PPAS.

Dalam pembahazan rancangan peraciran daerah tentang
APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan
program/ kegiatar: tertentu.

‘Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat {3]
ditnangkan dalam dokumen persstujuan bersama antara
Bupati dan DPRED.

Perschyjuan bersama antars Bupati dan DPRED terhadap
rancangah peraturan dacrah fontang APED ditandatangani
alch Bupati dam pimpinan DFRD paling lama 1 {satu) bulan
sebelum 1ghun anggaran berakhir,

Dalam hal Bupati danfatau pimpinan DPRED berhalangan
tetap, moka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat  yang
herwenang selala  penjabat/pelakeana  tugas Bupati
dan/atau selaku pimpinan  sementara DPRD  yang
menandatangan pergetujuan bersams,

atas dasar persetujuan bersama ssbageimana dimalesnd
wada ayat (4}, Bupati menyviapken rancangan peraburan

' kepala dacrah tentang penjabaran APBD.

Format persetujuan bersama sebagaimans dimaksud pada
ayat {4) berpedoman pada peramuran perundang-undangan
yang herlaku, .

Pagal %8 T Bt
Dalam hal penetepan AFED mengaja:ri'ii keterlambatan
Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-
ringginya sebesar seperduabelas APBD tahun &anggaran
acbelvmnya.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperoian setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibatasi hanya untuk
balanjs yang bersrlat tetap seperti belamja pegawai, layansgn
jasa dan keperluan kentor schari-hari,

Frmanl 9

Apahila DPRD sampai batas waktu schagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (5] tidak menctapkan persetujuan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan

‘daerah tentang APBD, Bupad melakganakan pengeluaran

setingpi-tingginya sebesar angha APBD tahun anggaran
schelumnya untuk membiayai keperluan setiap bukan.

Fengeluaran setinggi-tngginya untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipricritaskan untuk
belanjs vang bersifat mengikat dan belamja yang bersifat
wajits. .

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimalksud pada
avat [2] adalah belanja ¥ang ditmtuhken secara terag
menerus dan hams dialokasikan oleh Pernerintab Draeah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan gsetiap bulan
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dalam lahun anggaran yang bersangkutan, geperti belanja
pegawei, belanja barsng dan jasa.

Belanja vang bersitat wajib adalah belania untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayarnan  dasar
masyarakat antara lain peadidikan dan kasehatan dan/fatau
melafsanakan leewdjiban kepada pihak ketiga.

Pasal 100

Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pazal
S8 ayat {1) disusun dalam rancangan peraturan Bupatl
tentang AFBI.

Rancangan Peraturan Bupatl tentang APED sebagsutmana

dimaksud pada  ayat (1) dapat dilaksanekan satelah
memperaleh pengesahan dar guberrar.

Fengssahan rancsngan peraturan Bupati tentang AFED
sebagaimana dimaksud pada ayat {2 ditetapkan dengan
Keputusan gubernur.

Rancangan peraturan Bupati lenmng APBD scbagaimana
dimaksad pada ayat (2] dilenglapt dengan larnpiran yang
terdin clari

a. ringkasan APBD,

b, ringkasan APBLD menunat rusan pemerintahan dacrah
dan organisast;

—

¢. fAncian APBD menurub Urisan peme rintF dacrah,

" orpahisasi, program, kegiatan, kelompnle, -Fenis, objsk,
rincian objek perdapatun, belanja dan pembiayazn;

4. rekapitulasi belamga  menurdt  urlisan pemerintahan
ducrah, orgarisasl, PIOETal dam kegratan;

e. rekapitulasi belanja daerab untuk . ksselarasan  dan
keterpaduan urvdsan pémerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan kevangan negara;

daftar jurnlah pegawai per galongan dan per jabatan;
daflar piutang daesrah,
daftar penyertaan modal (investasi) dasraby

F e o

daftar perkirzan penambahat dan pengurangan aset
tetap daerah;

j- daitar perkirean peparnbahan  dan  pengurangan  aset
lain-lain;

k. dafrar kegiatan-kegiatan tahln ANERATan sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini, '

. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah,

Fonpat rancangan perablran hupati tentang  APED
schagaimana dimaksud pada ayal i) berpedeman pada
peraturarn perundang-undangan yang DeTialol.
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Pasal 131

Bupati dapat melaltsanakan  pengeluaran schagaimans
dimalksud dalarn Pasal 59 ayat (1) setelah peraturan Bupati
rentang AFBD mhun berlkenagarn ditetapkan,

Pasal 1072

[1] Penyampaian  réancangan  peraturan Bupati untik
memperoleh  penyesalian sebzgaimana dimaksnd dalam
Pagal 100 ayat (3} paling lambatl 15 {hma belas) han kerja
terhitung sejak DFRD tidak menetapkan keputusan bersama
dengan Buper terhadap rancangan peraturan  daerah
teritang AFBD.

(2] Apulila dalam batas wakml 30 {rga pulub) heri kepa
pubernur tidak mengesahlan rancangan peraturan Bupati
tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bupat
menetapkan rancangan peraturan Bupati dirnaksud menjad
peraturan Bupati.

Fasal 103

Pelampavat dar pengeluaran sctinggi-tingginya sebagaimana
diretapkan dalam Pasal 99 ayat (2} dapat dilakulan apalkila ada
kebijakan pemerintall untik kenajlan paji dan unjangan
Pegawai Negeri Sipll, bagl hasil pajek dasrah dan retribuai
daczrah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.-Hewajiban
pembayaran pokek pinjaman dan bunga pigjarmdii%ang telah
jatuh tempo serta pengeluarsn yang mend#f8l dfiuar kenpdali
Pernerintah Daesah ' :

Bagian Kedua
Evaliasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD den
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 104

(1] Rancangan peraturan dacrapy tentang APBD wang telah
disetupui bersama DPRD dan rancangan perataran Bupati
tentang penjabaran APED sebelom ditetapkan olsh Bupal
pating lama 3 (tiga) hari kenja disampaikan terlebih dahulu
kepada gubernur untuk dievaluasi,

(2] Penyampajan rancangan sebagaimana dimaksud pada myac
(1) disertai dengan:

a. persemjuan bersama  antara Pemerinitzh Dacah dan
DPRD terhadap rancangan peraturan dacrah tgntang
AFBL;

h KUA dan PPAS vang disepakati antara Bupati dan
pimpinan DFEELY;

& rzalah sdang jalannya f:-embahasa.n terhadap rancangsn
peraturan dacrah tontang AFBD; dan
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d. nota keuangan dan pidato Bupatd perihal penyampaian
pengartar nota keldangan pada sidang DPRD;

{3 Apabila gubernur menyatakan hasil evalugsi alas TANCANPEADR
peraturan dasrah tentang APRD dar rancangapn perablran
Bupati tentang penjabaran AFBD sudab sexual dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi, Bupat menetapkaln FAancAngan dirnaksud

rnenjadi prraturan dacrah dan peraturan Bupati.

(4} Dalam hal gubernur rmenyatakan bebwa hasil evaluasi
rancangan peraturan daersh tentang AFPED dan rancangan
peraturan Bupati tentang panjabaran AFBLD bertentangan
dengan:  kepentingan amuin dan peraturan perundang-
wndangsn  yang lekib  tinggi, Bupati bersama DPRD
melalaukan penyemplmaan paling lama 7 (najuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasii cvaluasl.

(5) -Apabila hasil evaluast fdak ditindaklanjuti oleh Buped dan
DERD, dan Bupat tetap rnenetapkan rancangan peraturan
daerah tentsmg APBD dan rancangan peraturan Bupati
{encang penjabaran AFBD menjadi peraturan daerah dan
peraturan Bupan, gubernur membatalkan peraturan daerah
dan peraturan Bupar dimalksud sekalipus menyatakan
berlakunya pagu APBD tahun sebelummya.

Pasal 100
{1} Peling lama 7 tjuh] hari  kerja setelah---pegmbatalan
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 aydt30), Bupad

parus memberhentikan pelaksanaan Perafuran Daerah dan
selapjumya DFRD bersama Bupati mencabut peraturan
daerah dimakepd.

(2] Pencabutan peraturan dacrab schagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan dengan peraturan daerah tentang
pencabutan peraturan daerah tentang APED.

[3) Pelaksanaan pengeluaran  atas  PaEU APBD  tahun
sebelumnya schagaimana dimalksud dalam Pasal 104 avat {5
ditetaphkan dengan poraturan Bupat.

Pasal 10G

Evaluasi rancangan peraturan desran  fentang AFBD dan
TENCANgar —peraturan Bupar tentang penjabaran APBD
berpedomun pada peraturan perundang-undangan yang herlaku.

Frsal 107

(1} Peryempurnzan hasil evaluasi schagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (&) dilskeukan Bupati bersarna dengan panitia
anggaran DPRD. ' S

(2} Hasil ponyempurnaan sebagaimans dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan olch pimpinan RPRO,

(3] Keputusan pimpman DPRD sehagaimana dimaksud pada
ayat {2] dijadikan dasar penelaparn peraturan daerah tentang
APBD.
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Keputusan pimpinan DFRD acbagRITANA dirnaksud pada
ayal (3] bersifat final dan dilaporkan pada aidang naripuma
beriutnya.

Sigang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat [4)  yako setelah  sidang  paripurné pengambilan
keputusan bersima terhadap’ rancangan peraturan daerah
tentang APBLL

Kepltusart pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat [4] digampaikan kepada sgubermtr paling lambat 3 (tigal
hari kerja sctelah keputusan tersebur ditetaplkan.

Dalam hal pimpinan DPRD perhalangan tetap, maks poiabat
yang itunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
gelaky pimpinan sScmentara DPRD} yang menandatangani
zeputusan pimpinan DPRD.

Bagian ketiga
Venemapat Peraturan Daerah tentang APBD.dan
Peraturan Bupati tentang Penjabarsm AFBD

Pasal 108

Rancangan peraturat dacrab tentang APBD dan rancangall
peraturan Bupati tettang penjabaran  AFBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Bupats menjadi peratiran daerah

tentang AFBD dan peraluran Bupati tentang-genjabaran
APBD. 3 =T

Peretapan Tancangan peraturan duerah tentang APBD dan
peraturan Bupat ientang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakulkan paling lambat tanggal 31
Desernber tahun anggaran scbelumeiya.

Dalam - hal Bupati berhalapgan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dun ditetaphan oleh pejabat yang berwenang gelaku
penjabat/pelaksana  TUZRE Bupati yang mnenstapkan
peraturan daerah tentang APBED dan peraturan Bupal
tentang penjabaran APBD.

Bupali menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan  Bupali  tentang penjabaran  APBD kepada
gubernur paling lambat 7 (jul)  hard kerja  setelah
ditataplean.

Unouk memenuhi  A%3as transparansi, Bupati wajib
menginformasikarn aubstansi peraturan daerah  (entang
AFBD lkecpada masyarakal yang talah divndangkan dalam
Lembaran Dastah, -

Format ponstapan IHncangan peraturan dasran entang
APBED dan peraturan bupat tentang penjabaran  APED
sebagaimana dimakyad pada ayat {1] berpedoman pada

. peratutran perundang-undangan yang berlabog.
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BAB VI
KEDUDUKAN KEUVANGAH PIMPINAN
DAN ANGGOTA DFRD

Pasal 109

Hak-hak keuanpan pimpinan dan anggota DPRD yang diberiltan
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selak
pimpinan dan anggots, DPRED diatur demigan paraturan deerzh
dengan berpedoman pada kerentuan  peratiirarn perundang-
undangan vang berlaku,

EAB VIl
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI
AN WAKIL BUPATI

Pazal 110

(1] Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinye sebagat
pejabat nepare. diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk
caji dan tunjangan seslai denpan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(2] Bupati diberiltan  uaya penunjang operasional unkuk
menunjang kegiatan operasional dalam ra.ng% oordinasi,
penanggulangan LETAWRDN aasi CpErlindungar
masyaralat, dan kegiatan lainnys yang berkaitan dengan
pembingan  kesatwan  dan  persatuan bangsa  yang

" disesuaikan detgan kondisi keuangan daerah dengen tetap
memperhatikan prinsip ehsiensi, efektivitas, kehematan dan

kepatutan, dan akuntabel.

(3] Hak-hab keuangsn Bupati dan wakil Bupati diatur lebih
lanjut dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada,
ketertuan peraturan perd ndang-undangan,

BAB VI
PELAKSAMNAAN APBD
Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBL

Pozal 111

" [1] Semua penerimaan daersh dan pengeluaran daerah dalam
' runghka peclaksanaan urusan pemernintahan dasrah dikelola
dalam APBD.

2] -.Sedap SKPD vang mempunyal fugas memungut dan/atan
. meterimg pendapatan  dagrah  wajib melaksanakannya
herdasarkan ketentuan yang ditctapkan dalam perataran
perundang-undangan. : - '
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(3] Penerimaan SKPD ditarang digunaken langsung untuk
membiayal  pengeluaran, kecuali  ditentukan  fain oleh

peraturan perundang-undangan.

(4} Pencrimaan SKPD berupa wang atau cek harus disetor ke
rekening kas umumn dasrah paling lamma 1 {sat) harl kerja.

i3] Jumlah belanja yarg diznggarkan dalam AFBD mearupakan
batas terlinggl untuk setiap. pengeluaran belanja.

(6] Pengeluarsn tidak dapat dibebankan pada ang@aran belanja
jlka untuk pengeluaran tersebut tidak terscdia atau tidak
cukup tersedia dalarm AFBD.

{7) Pengeluaran sellapaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
dilaloukan jikz dalam keadasn darurat, yang sélanjutnya
dmsulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam laporan realigas] anggaran.

8] Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksid pada ayat

(&) ditetapltan sesua dengan perarlran perundang-
‘undasgan, :

(4} Setap SKPD dilarang melakukan pangeluaran atas beban

anggaran belanja daerah untuk tyuan lain dan yang telah
ditetapkan dalam APED.

(10) Pengeluaran belamd duerah menggvnakan pringip hemat,
ridak mewah, cfcktf, efisien dan sesual dengan ketentuan
pEraturat parundang-u ndangarn.

Bagian Kedua . Ty

e

Dialeurnen Pelaksanaan ARgEaran SKPD

Paragral 1
Penyiupan Dokumen Felaksanaan Anggaran SKFD

Pasal |13

[1] PPKD paling lama 3 |tiga] har kerja setelah peraturan dacrah
teprang AFED ditetapkan, memberitahukan kepada semua
kepala SKPD agar MenyUsun rancangan DPA-SKPD.

{2] Rancangun DPA-SKPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1],
merinel sasaran yang hendelk dicapal program, lregiatan,
anggaran yang disedialtan aotuk mencapal sasaran berzebut,
dan  rencana penarikan  dana  tap-tiap SKFD aerta
perdapatdn yang diperkiralatl,

{3y Kepala SKPD menye rahkan rancangan [PA-SKPD lkepada
SKP paling lama & [enarn) har kerja setelah pemberitahuan
gebapgaimans dimaksud pada ayat {1].

i) Format DPA-SEFPD scbagaimana dimaeksud pada ayat (1}
berpedomarn  pada  peratirafl perundang-undangan Yang
herlaku.

) Pasal 113
[1] Pada SKPKD disusun DEA-SEPD dan DPA-FPFPED.
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{2) DPA-SKPD scbagalmana dimaksud pada ayat (1] memuak
prograg/ kegiatan, ' .
{3) DPA-PPKD digunakan wuntuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah;
b. belapja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

hanluan sosial, belanja bagi hasi, belanja bantuan
kevangan dan belanja tidak terduga; dan

¢. penerimaan pembiayaan dan penpeluaran pembiayaan
daecrab.
(4] Format DPA-PPKD schagaunana dimaksud pada ayat (1}
Lerpedomian  pada  peratiran perundang-undangan  yang
trerlakin

Pasal 114

(1) TAPD melakukan verfiltasi rancangan DPA-SKPD berzama-
sama dengan kepala SKPD paling lama 15 [lima belas} harl
‘kenja  sejak ditecapkannya perataran Bupatl tenfang
penjabaran AFBD.

(2] Berdasarkan hasil verifikasi sehagimana dimaksud pada ayat
(1), ¥PKD mengesahkan rancangab "DPA-SKPD  dengan
persetujuan Sekretaris Dasrah. :

(3] DPA-SKPD yang tzlah disahkan schagaimtana dipaksud pada
ayat (2 disampaikan wepada SKPD, fdan ke
pengawasar dacrab, dan badan pemerikex kelifhgan paling
lama 7 {tjuh) hat keria sejak tangpeal disahkan.

(4} DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat [2) digunalkan
schagal dasar pelakssnaan anggaran cleh Lkepala SKFD

. gelalu pengEUNE enggaran / peagguns barang.

Paragraf 2

Anggarun Kas

FPasal 113 N
(1] Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun
rancangan anggaran Has BKFD.

{2) Rancangan anggaran Kas SKPD sebagsimana dimaksud pada
ayat (1) disampaixan kepacda PPHD selaly BUD bersamasan
dengan rancangan DPA-SKFD

{3) Pembshasan rancangan ANGRATAD las SKFD dilaksanakan
- bersamaan denpan pernbahasan DPA-SKPD.

Fazal 119

(1) PEKD selabu BUD menjisdn snpgaran las FPemcringah
Dacah puna mengabar etersediaan yang cukup unnoik
mendanai pengsluaran-penpgeluaran gegnal dengan rencana
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" penarikan dand yang tercanium dalamn DPA-SKPD vang telah
disahlan.

(2] Anggarsn kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat
perkiraan arus kas masuk yang peraumber dar ponerinaan

dan perkiraan arus kas kKeluar yang digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periods.

i3 Ketentuan lebih lanjat mengendi mekanisme pengelolaan
anggaran kas Pemerinlah Daenh diatur dengan peraturan
Bupat.

(4] Formal anggararn kas sebagaimana dimaksud pada pasal 115
avat (1] berpedoeman pada peraturarn perandang-undangan
vang berlalo,

Bagian Kotiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Draerah
Paragrat 1

AsAnE U

. Pasal 117

{1) Sewa pendaparan dacrab dilal-:s'anaka.n' melahal rekening
kas umum desrah dan tidak dapat dipergunakan langsutg
untuk pengeluaran.

(2] Setiap pendapatan harus didukabg oleha buktiﬁg lengkap
dan sah. T

Faragraf 2
Pendapatan Daerah

Pasal 118

{1) Setiap SKPD yang menningut pendapatan daerah wajib
mengintznsifkan  pemungutan pendapatan  vang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.

2y Bendahara pEneriaarn wajlb Menyeter seluruh
‘penerimaannya ke rekening Kas umum dasrah paling lambat
dalam waktu 1 [gatu) har lerja

(3 SKFD dilarang melaltukan  pungutan  selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan dacrah,

Pozal 119

Korisi, rabat, puongan atau pendapatarn lain dengan nama dan
- dulam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan nang, baik
secara langsung sebagai akibat dan penjualan, tukar-mepular,
hipah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa gire atau peridapatan lain sebagai
akibat penyimpanar  dapa Anggaran pada bank serta
pendapatan dari hasil pemaniagan barang daerah atas keplatan
lainnya merupakan pendapatan dacrab.
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- [1} Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilaktizkan dengan
snembebankan pada rekening  pendapatan yang
hersangkutant untik peogeinbalian pendepatan yang terjadi
dalarn tahun yang sama,

(2] Urmuk pengembalian kelebihan pendapaten yang terjadi
pada tabhun-tahun sebelumnia dibebankan pada rekenng
belanfa tidak terduga.

[3) Pengembalian sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dan ayat
(24 harus didukung dengan bulai yang lengkap dan sah,

Pazal 121

Sermua peridapatar dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah vang sah dilaksanakan melabu refening kas umum
daerah dan dicatat scbagal pendapatan daerah. '

Bapian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Dasrah

Paszal 122

(1} Setiap pengeluaran belanje  atas beban AFPBLDY haras
digdukung dengan bukt yang lenglkap dan sab. = y

(2] Buktl schageimana dimaksud pada a}rat'{#.haf_g?zmendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul darl penggunaan
bukti dimakszd.

[4) Pengeluarar kas yang mengakibatkan beban APBD tidak
dapat dilalukan sebelum rancangen pordluran daerah
tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran

. daerab. :

(4} Pengeluaran kas sehagaimana dimakezud pada a}rét {3) tdak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib yang dicetapkan dalam peraturan Bupati.

(5] Belanja yang bersifat mengikat dan belania yang hersifat
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat {4 berlaku
ketcnouan Pasal B9 ayat (3] dan ayat ().

Fazal 123
(1] Gaji Pegawai Negeri Sipit Dacrah dibebankan dalam APBD.

- 2} Bupati dapat memberkan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Meperi Sipil dacrah berdasarken pertimbangan yang
objeltif dengan memperhatikan kemampuan kevangan
daerali,

FPa=zal 124

(1] Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan
ketangan scbagaimanz dirnaksud dalam Pasgal 41 ayat (1},
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Pasal 42 ayat {1), Pasal 43 ayat 1], Pazal 45 avat [1) dan
Fasal 47 ayat {1} dilaksanakan atas persetujuan Bupatl.

(2] Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bhantuan
keuangan bertanggung jawab aas penggunsan uang/ barang
dan/atan jaga yang diterimanya dan wajib menyampaikan
laporan pertanggungiawabar pengglunasnnya kepada Bupati.

i3} Ketentuan lebib lanjuc mengenal tata ¢ara pemberian dan
pertanggungiawaban subsidl, hibah, bantuan sosiel, den
bantuan keuangan sebagaimana dimakzud pada avat (1)
ditetapkan dengan peratiiran Bupat,

F'E.EEli L25

[1] Dmsar pengsivwaran snggaran bolanja tidak terduga yang
dianggarkan dalam APBD unfc mendanal penanggaiangan
hencapa alam, beneana sosial, yang tdak diperkirakan
sebelumnya dan  hersifut  tanggap darurat tarmasuk
pengemibalian atas kelebihan penerimaan decrah tahun—
tahur sebeiumnya vang telah ditutup ditetapkan dengan
keputusan Bupatl. dengan diberitatuken kepada DPFRED
paling lama 1 isatn] bulan  terhitung sejak  keputusan
dimaksud ditetapkan.

{2} Pengeluaran belanja uniuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ‘kebutuhan  vang
divsulkan dari - instansiflembaga bérkenaan  =etelah
mempertimbangkan  efisiensi dan  efekg¥ifhs  serta
menghindari adanya tumpang tndih 38 aa)i terhadap
kegiatan-kegiaran yang  telah didana  dari  anggaran
pendapatan dan belanja negara.

|4} Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap danirat

hertangpungiawaly atas pengEunaan dana tersebur dan wajib

- menyampaikan laporan realigasi pengaunaan kepada atasan
langaung dan Bupati,

(4] Ketentuan lzbib lamut mengenal tata cara peraberian dan
pertanggungawaban belanja tidak terduga vntuk tangeap
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur delam
“peraturan Bupati. :

Pasal 126

Bendahara nengeluaran sebagai wajib pungut pejale penghasilan
{PPh| dan pajak lannya, walib menyetarkan selurab penerimaan
pownean dan pajak yang dipungutnya ke reltening Kas negacra
pada bany yang ditetupxan cleh Menter Kewanpgan sebagai bank
persepsl atan pos giro dalam jangka wakitu sesuai deppgan
ketentuan perafiiran perundang-undangan.

Paszal 127

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengeuna
anggaran/kuasa pengguna  anggaran dapat diberikan uUmng
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran,
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Bagian Kelirna
Pelaksanaan Anpgaran Pembiayaan Daerah
Paragral I _
Sisa Lehih Perhitungan Anggaran [SiLFA)
Tahuno Sebelurmiya

Pa=al 128

Sisa lehih perhitungan anggaran [SiLPA) tahun sebelumnoya
merupakan penerimaan pemblayaan yang digunakan untuk:

A,

(1)

{2]

2]

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil daripada realisasi belanje;

mendanai pelaksanaan keglatan lanjutan atas beban belania
langsung; dan

kewajiban lainoya yang sampei dengan  akhir  tabun
anggaran belum diselesaikan,

Pasal 129

Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebapaimana dimaksud
dalarmm FPasal 228 hunsf b didasarkan pada DPA-SKFD yang
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjuran
3KPD [DFAL-SKPD} trhun anggaran berikutnya.

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKFPD ﬁnjadi DFAL-
SKPD sebagaimuna dimaksud peda . agat [= kepala SKFD
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
fisik dan non-fsik maupun kevangan kepada FPXD paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran
Berjalan.

Jumlzh anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahlkan satelah
teriebih dabule dilakukan pengujlan sebagal bemlout:

o sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau
helumm  diterbitken  SP2D atas  kegiatan  yang
bersangkutan,

L. sisa SPD yang belum diterbitlan SPP, SPM atau SP2D;
atau '

"¢, SP2D yang belum divangkan,

(4}

{1]

GEAL-3KFD vang telah disahkan sebagaimana dimalksid
pada ayat (1} dapat dijadikan dagsar pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

F;a:agraf p

Dana Cadangan

Pasal 130

Dana cadangan dibuluken dalam rekerning tersendiri atas
nama dana cadangan Pemerintah Dacah yang dikelola oleh

BLUL.
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Dana cadangzn ddal dapat digunakan untuk membiayal
orogram dan  kegiatan lain dituar yang telah ditetapkan
dalam peraturar  daerah  (entang pembentukan  dana
cadangan.

Programn  dam kegiatan  yang ditetapkan berdasarkan
peraturan dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dilaksanakan apabila dana cadangan talah mencukupi untuk
melakeanakan program dan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagairnana
dimaksud pada syat (3} dana cadangan dimaksud terizbih
dahulu dipindahbuloakan ke rekening las umum daerah.

Pemindabbukuan  sehagaimana dimaksud pada ayat (4]
paling tnggl sejumlah pagu dana c¢adangan yeng akan
Jdigunakan untuk mendanai polaksanaan keglatan dalam
tahun anpgaren berkenasn sesual dengan yang ditetapkan
dalam peraturan dacrah  tentang pembentukan dana
cadangat.

Pemindahbukuan sebhagaimana dimaksud pada ayat (4
dilekcukan dengan surat perintah pemindahbuluan oleh
lasa BUD atas persetujuan PPRD.

Dalam hal program dan keégiatan sebagaimana dimaksud

© pada ayat (3) telah selesai  dilaksapakan dan  target

© paltening kas umiim dasrah.

(1]

12)

(3}

(4]

kinerjanye telah tercapal, maxa dang cadangan yang masih
tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke

Pasal 131

Dalam hal dane cadangan yang dirempatkan pada rekening
dana cadangan belum dipunakan  sesual dengan
peruntukannya, dana tersebuc dapat ditempatkan dalam
portofolie yang memberikan hasil tetap dengan nisike rendah,

Peperimaan hasi] bungafdeviden rekening dana cadangan
dan pentmpatan dalam portofolic scbagaimana dimalk=nad
pada ayat (1) menambah jumish dana cadangan,

Portofolio sebagaimana dimaksud pada é:.rar, (1) melipul:
a, deposito] '

b, sertifitat bank indonesia [(SBI);

¢. surat perbendaharasan negara [SPN);

d. surat utang negara [SUN]; dan

e. surat berharga lainnys yang dijamin petnenntah,

Penateusahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibigyai dari dana cadengan diperlakukan sama dengan
ponatausshaan ‘pelaksanaan program { kematan lammysa.
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Paragraf 3

[f1vestas

Fasal 132

{1y Javestasi awal dan penambahan investasi dicatat pada
penyertzan moedal [investasi) daerah.

(9} Penpgurangar, penjualan; dan/atau pengalihan investasl
dicatat pada penjealan kekeyaan daerah yang dipisahkan
[divestasi modall- dalam penerimaan pembiayasrl.

Paragraf 4
Pipjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Fasal 133

(1) Pererimaarn pinjaman daerah dan cobligasi daerah dilakukan
melahui rekening kas nmum dagreah,

{2] Pemerintab Dasab idak dapat memberikan jaminan atas
- pinjarpan pibal lan.

{3] Fendapatan daerah dan/atau aget dagerah (barang milik
dacrah) tidak baoleh dijadikan jaminan pinjaman daerah,

(4) Keglatan ¥ang dibiayai darl obligasi daerah bessria barang
milik daerah yang melekat dalam kegiatargigfvebur dapat
dijadikan jamipan obligasi dacrab. 3 T

FE!.SE]. 134

Kepala SEPKD melakukan penatausahaan atas pirjamar daerah
dan ohligasi daerah.

Fasal 133

{1) Pemeriatan Dacah wajib  melaporkan posisi wummsla b
pirjarman dan kewajiban pinjamen kepacda Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Megeri setiap akhir semester tahun
enggaran berjalan.

(2} Posisi  kumulatif  pinjaman dan kewajiban  pinjaman
sebagaimana dimalkesud pada ayut (1} terdin atas.

a  jumlah penerimaan pitjamar;
b. pembayaran pinjaman Ipokok dan bunga); dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 136

i1) Pemerintah Daeah wajib membayar bunga dan nokok utang
dan [ atau obligas daersh yang telah jatuh tempa.

[2) Apahila anggaran yang tersedia dalam APBD/ perubanan
APRD tidale mencukups tntuk prmbayeran bunga dan pokok
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utang danj aran obligasl dacrab scbagaimana dimaksud pada
ayat (1], Bupat: dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendabulyi perubahan arau setelah perubahan APBD.

Pasal 137

Pelampauan pernbayaran DUDgA dan pokek utang dan/atau
obligasi dasrah schelum perubahan AFBD dilaporkan Kepada
DERD dalam permnbahasan awal perubahan APBE.

Polampauan pembayaran bunga dan pokek utang dunfatau
obligasi Jaerah serclah perubahan APBD dilaporkan kepada
DERD dalem lapuran realisas Angarar.

Fagal 138

Kepala SKFKD melaksanakan pembayeran bunga dan chcilan
pokok utang dan/atan ohligasi daerah vang jatuh tempo.

Fembayaran bungd pinjaman dan/atau obligasi daerah
dicatat pada rekening belanja bhunga,

Pembavaran denda pinjaman dan/atau ocbligasi daerah
dicarat pada rekening belanja bunga

Pembayaran pokok pinjaman dan/atay obligasi caerah
dicatat pada rekenimg eicilan pokok Utang yang jatuh tempo.

Pasal 132 .  B=g

Pengelolaan obligas] daerah ditctapka;i}' de_r:i:gfm peratutan
Bupati.

Peraturan Bupafi scbagalmane dimak-suci pada avat (1)
selkurang-kurangnys menganar mengenai:

& penetapan El‘.t’atl::gi dan kebijakan pengelolaan obligasi
dacrah termesuk kehijakan pengendalian resiko;

h. perencanaan dan penctaparn struktur portofolio pinjaman
daerah

¢. penerbitan obligasi daerah;

d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau Lanpa
lalang: -

¢. pembelian kembali obligasi dacrah sebelum jatah termpa;
f. pelunasan,; dan

g. aktivitas lain dalam rengka pengembangan pasar
nerdana ke pasar sekunder obligasi daerah,

Paragral =
Plutang Pacrah

Pasal 140

Setiap  pejabat  yang diberi lumsa  untuk  mengelela
pendapatan,  balanja dan  kckayaarn  daerah  waiib
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mengasahakan .agar setiap piltang darrah diseleseikan
seluruhnys dengarn topat wakiu.

PPE-SKPFD melakukan penatausahasn atas pEnerimaan
plutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD.

Piutang atau tagihan dacrah yang tidalke dapat diselesaikan
seluruhnya peda saat jatuh tempo, digelesaillan menurut
peraturan perindang-undangat. :

Pasal 141

Piutang daerall jenis tertentu mempunyai prioritas unnilk
didahulukan penyelesaiapnya = sesual dengan  ketenbuan
peraturan perundang-undangan.

Jenis piutang daerah sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
aptara lain piutang pajak daerah, plutang retribusi dasrah,
dan piuteng dacrah lainnya yang diatur tersendiri dalam
peraturan perundang-u ndangan.

Pagal 142

Panyelesaian piutang deaerah yang terjadi sebagai alabat
hubungan keperdataan dapat dilabnkan melalui perdamaian,
kecuali mengenal plutang dasrah yang cara penyelesaiannye
sesnai dengar ketenruan peraturan pemndang;.indmgan.

Penyelesajan piutang dasrah sebagaimana Fifhaksud pada
ayar [1} dapat dilakukan dengan cara Henghdpusan plutang
daerah.

Penghapusan piuteng daerah sehagaimana dimaksud pada
ayat (2] dapal dihapuskan secara rnutlak atau bersyarat dari
pembukuan, kecuali rengenal pintang daersh yang cara
penyvelessiannya  diatur rargandiri  dalam  peratiian
perundang-undangan,

Penghapusan sebagmimana dimaksud pada ayat (3]

ditctaplean oleh:

a. Bupai untuk jumlan sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rmapiak),

b, Bupati dengan persetujuan DFRD untuk jumlah lebih
dari Rp.5.000.000. 000,40 [Lima toilyar rupiakhi).

Tata cara penghapusan piutang dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} sesuai dengan keteniuan peraturarn

~ perun dang-undangan.

(1}

(2}

Pasal 143

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan, menyelesaikan
penagiban dan menatausahakan pivtang daerah,

Untuk  meclaksanakan . penagihan plutang  dasrah
sebagaimuna dimaksud pada  ayat (1), kepala SKFKD
renyiapkan bukt dan adrninistrasl penagihan.
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Fasal 144

Kepala 3KPKD setlap bulan melaporkan realisas PENCTITAATL
pivutang kepada Bupatl

Pembayaran pilutang SKPKD dar pihak ketiga harus
dipisahkan dengan wulkti-talti  penerimaan  kas  alas
pendapatan yang ditetapkan nada tahun anggaran berjalan.

BAR LK
FERUBAHAN AFED
Bapian Pertama
Dhasar Perubahan APEBD

Pacal 145
Perubatan APED dapar dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA;

b. keagaan yang menyebablan haris dilakukan pergsseran
anpgaran antar unit oTganisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja;

c. kesgaan vang menyebablkan saldo anggaran \=bih talian
sebelumrya haris digunakan dalam tahun berjalan;

d., keadaan darurar; dan

-
. e. keadaan luar piasa. - ==

(2]

-

perubahan APBD hanya dapat dilakulan 1 {éeitu} kali dalam

1 [satu) tahun anggaran, lec1ali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Hedua

Kebijukan Umum scrta Prioritas dan Plafon Angparan Scmentara

(1}

2]

(3]

Peribraban AFBD

Pasal 146

Perubahan APBD dischbabken perkembangan yang tidak
sosyai dengan asumsi KUA scbagaimana dimaksud dalam
Pasa] 138 eyat (1) huwaf a dapat berupa terjadinya
pelampauan atau  tidak tercapainys  indikator-indikator
slronomi makra dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan dalam KUA.

Bupali memformulasikan hal-hal  yang mengakibatkan
terjadinya perubahan APBD schapgaimana dimaksud pada
ayvat [1] ke dalam rancangan kebijekan umum perdbahan
AFBED serta PPAS perubahan APBD,

Dialam rancanpan kebijakan umom perubahan AFPBD serta
pPPAS perubakan AFBD sebagaimang dimaksud pada ayat [L}
disaiikan secara lengkap petjelasan:

a. perbedaan | asumsi  dengan ¥ila wang ditctaphkan
sebehumnya,
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b, program dan kegiatan yang dapat diusulkan wntuk
ditampung dalam perubahan AFBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanasn APED tahun
angparan berjalan;

¢ rcapalan target kinerja program dan kegiatan yang harus
dikurangi dalam perubahan AFED apabila asuamsi KUA
tidak tercapai;

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang haras
ditingkatian dalam perubahan AFPBD apabila melampawm
asumsi KUA. '

Rancangan kebijakan umum perubehan APBD serta EBFAS
perubahan APBD szbagaimana dimaksad pada ayat (2]
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agusmas dalam tahun anggaran berjalan.

Rancanpan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
perubahan APBD sebagaimana dimal=ud pada ayal [4).
amtelah dibahas selanjutnya discpakati menjadi kebijakan
umum perubaban APBD serta FPAS perubaban AFBD paling
laynbat minggn kedua bulan Agustus rtahun  anggaran
berjalan, '

Dalam hal persetyjuan DPRD terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang peribahan APBD diperkirakan pada akhir
bulan septemnber tahiun anggaren berjalan, agar dihindari
adanya penpanggaran kegiatao pembangunan fisik Ji dalam
rancangan peraturan dasrah tentang perubahs APRD,

Format rancangan kebijakan wmum perubaizm APBD dan
PPAS perubahan AFPBD sebagaimena d makslid pada ayat (2)
herpedoman pada peraturan perundang-undangann ¥ang
berlaleu.

Pasal 147

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan
APBD vang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalamn
Pasal 146 avat (5}, masing-masing dituangkan ke dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati
dengan pimpinan DPRD dalam wakiu bersamaan.

Format nota kesepakatan sebapaimana dimaksud pada ayat
(1} berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlalou.

Pazal 148

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana  dimakesud
dalam Pasal 147, TAPD menyiapkah rancangan surat edaran

- Bupati  perihal  pedoman  penyuSUnan REA-SKPD  yang

(2]

memyat program dan kegiatan haru daln,-“ ateu kriteria LIPA-
SKPD yang dapat digbah  wuntuk dianggarkan dalam
perubahan AFBD sebagii acban kepala SKPD.

Rancanpan surat edaran Bupati schagaimana dimaksud
pada ayat (L) mencakup:



B

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan unta%k program
bary dan/atau kriteria DFPA-SKFD yang dapat diubah pada
serap SKPD, _

b, baras wakby penyampsian RYA-SKPD danfatan DFA-
SKPD yang selah diubah kepada FFKD; dan

c. doleumen  sebagal lampiran meliputi kebijakan umum
perubahan APBL, PPAS perubahan APBD, kode rekening
AFED, format REKA-SKPL dan/atau DPPA-SKPD, standar
analisa belanja dan standar harga,

(3) Pedoman penyusunan REKA-SKFD dan/atau kriteria DPA-
SKPD yang dapat dinbah schagaimana dimaksud pada ayat
(1}, diterbitkon el=b Bupati paling lambat minpgy ketiga
bulan Aguslus tabun anggaran betjalan.

Pazal 149

Ketepbran lebihl lanjur mengenad tata cara penyusinat RiA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada Pagal 148 ayat (1] diatur
dengan peraturan Bupath, '

Fasal 150

(13 Perubahan DPA-SKFPD sebupaimana dimaksud dejam Paszal
149 ayat (1] dapat berupa peningkatan atal: pengurangan
capalgn target lenerja progran dan kepiatan dan yang telah
diterapkan scmula. F

(2) Peningkatan alay  pengurangan caﬁ-‘i!an‘:':;'at‘get kinerja
program dan kegiatan schagaimansa dimaksud pada svar (1)

- diforrmatasikan | dalam - format  dokumen  pelaksanaan
perubahan anggatan SKPD (DPRA-SKPLY.

(3 Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja,
kelompok, jenis, objek, dan nncian objek pendapatan,
Lelanja serta pembiayaan buk  scbelum dilalnulan
perubahan maupun setelah perubahan.

(4} Formar DFFA-SKFPD scbagaimana dimaksud pada ayar {3
berpedoman pada peracaran perundang-undangan  yang
berlaku,

Bagian Eetiga
Perpeseran AnggaTAL

Fazal 151

{1] Perpescran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenia belanja sebagaimana dimeksud dalam Pasal
145 ayat (1] huruf b serta pergeseran antar objek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian ohjelk belane
difzrmulasikan dalam DPPA-SEFPD.

(2} Perpeseran antar Tingian objck belanje dalam cbjek belanja
berkenasn dapat dilakukan atas persetujuan FPEL.
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Pergeseran  antar  objek belanja dalam  jemis belanjs

herkenzan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Casrah.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja dilaksanakan setelah peraturan
daerah tenrang perubakan AFBD ditetapken,

Perpeseran Anggaral sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dan ayat (3] difaksanakan dengan cara mengubah peratran
Bupati tentang penjabaran AFBD sebagal dasar pelaksanaan.

Anggaran  ¥ang mengalami  perabahan baik berupa
penambahan dan/atall pengurangan alibat pPErEEsCran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, herus dijelaghkan
dalam kolom ketérangan  peraturan Bupati ientang
penjabaran prrubahean APBL. :

Ketentuan leoih  lanjuc . mengenai (ata Carda  DETReseran
sebagaimana dimaksud ayat {2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupar.

Bagian Keemnpat
Perpgunaan Saldo Anpgaran Lebih Tahun Sebelumnya
.Dalam Farubahan AFBD

Pasml 152 ) f&f_,_{;

Saldo anggaran lebih tahun sebelurdfya mtupakan sisa
lebin perhitungan tahun anggaran webelumnya.

Keadaan vang menyebabkan salde anggaran lebilr tahun
schelumnys harus  digunakan dalam  tehun  anggeran
berjalan scbagaimens dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)
hurut & dapar berupéa:

a, membayar bunps dan pokok utang dan/atau obligas
dacrah mclampaul anggeran yang tersedia mendahului
perubahan AFBD schagaimana dimalksud dalam Pasal
135 ayat {2];

b, melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;

b mendanai kenpaikan gaji dan tunjangan PN3 akibal
adanya kebijakan pemerintah,

o mendanai kematan lanjutan sesuai dengan ke tentaan
dalarn Pasal 112;

4. mcndanai program dan kegiatan barn denygan knteria
harus disclesaikan  sampal  dengan  batas akhir
penyelesaiat  peinhayaran dalam tahun  atipgaran
perjalan; dan

{. mendana  keplatan-kegia yang capaian  target

kinerjanya ditingkatkan deri Fang telah ditetapkan
sormuia dalarm DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang
depat  diselesaikan  sampal dengan batas  akhir
peryelesaian  pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan.
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Penggunaen salde anggaren tahun sebelumnya untuk
pendanzan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana

.. dimaksud pada ayat (2) hurul g, huruf b, huruf ¢ dan hural

(4]

(2]

(1]

(<]

(3}

{%)

diformutasikan terlebih dahulu dalann DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tabun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimane dimalkstd
pada ayat (2) huref d difermulasikan terlebib dahula dalam
DPAL-SKPD.

Penggunaan salde anggaran lebih tahun sebelumnya untuk

mendanai pengeluaran-penpgeluaran sebagaimana dimalksud
pada ayat {2) huruf e diformulasikan terlebih dalnihs dalam

REA-GHPD.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

Paganl 153

Keadasn darurat sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 145
ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria
zebagai herikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dan  aletivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya; e

b. tidak diharapkan terjadi sccara berulapg; E;—?t

r. herada dilpar kendali dan pengarih Pemerintah Daeah;
dan

d. memiliki dampak yeng signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemuliban yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Dalarm keadaan darurat, Pemerintah Daerah  dapat
melalaikan pengeluaran yang belum tergedia anpgarannya,
vang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubaban
AFPBD. '

Pendanaan keadaan derarat  yang  belumn  ersedia
anggarannya acbagaimana dimeksud pada ayat (2 dapat
mengpunakan belanja tidak terduga,

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan d=ogan cara:

"~ a menggunakan dana dari hasil penjadwalan  ulang

{5} -

[E]

capaian targer kinerja program dan Kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; danfateu

b, memanfaatkan vang kas vang tersedia.

Pengeluaran sebapaimana dimaksud pada ayat (2] termasuk
belanja watuk  keperluan mendeszsk vang  leviterianya
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Kriteria belania untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada avat (5} meneadkvg:
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a. program dan kegiatan pelayanan dasar magyaralat yang
anggarahtya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

c. keperluan mendesak lainnya yang apﬁbila ditunda akan
menimbulkan  kerugian  yang lebih  besar  begh
Bemernntah Dasrzh dan masyarakat.

Penjadualan ulang capaian targel kinerja program <dan
kegiatan  lainnys dalam tahun  anggaran berjaiat
sebagaimana  dimaksud pada ayat (4 hural  a
di[ormulasikan teslebih dahuin dalam DFPA-SEPD.

pendansan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahuln
dzlam REA-SKPD, kecual untuk kebutuhan AangEap
darurat bencana.

Eelanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana

.girnaksud pada ayat (8] dilakuken dengan permbebanan

langsung pada belama tidalk terduga-

(10] Belanja kebutahan tanggap darurat bencana sebagaimana

dimaksud pads syat (8] digunakan hanya untuk pencarian
dan penyelamatan korban hencana, pertolongan derarat,
evakasi korkan bencana, kebutuhan air bersih dan
ganitasi, pangan, Sandang, pelayanan kesehatan dan
pENAMIAINEAn 5CTia tempat hunian sementara.

{11} Tata Cara pelaksanage, penatavsahasn, dan

pertanggangawaban belanja kebutuhan darurat
Lencans sebagaimana dimaksud pada ayat [ £0pdilakukan
dengan tahapan sebagal berikut: RO

4. setelah peroyataan tanggap daroral bencana  oleh
Bupati, kepala SKFD yang meialganakan  ungsi
penangevlangan hencana ~ mengajuken  Kendcana
Kebutuhan EBelanja (REB) tanggap darurat ‘bencana
kepada PPED selalos BUD, ' :

L PPKD selaky BUD mencairkan dena tanggap darurat
bencarig kepada Kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 isat)
har kerja terhitung sejak diterimanya REE;

a. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme -TU dan  diserahitan kepada
bendahara pengeluaren SEFD yang melaksanakan
fungsi penanggulanpan benoana,;

d. penggunasn dana tA0EEAP darurat bencana dicatat pada
Buku HKas Umum tersendiri  oleh Bendaharsa
Penpeluaran pada SKFPD yang melaksanakan fungs
penangeulangan bencana,

e. kepala S P yang melaksanakan flungs
penanpgntangan bencane hertanggungjawal secara fistk
dan kcugnpan terhadap penggunaan dana tanggap
darurat bencana yang dikelolanya; dan

[. pertanggungiawaban atas penggunaarn dana langgep
darurat bencana disampaikan gleh kepala SKFD yang
melaksanakan fungsi penanggulanpgan bericand kepada
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PPED dengan melamnpirkan bkt bukti pengeluaran
vang sap den lengkap aiad aurat pernyataan
tanpgungjawab belanja.

12y Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetaplannya

perubahan APBL, Pemerintah Daecah dapat melakukan
pengeliaran  yang belum rersedia  ANEgArannya, yang
zelanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran-

(13 Dasar pegeibaran antuk kegiatan-kegiatan sebapairnana

dirnaksud pada avat [12) diformulasikan terletsh dahulu
dalam REA-SEPD untulk dijadikan dasar pengesahan DFA-
SKPD  oleh PEKD  sctelah  memperoleh persefujuan
Sekretaris Daerah.

{14] Pelalkcsanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

(L}

)

{1)

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayal (21 dan
ayat [5} terlebin dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

Bapian Keenam -
Pendanaan Keadasgn Luar Biasa

Pagal 154

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (1} huruf ¢ adalah keadaan yang menvebabkan estimasi

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam mengalarmi
kenaikan atau penurunan lebib besar ggri 5@% (ima puluk
perser). :

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaks=ud
pada ayat (1) adalsh merupalan sclisih {gap) kenatkan atan
pEnurunan antara pendapatan dar belanja dalam AFBD-.

Fasal 155
Dalam hul kejacian luar biasa yang menycbablan estimasi

. penerimaan dalam AFBD mengalami peningkatan lebih dari

<]

(3]

(%]

£0% {Mma puluh persen| sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 ayat (1}, maka dapat dilakukan penambahan kegiatan
bari dan/atau projadwalan ulang/peningkatan capaian
target kineja program dan kegiaran dalam rhiun anggaran
berjalan.

Penambahan kepiatan bard sebagaimeana dimaksud pada
avat [1) diformulasilan terlebib dahulu dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan  wlang/peningkatan  capaian  target Kinerja
program dan kegiatan sebageirnana dimal¢gud pada ayat {1}
difarmulasikan teriebin dahulu dalam DPPA-SKFD.

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimiana dimaksud pada
ayat [2) dan evat (3) digunakan sebagal dasslr peOyLISULIALL
rancangan oferaturan  dacrah  tentang perubahan  kedua
AFED. :
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Fazal 156

Dalam hal kejadian Juar hiasa yang menysbabkan estirnas!
penerimaan dalam APBDY mengalarni penurunan Ichih dan
50% {lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
|55  ayat [l], maka dapat dilakukan penjadwalan

" ulang/pengurangan capdian target Kinerja program dan

(2]

(3]

(1}

(2}

(3

[1]

(<}

kepiatan iainnys dalam tahun anggaran berjalan.

Penfadualan ulang/ pengurangan capaan target gebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DFPA-SKPD,

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] digurnakan
sebagai dasar penyUSUnan rancangan peraturan dasrah
rentang perubahan kedua APGD.

Bapian Ketujuh
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahen APBD

Pasal 157

RKA-SKPD vang memuat program dem kegiatan hem dan
DPPA-SKPD vang akan dianggarkan dalam perubahan APBD
yang tetah disusun oleh SKPG disampaikan kepada FPKD
untulk dibabas lebih lanjut oleh TAPDH

Permnbahasan oleh TAPD  dilakukan wuntuk metelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKER-sehapgaimansa
dimalksud pada ayat (1] dengan kebijakan uidn perubshan
APBD serta PPA perubahen AFBD, ‘Hrakirdan maju yeng
direpcanakan atau wang telah disetujui dan dokumen
perencanain  lainnys, serta capaidn kinerja, mdikator
kincrja, standar aralisis belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal,

Dalam hal hasil pembahasan REKA-SKPD dan DPPA-SKPD
vang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan
dalam perubehan AFBD terdapat ketidaksesumian dengan
hal-hai schagaimana dimaksud pada ayat (2], SBKFD
melakukan penyvempLrnaan,

Paszal 158

REA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan
DPPA-SKPD vang akan dianggarkan dalam perubahen APRD
vang telah disempurnalan oieh SKPD, disampaikan kepada
PPED untuk dibahes lebih lanjut oleh TAPD.

RKA-SKPD vang mermuat program dan legiatar baru dan
DFPA-SKPD yanp akan dianggarkan dalam perubahan APBD
yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan penyusunan
rancengan perariran daerab tentang perubabian APED dan
ran¢angan peraturan Bupati tentang penjebaran perubahan
ATPBD gleh PPEL.
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Eagian Kedelapan
Fenctapan Perubahan APBD
Paragraf 1 i
Rancangan Peraturan Dagrah tentang Prrubahan AFBD

dan Rercangun Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Ferubahan AFBD

Pazal 154

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBEL dan
peraturan Bupatl tentang peryabaran perubahan APBD yang
digusun  oleh  PPKD  memual pondapatan, beianja  dan
permbiayaan  yang mengalami  pernbahan dan yang tidak
mengalami perubabhan.

Pasal 164

{1y Rancangan peraturan dacrah tentang perubahan AFED
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdi;n  dam
rancangan  peraturan daerah  lentang perubahan AFRD
beserta lampirannysa. - -

(2} Lampiran rancangan  peratiran daerah  schageimana
dirnaksud pada eyat (1] terdiri dar

a, Tingkasan perihahan APRD, ' - _EE—:

. g
k. ringkasan  perubghan  AFBD Spmehut urusan
pemerintahan daerah den organisasi;

¢ rincian perubshan APBD menumat urisan pemenntahian
dacrah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaarn,

d. rekapitulasi  perubahan  belanja  ménurat  urugan
pemerintthan daerah, organisasi, program dan kegiatan,

e, rekapitulusi perubahan belanja dasrah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan dacrah dan fungsi
dalarm kerangka pengelolaan keuangan Negars;

f, daftar perubahan jurnleh pegawai per golongan dan per
jabatan; _ _

g. daftar kegiatan-lkegiatan tabun anggaran gebelumnya vang
balum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tabun
anggaran ini; d=ae

h. daftar pinjaman daerah.

(3] Format rancalngan peraturan daerah tentang perababhan
AFBED beserta iampiran scbagamana dimaksud pada ayat (2)
berpedotnan pada  peraturan  perundan prundangan yang
berlaku.

Fasal 161

(1] Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD scbapaimans dimaksud dalam Pasal lod ayat {2}



2]

terdiri darl rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD bescria lampirannya.

Lampiran rancangan peraturan Bupat sebagaimena
dimaksud pada syat (1) cerdivi dagi:

" a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan

duerah, belanja dacrah dan pembiayaan daerah, dan

. b. penjabaran perubahan  AFED. mernurat prganisagi,

{3]

(1}

(2]

(3]

()

(1]

(2]

{3]

(<

program, legiatan, kelompok, jenis, objek, rincian obijek
peadapatan, belanjs dan pembidyaar.

Format rancangan peraturan bupatl fentang penjabaran
perubahan AFED beserta lampiran sehagaimane dimalksud
padda. ayat {2] berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang werlala,

Pagal 162

Rancangan paraturan dagrah tentang perubahen APBD yang
telah disusun oleh FPED disampaikan kepada Bupat.

Rancangan peraturan dacrah  tentang perabahan APED
scbugaimana dimaksud pada ayat (1] gebelum disampaiken
kepada DPRD discsializazikan kepada moasyarakat.

Sncializasi rancangan peraturan daerah tentang periibahan
APED sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hersifat
memberikan informasi mengenai hak dan  kewajiban
Pemerintah Daeah serte masyaraloat dalﬁpe]akaanam
perubaban APBD eahun anggaran yangpgirentakan,

Penyebarlugsan ran¢angan  peraturan daerzh tfentang .
perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Dacrah-

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Peretapan
Rancangan Peraturan Dasrah Perubahan APBD

Pasal 163

Bupati menyampalkan rancangan peraturan dacrah tentang
perubahan APED, heserta lampirannya kepada DPRD paling
lambat mingsu Kedua bulan Scptember tahun anggaran
berjalan untuk mendapatkan persctijian bersama.

Penyampaisn rancangan perallrall daerah sebapaimana
dimaksud pada ayat (k) dizertai denpgan nota kKeuangarn
perubahan APBLD.

OFRD  menctapkan agenda  pembahasan  rancangan
peraturan daérah sebDagaimana dimaksud pada ayat (1}

Pernbahasar rapeangan peraturan daerah berpedoman pada
kebjakan umam peribahan AFBD serta FPA perubahan
APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan
DFRD.



7]

(]

(1]

[2]

(3

(4]

11]

Td

Pengambilan keputusan DPRD untuk menyeiujul rancangan
peraturan daerah fentang perubahan AFBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] paling lambat 3 (tiga] bulan sebhelum
tahun ahggaran yang bersanglutan berakhir.

Format npota keuangan perubahan AFBD dan persetujuan
bersama rancangan peraturan daerah’ tentang perubahan
AFED sepagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
berpedomnan pada peranlran perundang-undangan  yang
berlakoa.

Paragral 3
Fraluasi Ranoangan Peraturan Dacrah tentang
Peryihahan APBD dan Peraturan Bupals
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 164

Tata cara evaluazi dan pEnetapan TAnCAnEAR perahuran
daerah tentang perubahan AFBD dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran perubahan  APBD  menjadi
peratirar dasrah dan peraturall Bupati berlalou ketentilan
Pasal 104 ayat (1), ayat {2, ayat [3], dan ayat (4.

Dalam hal pubernur menyatakan -~ behwa  hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang perubaban APBL dan
rancahgan Peramiran Gupat tentang penjabrah perubehan
APBD bertanmangan dengan kepenfingaw ” wmum  dan
prraturan perundang-undangan yang lebib tinggi, Bupati
bersama DPED melakukan penyempurnaan paling tama ri
(tujuh} hari kerja terhitung sejak ditenmanya hasil evaluast.

Apabila hasil evaluasl tidak ditindaklanjuti cleh Bupat dan
OPRD, dan Bupati tetap menetaphan rancangan peraturan
daerah tentang perutahan APBD dan rancangan peraturan
Bupsii rentang penjebaran perubahan APBD  menjadi
peraturan  daerah  dan  peraturan Bupat, gubernur
membatalkan peraturan daerah den pcrataran Bupati
dimaksud sekaligus menyatakap tidak diperkenankan
melakukan peripahan APBD dan tetap berlaku APED tahun
angparan begalan.

Pembatalan peraturan daerah dan pératuran Bupati serta
pernyataan berlalunya APBLY tahuh berjalan scbagaimana
dimaksud pada ayat [3] ditetaplen dengan Peraturan
rubernur.

Pasal 1635

Paling lema T (tujuh) han kerja setelah pembatalan
mebapgaimana dimaksud dulam Pasal 164 ayat (4], Bupati
haras memberhentikan pelaksanaan perataran dacrah dan
selanjutnya DPRD bersatna Bupat mencabut peraturan
dasrah dimaksid.



(2

(y

(<)

(3}

T3

Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimalksud pada
ayat {1) dilakukan dengan  peraturan dasrah tentang
peticabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Paragraf 4
Pelaksanagn Pcrgbahan Anygaran SKPD

Pagal 166

PPET memberitahukan kepada seimus kepale SHPL agar
menyusun dan menyampaikan rencanpar DRA-SKPD paling
lambar 3 [tige) hari kerja sewlah peraturan daerah tentang
nerubahan APBD ditctaplean.

DPA-SKPD yang mengalami perubahan dajam tahun berjalan
schuruhnyve  harus  disalin kembali  kedalam Dokuimnen
Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPDY.

Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (&)
tarhadap rincian objek pendapatan, belanja atal pembiayaan
yang mengalami penambahan  atén - pERGUIBIRAT atan
pergeseran hanas disertai dengan penjélasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan

. dan setelah dilakukan perubahan,

{4]

kY
(2)

@

OPFA-SHPD dapat dilaksanalkan sctelah dibahas TAFD, dan

dizzhlan cleh PPKD! berdasarkan perscmgﬁ"ﬂ Selretara
- . - - =

Dacrah. e

BAB X
PENGELGLAAN KA
Bagian Partama

Pengelolasn Penerimaan dan Pangsluaran Kas

Pasal 167

BUD bertanggung jawab terhadap pergelolaan penerimaan
dan pengsluaran kes dacrah. '

Untuk mengelola kas dacrah, BUD membulka rekening kas
umum daerah pada bank vang sehat.

Peouarmjikan bank schapgal penempatan rekening kas umuam
dueralh schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan
dengan keputusan Bupati dan dibertahmkan kepada DPRD.

Pasal 1B&

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SHPFD atay masyarakat, BUD dapat
membuka rekening peoerimasn dan rekening pengeluaran pada
bamk yang ditetapkan aleh Bupati-



(1}

@)

(v

(2]

(1]

]

(3)

(4]

Ta

Pzzal 169

Rekening pencrimean scbagaimana dimaksud dalam Fasal
161 digunakan untuk MEnampung penerimean dacrah setiap
har.

Zaldg rekening penerimasn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} scHap akhir hari kerja wyjib disctorkan selurahnya
ke rekening %as umum daerah. :

Fasal L70

Rekening pengeluaran schagaimans dimaksud dalam Pasal
163 diisi dengan dana yang bersumber dari rchening kas
urnre dacral:,

Jurmlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran
sehagaimana dimaksud pada myat (1) disesuaikan dengan
rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APED.

Hagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Fasal 171

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkat [eTerimaan
dan pengeluarsn kas yang ddak mempengapyhi anggaran
pendapatan, belanja, dan p&mbia}raml?em:#;r&ﬁh Dagah.
Fenerimaan kas sebagmimana diméfsud pada ayat (1)
sepertl ! : '

a. potongan Taspei;

L. potongan Askes;

c. potengan PPh;

d. potengan PPN,

¢. penerimagn titipan wuang muka;
f penerimaan uang jaminan; dan

penerimann lainnya Yang seicnis.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
gepertl ;

penyernran Taspen,
penyetoran Askes,
penyctoran PPL;

pe n:,;ctnran Ié’FH;

penpembalian ttipen vang mulka;

~ e oA n gow

pengembalian uang jarinan; dan
g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

Peperimaun kas schagaimana dimakeud pada ayat {2
diperlaxukan sebagei penerimaan perhitingan pihak ketiga.
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(5] Pengeluaran kas sehagaimang dimalcsud _pada aﬂr.rat (3
dilakukan sebagal pengeluaran perhitungan nihak kehga,

(6] Informasi penerimaan lras dan penigeluaran kas sehagalnand
dimaksud pada ayat [Z] dan ayal (3} disajizan dalam laporan
arig lag aktivitas non anggaran.

(71 Peoyajian informasi cebagaimana dimaksud pada ayat (G
sesliai dengan Sancar Apuntansi Pemerintahan.

& Ketentuan lebib lanjut mengena tata card pengelolaan kKas
" non angearan sebagaimana dimaksid pada ayat [1) diatar
datarn Peraturan Bupat,

Pﬁsal 172

Mckanisme dan  tata cara  pengglolaan penerimaan  dan
pengeluaran kes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan
pengelofaan kas non anggaran sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 171 diatur dalam peratdran Bupati.

AR Xl
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Fertama
Asus Umum Penatausahaan Keuargan Daerah

Fagal LT3 - E*__EE
{1} Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan pengeluaran dan  orang atal badan yang
mencrma arau menguasal vang/barang/kekayaan dasrah,
wajib menyeclenggarakan penatausahasn  sesual  dengan
peratvran perlndang-undangan.

(2] Pejabat  yang .menandatapgani  dan/atau mengesabhkan
doloumen yang berkaitem dengan surat buktl yang menjaci
dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan
APED berlanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibar yang rimbul dari penggunaan surat bukl dimadesiad.

Haplan Kedua
Palaksanaan Penarausahaan Keuangan Daerah

Pasal 174
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yanp diberi wewenang menandatangani SFL;

b, pojabat  yang diticjuk sebagal lkuasa pengguana
anpgaran/kuasa pengguna Barang;

. pejabat yang diberi wewenang me nandatangam SPM;
d. pejabat yeng diberl wewenang mengesahkan SPJ;
e, pejabat yang diberl wewenang menandatangant SPILY
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4}

(=]

[1]
2]

(2}

(13
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[, hendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

= bendahara penenmaan pembanny danfatau bendahara
pengeluaran pembantu SKEPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan AFPBD.

Pepetapan pejabat yang ditunjuk schagal kuasa pengauna

anggaran/kussa pengglna barang sehagaimane dimaksud

pada eyat (1] hural B dileksanakan sesudal deongan
kebuakat.

Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD unibik
menclapkan pejabat laimnya sebagaimang dimaksud pada
ayat (1) huruf h dalam rangka pelaksanaan AFBD.

Pejabat lainnya sebagamana dimnaksud pada ayat (1) kurui h
mercakup:

a. PPH-SKPD vang diberl wewenang melakaanakan fungsi
tata ysaha keuangsn pade SKFD;

b PPTH yang diberi wewenang melaksanakan satu atau
beberaps kegiatan dari sualul program sesuai dengan
bidane Ugasnya,

c. prjabat yang diberl wewcnang me nandatangani surat bukt
pemungltan pendapatan dacrah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani  buktl
penerimaan  kas dan buktli penerimasn lannya yang
sah;dan

e, pembantu bendahara pensgrimaan. dm1f§f§] pembantu
bendahara pengeluararn. - S

Penctapan peigbat sebagsimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat {4 dilakukan sebelum dimulainya (ahun anggaran
berkenaan. '

Pas=al 1750

Untelk mendukung  kelancaran  tLgas perbendaharaan,
bendahara penerimgan dan bendahara pengeluaran dapat
dibantu aleh pembantu bendahara.

Pernbantu bendabara penerimaac scbagaimana dimakyad
pada ayat [L} melaksanakan fungsi sebagal Kasir ataw
pembuat dokumen pEnerimaan.

Pembanty bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) melaksanalan Mngsi sebagai kasir, pembuat
dokumen peageluaran uang atau pengurusan gail.

Bagian Hetiga -
Penatausahaan Pensrirnasn

Paszal I7TE

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah
pada banl pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah
kuasa BUD menerima nota leredit,



(2h

3]

4

ikl

Pererimaen dacran vang disewsr ke rckening kas uarmm
daerah sebagaimana dimabsud pada ayat 1], dilakozkan

dengarl cara: |
a. diseror langsung ke ank oleh pihalk ketiga,

L. disetor melaiui bank lain, badan, lembage Lenangan
dan/atau kantor pos oleh pihall ketiga; dan

e diseror melatui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Bendahara penerimaan wajib menyetor scluribh penerimaan
ke rekening kas wmum dasrah paling lambat 1 (sat] harn
kerja setelah penerimaan uang darn pitiak ketiga,

Dalum hal karena kondisi peografis yang sulit dijangkau
gengan komunikesi dan transfortasi sehingga melebihi batas

. waktu penyetoran scbagaimana dimalsud pada ayat [2)

()

(%

(7]

()

(2]

[2]

{1

(3]

ditctapkan peraturan Bupati,

Bzndahara [ETCTimaan wajilb  menyelenggarakan
penatauzahaan  terhadap seluruh pencomaan  dan
penyetoran  4atas  penerimasn  yang mergjadi  tanggung
jawabnya. '

Bendahara penerimaan dilarang menyirmpan Jang, cek, atens
surat berharga yeng dalam penguasasnnyé lebin dari 1 [satu)
har kerja dan/atau atas NATDéa pribadi pads bank atau gire
PO&-

Bendahara PENCILMALn pada SKPD wajib
mempertanggungjiawabkan atas pengelol uang yang
menjadi tanggung jawabiya dengen m;nyaﬁ!kan laporan
pertanggangiawaban penerimaan. T

Pasal 177

Dalam hal objek pendapatan  daerah  tecsebar  atag
pertimbangan kondisi peografis, wajib pajak dan/ataa wajib
retribusi tida't mungkin membayar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga kevangan atau kantor pos YaNE
bertugas melaksanakan sebaglan  tugas dan  fungs
bendehara penerimaan, dapat  ditunjuk  bendahara
pencrimaan pembantu,

Bendahara penerimaan pembant wajib menyetor zeluruh
penerimaan ke rekeping kas umum daerah paling lama 1
{satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihal: ketipa,

Daolam hal karena kondisi gecerafis yang sulit dijangkau
dengan komunikasl dan transfortasi gehingga melebihl batas
walty penyetoran sebapaimnana dimaksud pada ayat (2]
ditetaplan Peraturan Bupati-

Bepdahara penerimaan pembantu wajlb menyclenggarakan
penatausahaan  terhadap gelurith  pencrimaan  dan
peryetoran  atas  penerimaan  yang menjadi  tanggung
Jawabya, :

Bendahars penerimaan pembantu wajih  menyampaikan
lapoTan pertangedngjawaban peperimaan kepada bendahara
PETIETLMEADN.
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F'a.szﬂ 178

{1) Bupat dapat menunjuk badan, lembaga kevangan atfy
kantor pos yang bertugas tmelaksanakan sebagian tugas dan
fungsi bendahara pEETITIAAN.

(2} Badan, lembaga wevangan atau  kantor  pos waill
menvampaikan laporan pertanggl.mgjawaban PEDETINART
kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.

Pasal 175

Mekapisme dan tatacara penatausahaan penerimagan kas diatur
dalam Peraturan Bupar.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 150

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui panerbitan SPP-
LS. SPP-UF, SPP-GU dan SPP-TU.

(2 Pajabat pelaksana  telmis kegiatan mengajukan SFP-LS
mclalui pejabat penatatsahasn keuangan pada SKPD kepada
pengguna anggara/kuasda  pengguba anpgaran  setelah
diterimanyva tagihan dari pihak ketiga. i

{3) Pengajuan  SPP-L3 dilampiri dr:.ugmﬁfkclengkapan

' persyaratan vang ditetapkan segual” derigan [ETATUran
perundang-undangan .

{4] Bendahara pengeluaran melalui  pelabal penatausahagan
. xeuangan pada SKFD mengajakan SPP-UR kepada prngguna
anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan sana bulan.

{5) Penpajudn 3SPP-UP scbagaimana dimasud pada ayat {4}
dilampiri dengan rincian rencana pengglnaan dana.

(5 Unluk psnggantian dan penataliahaan penggunaan Vang
persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU
dan fatau SPP-TU.

(7} Batas jumlah pengajuan SFP-TU zebagaimana dimaksud
pada ayat (G} harus mendapat persstujuan darl FPED dengan
rnemperhatitan rincian kehuruhan dan waktu pengglanaan.

Paragraf 1

Penyediaan Dana

_Paaa_l 1&1 _

(1} Sctelah penetapan angEaran kas, -PFI-LD dalam rangka
manajemen kas menerbitlon SFD, :

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disiapkan oleh
luasa BUD untuk ditandatengani olch PPHED.



T

(3] Format SPD sebagalinand -dimal{sﬁ-:i padga ayat [}
berpedmman pada peraburan perundang-undangan  yang
berlaw,

Pas_nal 182

(1] Pengeluaran kas atas beban APBD dilakuken berdasarkan
SPD aray dokuamen lain ¥ang dipersamalian dengan SPD.

{2y Penerbitan =PD sebagaimana dimaksud pada  ayal 1}
dilakukan perbulan, pertriwilan, atau persgmester sesuad
dengan kelersediaan dana.

(3} 3FD a¢hagsimana dimaksud pada ayat (1] disiapken olen
- luasa BUD ontul ditandatempani oleh PPED.

Paragraf _2

Permintaan Pembayaran

Paszal 183

[1} Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
denpan SPD sebagaimana dimalksud dalam Pasal 173 ayal
(1], bendahara pengsluaran menxajukan SFP kepada
pengguna anggarankuasa pengguns anggaran melalui FPE-
SKPD.

{2 SPP scbagaitnans dimaksud pada ayat | 1} tn:rﬁiﬂi-ida:i:
a. SPP Uang Perscdiaan (SPP-UF); ol
h, SPP Ganti Uang [SPP-GU),
c. SPP Tambahan Uang (SFP-TUJ; dan
d. SEP Langsung (SPF-LS).

i3] Pengajuan SPP sshagaimana dimaksud pada ayat (2) humf
g, huruf b, dan hurui ¢ dilampiri dengan daftar ringian
refcana penggunaan dana sampal dengan jeris belanja.

Fagal 154

(1] Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilalukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dan
perngsuna anggaran/kuase pENERUNE SNEEAran melal PFK-
SKPD dalam rangka progsian wang persediaan,

(2} Doloamen SPP-UP webagaimana dimaksud pada ayat {1]
terdiri darns: _
a. surat pengantar SPP-UF;
b, ringkasan SPP-UPF,
o, nncian SPP-UP;
d. salinan SPD,

e, dralt surar penyataan untuk ditandatanguni olch
pengguna  anggaran/kuasa  pongguana anggaran yang
menyatakan  bahwa  uang  yang diminta odak
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diperpunakan untuk ieperluan selain uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada knasa BULD; dan

[0 lampiran lain yang dip-ér]uka.ﬂ.

{3] Format SFP-UP sebagaimana  dimaksud pada =yat (1)
perpedomar  pada  peraturan perundang-undangan  yaug
berlaky.

Pasal 183

(1) Penerbitan dan nengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bencahara pengsluaran untalk memperoleh persctiinan darn
pengguna anggaran, kuasa penggund anggaran melalui PPK-
SKFD dalam rangka ganti uang persadiaan,

(2] Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada =yat [1
terdiri dari:

a surat pengantar SPP-GLY

b. ringkasan SPP-GU;

c. rincian peogeglenaan SP2D-UP/GU yang lalu;
d. bukti transaksi yang sah dan ]ﬁngkaf:;
salinan SPD; '

m

draft  surat  perayatpan  untuk ditandatangani oleh
EENEgUna anggaran/Kuasa PEOERUNA anggaran  Yyang
menyatakan  hahwa  uang  Yang diminta  tidak

dipergunakan  untuk keperluan, aela.g—;? ganti LDang
persedinan saat pengajuan SFID kafiada Tdasa BUD, dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

|

|3y Format SPP-GU  sebageimana dimaksud pada ayat [1)
herpedoman  pada  peratdran perundang-undangan yYang
bBerlaky.

Pagal 1E8G

Keteptuan lebih lanjur mmengernal batas jumlah SPP-UFP dan
SEP-CAT scbagaimana dimalsud dalam Pasal 184 dan Pasal 185
ditetapkan dalam Perafurafl Bupati,

Pazal 187

{1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan olch
hendahara penpeluaran/bendehara pengeluaran pernbantu
untuk mempersleh persetujuan dari nengeuna
anggaran/kuasa DoRgfuna Angparan maialui  PPR-SKPD
dalam rangka tambahan uang perscdiaan,

(21 Dokumen SPP-TU ssbagaimana dimnaksud pada ayat [1]
terdiri dan.
a. surat peoganar SPP-TL;
b. mingkasan SPP-TU;
c. rincian rencana pengganaan TU;
d., salinan 3PD;
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e. draft surat pernyalsan untuk ditandatangani oleh
pENgEUNA  ahggaran/Huasd pengguna  ANggaran  yang
menyatakatt  Dahwa uafg  yang diminia tidalk
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kassa BUD;

{ suret keterangan yang memuat penjeiasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan; dan

g.- lampiran lainnya.

(3) Batas jumlah pengajuen  SPP-TU haruz  mendapat
persetujuan dart PPKDr dengan memperhatikan  rincian
kebutuhan dan wakiu pengglinaan.

(4] Dalam hal dana rambahan wang tidak habig dipunakan
dzlam 1 [salu} bulan, maka sisa tambahan vang disetor ke
rekening kas wmnum daerah.

(%) Ketentuan lrawas waktu . penvetoran sise tambahan uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk :

4. kegiatan vang pelaksanaannya melesbihi o ] {gatu)
' bulani;dan ' ' o

b. kegintan yang mengalami perundaan dan jadual yang
telah ditctapkan vang diakibatkan oleh peristiwa di luar
kendall pengglina anggaran KRasa penggunsa angparan.

(&) Format SPP-TU schagaimena dimaksud pada ayat ({1
berpedoman pada peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku. —

- EIE

T =

Pasal 188

Penpajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU schagaimana
dimaksud dalarm Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 avat (1) dan Pasal
186 avat (1] digimaken dalar rangka pelaksanaan pengeluaran
SKPD vang harus dipertanggungiawabkan.

Pagzal 189

(1} Penerbitan dan pengajuan dokumen  SPP-L3 untuk
pembayaran pajl dan tunjangan serta penghsasilen lainnya
sesumi dengan peraturan perundang-undangan dilakukan
pieh bendahara pengeluaran gune memperolzh persetujuan
pengEuna ang#aran/lnaasa pengming angearan melalui PREK-
SHFD.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tumjangan
schagaimana dimaksad pada syat (1) terdin dari;

a. surat pengantar SPP-L5;
b. ringkasan SPP-L3;

¢. rincian SPP-LE, dan

d. lampiran SPP-LS.

{3 Lampiran dokumen SPP-LE untuk pembayaran gaji dan
turjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dirnakesud
pada ayat {2) horul d mencaloup:
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{4]

{3

(1]

(2]

82

a, pemhbayaren gajl indul
gaji susulan;

o, kckurangan ga;

d. gaji terusan; |

c. wang duka wafal/tewas yang dilenpkapi dengan daltar
gaji induk/gaj susulan/ kekurangan gaji/uang gduka
walat/ tewas;

SK CPNS;
SK PNE;
2} kenaikan panghkat,

aroth

i. EK jabaran;
kenaikan gaji berkala;
gurat pernyataan pelantkan,

-

surat pernyataan masih mendudula jabatan;
arat periyyatasan melaksanakan WUEad;
daftar keluarga (KP4}

fntokopi surat nikah;

5B

jotoleapi akte kelahiran:
surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPPE} gail:

nosomoa

daftar potongan sewa rumak dinas; R
surat kererangan masih 5::1-:nlah,.f1{ig.1.irah; f_._::{
gyrat pindan;

surat kematian;

35P PPh Pasal 21; dan

perauTan perundang-undangan mengenai penghasilan
pimpinen dan angeeta DPRD seria gajl dan tunjangan
Bupad,/ Walkil Bupati.

Kelengkapan lampiran tdokumen SpE.LS pembayaran gaii

dan [onjangan Ssebagaunani dimaksud pade ayat (3
digunakan sesual dengan perunikannya.

£ = g D

Format SPP-LS untuk pembayaran paji den tunjangan serta
penghasilan lainnya schagaimana dimaksud pada avat [1)
herpedoman padae peraturan perundang-undangan  yang
Berlakl. ;

Pasal 120

FPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan
barang dan jesa wntuk disampaikan kepacda bendahara
pengeluatan  dalam rangka  pengajuan permintaan
pembayaran.

Nokumen  SPR-LS untlk  pengadasn barang dan jasza
sebapaimana dimaksud pada ayal [1} terdini dari:

a. SUrat pengantar SPP-LS;
L. ringkasan SPP-L3;
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a3

o, mncian SPP-L3; dan
d. lampivan 3PF-L%.

Lampiran dokuamen SPP-LS unmk pengadaan barang dan
jasa -sebagaimana dimaksud. pada .eyat [2) hurmaf 4
mencakup:

a. salinan SFL;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

o SSP disertai [aktur pajak (FPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pejak dan wajib pangut;

d. surat perjanjian kerjasamaf kontral =antara pPEREUNa
Anpgaran ! KiIiga penggana anggaran dengan pihak ketiga
serta mencantumian nomor rekening bank pihak Ketiga;

a. berita acara penyelesalan pekerjaan;
berita acara serah terima barang den jasa;

x. berila acare pernbayaran;

" . jowitansi bermeterai, nota/lKtur yang ditandatangani

NG

[

pihak ketiga dan PPTK serta disetijui oleh pengpuna
anggaran/kKuass pengeuna anggaran.

i, surat jaminan bank atau yenp dipersamaken yang
dikeluarkan oleh bank atav lembaga kenangan non bank;

j- dokumen lain yeng dipergyaratian untuk kontrak-
kontrale yang dananya sebagian atéy, seluruhnya
bersumber darl penerusan pinjaman/ hibgh=fuar nagery;

k. berita acara pometiksaan yang dita'fﬁataﬁg"ani vleh pihak
keetipn/rekanan serta unsur panitia perneriksaen Darang
herikut lampiran daftar harang yang diperiksa;

1. surat angkutan atan lkeonegemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan i luar wilayah lkerja,

m. surat pemberitahvan potongan denda keterlambatan
pekeriaan  dari PPTK apabila pelerjaan mengalami
keterlambatan;

n. foro) buku/dekumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian
pekerjaan, _

0. potongan jamsostek {potongan sesual dengan ketentuan
veng berlaloa/surat permbentabuan jarmsostek); dan

p. khusus untuk pekerjaan keonsultan yang perhitungan
hargarya menggunakan biaya peracnil (billing  ratel,
herita acara  prestasi Lemajlan pekerjaan dilamipiri
dengar bukli kchadiran dart (enaga konsultan sesnal
pentahapan wakiu pekerjaan dan buleti
penyewaan pembelian alat penunjang serta bukhb
pengeluaran lainnya perdasarkan rincian dalam surat
pEMEWATAll.

Kelengkapan lampiran doloumen SPP-1.8 pengodasan barang
dan jasa sebapgaimana dimaksnd padsa ayat {3} digunakan
gesval denpan pery ntukannya.

Gulam hal kelengiapan  dokumen  yang dlajukan
sebagaimana  dimalksud pada ayat {4 tidek lengkap,
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{7)

(1}

{2]

(3)

(4)

B4

bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
pengadaan barang dan jasa kepada PPTE untuk dilengkapl.

Bendahara pengeluaran menpajukan 3PP-LS sebagaimnana
dimaksud pada ayat [1] kepada pengguna anggaran setclab
ditandatangani oleh PPTK guna memperplsh persetujuan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran relalui PPE-
SKFD. : '

Format SPP-L5 untuk pengadaan barang dan jasa
sehagaimana dimaksud pada ayal (1] berpedoman pada
peraturan perundsng-undangan yang berlaku,

i Pasal 191

FEt‘m-inl.’Ean pembayaran untuk suatil lregiatan dapat terdiri
dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TL.

SPP-LS schagamimana dimaksud pada  ayat {1} untuk
pembayeran langsung kepada mhalt ketiga berdasarkan
kemtral  danjatau  surat  perintab kerja setelah
diperhitungkan kewajiban pihak ketiga  scsual  dengan
ketentuian peraturan pe randang-undangan.

SPP-LE helanjs barang dan jasa untuk leburuhan SEFD
yerg bukan pembayaran langsong kepada pihak ketiga
dilzelola aleh bendabhara pengeluaran.

SeP-UP/GU /T zebagaimana dimaksud pada ayat [1} untak
pembayaran peageluaran lainnya yang bukgzrsuntuk pihak
letiga, | - ?":.#

Pasal 194

Permintaan pembavaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
snsial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dant pembiayasn
oleh  bendahars pengeluaran  SKPRD dilalulcan  dengan
menerbitkan SPP-LS vang digjukan kepada FPKD metalui PPE-

{2]

- BKPKD.
Pazal 193
(1] Dokumen yang digunakan o¢leh bendahara pengehiaran
dalamm . menatausahakan pengeluaran permintaan

pembayaran mencakup:

a, buku kas urum;

b, bulku simpanan;bank:

c.  buloa pajak; |

d.  buku paniar,

e.  buku rekapitnlasi pengeluaran per rincian objek; dan
. regster SPR-UP G/ TU LS.

Dalam  rangka  pengendalian penerbitan  permintaan
permbayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan Kartu kendali

kegiatan. .

(2} Buku-bukn selbagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf b,
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{1)

{2]

(3

(1)

(2]

(3

{1]

2]

[

=

buruf ¢, hurat d, huraf €, dan huruf f dapat dikerjakan oleh
permbanty bendahara pengelnaran,

Dokumen  yang  digunakan cleh  PPE-BKPFD  dalam
menatausahakan penerbitan SPF mencakup register SFP-

Up/GUSTUSLS,

Pasal 194

Pengguna anggdran/lkuasa prOpgUna ‘anpgaran menelid
kelenghapan dokuamen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SFF-
L& yang digjukan oleh hendabara pengeludran,

Fepelitian  kelenpkapan . dokumen 3PP sebagaimana
dimaksud pads ayac (1] dilaksanakan olch PPK-SKFD.

Dalam hal kelengkapan  dolamen  yalhg digjukan
schagaimana dimaksud pade ayat 2] tidak lengkap, PPE-
SKPD mengombalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPF-TLI,
dan SPP-L3 kepada Thendahar pengeluaran  untuk
dilenghkeapi. :

Paragraf 3
Ferintah Membayar

Pasal 195

Balam hal dokumen 3PP sebagaimana dimakeud dalam
Pasal 180 ayat (2} dinyatakan ltﬂgkﬂﬂdﬂrgf_aﬂl, pengglng
anggaran/kvasa pengguna anggaran remerbitEan SPM.

Dulam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 180 avat (2) dinyatakan tidak lenghap dan/atau tidalk
sah, pengglind anggaran kuass pengguns anggaran menolak
menerbitkan SPL.

Dalam hal pengguna anggaran/loiasa pengguna ANPEATAN
herhajangan, yang hersanghllan dapat menunjuk ptijabat
yang diberi wowenang untuk rmenandatangani SPM,

Pazal 196

Fenerbitan SFM sebagaimans dimeksud dularn Pasal 188
avat (1} paling lama 2 (dua)] harn lkerja terhitung sgjak
diterimanya dokumen SFP,

Perglakan pencrhitan SPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 wyat [2) paling’lama 1 (saty) hari kerja terhitung
scjuk ditzrimanya pengajuan SPP.

Facrmat SPM schagaimana dimaksud pada pasal 195 ayat (1)
berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  yang
berlaloa.

Pasal 197

' gPM vang telah diterbitkan schagaimana dimaksud dalam Fasal
196 ayat {11 diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan
SP2D.
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Pasal 198
(1} Dokumen-doknmen  Yank digunaken eleh  peTIgguna
anggaran/Kuasa peIlgEaa aTIgEATAL dalatn

menatausanakan pengeluaran perintah membayar
mencakup: :

" g, register SPM-UP/ SPM-GU/ SPM-TU/SPM-L%, dan
b, register surat penolakan penerbitan SPM.

{7y Penatausahaan pengeluaran. perintal: merbayar
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] dilalkzanakan oleh
PPR-SKFD.

Pasal 199

Setelab tahun anggaran pepakiir, penpgune ANERATan flouasa
pengguna anggaran dilarang menerbititan SPM yang membebani
tahun anggaran berkenaan. '

Paragral 4
Pencairan Dana

Pazal 200

(1} Kuasa BUD mensliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SFM-
TU, SPM-LS yang diajulan oleh peEngEguUne anggaranfloinss
pergguna GREgaran agAT pengeluaran _yangdajukan tidak
melampalli Fagn Can memenuhi kelfdEkapan persyaratan
vang ditetaplan dalamn peraturan perundung-undangat.

(2} Dalam hal SPM-TF, SPK-OU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimansa
dimaksud pada ayat (L) dinyatakan lengkep, kvasga BUD
menerbitkan SP20.

(35 Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, 8PM-TU, Spi-L% sebagannana
dimaksud pada ayat (1) dinyarakan tidak lengkap dan/fatan
tidale =ah dan/atau pengeluaran tepseblit melampaul pagl
anggaran, kuasa BUD menolak rmenerhitkan SP2D.

(4} Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan
dapat mmenunjuk pejabat vang diberi wewsnang untuk
menandatangani SP2L0, .

(5] Format SPZD scbagaimana ‘dimakswd pada pesal 197
berpedoman  prda  peraluran perundang-undangan  Yang
berlaku,

Puragrel >
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 201
{1} Bendahara pengeluaran  secara administratif  wajib
mﬂmpcrtzmggl.lngjawahkan pPEngEuUnast uang

purscdiaan f gant Lang persedinan tambah uang
persediaan kepada kepala SHPD melalul PFE-SKFD paling



2]

(3}

4

(3]

)

(7]

K]

i)

87

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumer, wvang digunakan  dalam menateusabiakan
mertanggungjawaban prengeluaran mencakmp:

A, register penerimaan  laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (3PJ);

b, register pengesahan  laporan pertanggungjawaban
pengeluaran {SPJ);

c. aurat punolakun Japoran - - pertanggungiawaban
pergeluaran (8P

d. register  pénolakan  leporan [':-ertﬂnggung_iawaban
pengeluaran [SPJ); dan

&, regiater penitapan kas.

Dalam  mempertanggungiawabkan — pengelolaan - uang
persediaan, dokumen laporan pertanggungawaban yang
disampaikan sthagaimana dimaksnd pada  ayat (1)
rencakup

a, bnlku kas umulim;

b. rngkasan pengéiaran per rincian objek yang disertai
dengan Dbukti-bukd pengeluaran yang sah  atas
pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum
dalam ringkasan pengsluaran  per rincian  objek
dirnak=ud; .

o, bukd atas penyetoran PPNPPh ke kas gegara; dan
d. register peniutupan kas, -

I'.IJ

Buku kas wrum sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
huraf a ditutup setiap bulan dengan sepenpetahinan dan
persetujuar - PENgguna anpEaran/kuasa DETIERUNA
AT EEATAN-

Dalam el laporan  partanggungjawabat sebagaimana
dimaksud pads.ayat () telah sesual, pengguna Anggararl
menerbitkan SLTAL pengesahan laporan
perianggungawaban.

Ketemtuan batas waktu pencrbitan. surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran  dan  sanksi
keterlambatan penyampaisn laporan pertanggungjawabar
ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Unruk tertib laporan pertanggungawaban pada akhir
rmhun @nggaran, pertanggungawaban pengelugran dana
bulan Desemper disampaikan paling lambat tanggatb 31
Desernber.

Dokumer: pendulung SFP-LS dapal dipersamelan dengan
bukti pertangeungiawaban atas pengeluaran pembayaran
heban langsung kepada pihak ketiga.

Bendahara pengeluaran pada SKPD walib
mempertanggungiawablkan ZECATA fungsional atas
penpelolaan vang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
renyampailkan laporan pertanggungjawaban pengaluaran
kenada PPKD sclaku BUD paling lambat tanggal 10 btulan
beriloatnya,
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(1]

a8

Penyampaian pertanggungawaban bendanara pengeluaran
secara fungsicnal sebagaimana dimaksud pada ayat (9]
Jilaksanakan setelah  direrbitkan sirat  pengesahan
prrianggusgjawanan nengeluaran pleh poRgEIna
anpgaran/Kuasa pengguna anggarad.

Format  laporan pertanggungjawaban pengeluaran
sebaguimana dimaksud pada ayat fa] berpedoman pada
peratiiran perund ang-undangan yang Berlalku.

Pasal 202

Dalara melaloikan verifikasi atas laporan pertangungjawaban

ran

a.

b

{1]

fd]

(&)

(3]

i)

¢ disampaikan, PRE-SEPD berkewa)itan:

meneliti kelenpkapan dolumen lapordn pertanggungjawaban
dan keabsahan bulkti-bulkti pengeluaran yang dilamparkan,

mengui  kebeparan perhitungan atas pengeluaran  per
rincian ohbjek yang tercantumm dalam ringkasan per rncian
abjel;

menehitung pPengsnasn PPN /PPh atas beban pengsluaran
per tincian objek; dan

menguji kebenaran sesbai dengan SPM dan SFZD yang
diterbitkan periode sebelumnya.

Paszal 203 J—

Bendahara penpelMaran  pembantiée dﬁﬁt dinanguk
berdasarkan pertimbangan tingkatan dacrauh, besaran SKPD,
hesaran jumlah vang yang dikelola, beban kenja, lokasi,
kompetensl dan/atau rentang werndali dan pertimbangan
objekctil lainnya, :

Behdahara penpeluaran pembantu wajib menyelenggarakan
penatalsahasn terhadap seluruh pengeliaran yang menjadi
tanggung jawabnya.

Dokumen-dokumen  yang  digunakan pgleh  kendahara
pengelugran pembanty dalam menatalsahakkan pengeluaran
mencakup:

a, buku kas umdm;
b. buku pajak PFN/PPh; dan
. bulu panjat.

Bendahara pengeluaran  pembantu - dalam melakukan
penatausahaan schapaimana dimaksud  pada  ayat (3]
menggunakan bukt pengeluaran yang sah.

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan
laporan perlanggungawaban pengeluaran kepada bendahara
pengeluaran paling lambat taniggal 5 bulan berikutnya.

Laporan pe rtanggunawaban  peogeluaran sehagalmana
dimaksud pada ayat (3 mencaloup: '

a. bula kds umuim,
b. buku pajak PPH/FPR; dan
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o buleti pepgeluaran yang sabt.

[7] Bendahura pengeluaran melalcukan verifixasi, evaluasi dan
analisis atas laporan perangpungawaban pengeluatran
sehagaimana dimaksud pada syat ().

Pagal 204

(1} Penggune anggarankuaga pENEEUns anggaran melalmakan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
dan bendahars pengeluaran sekurang- KUrangrya b {=atu]
kali dalam & [tiga] bulan.

{2] Bendahara penerimaan  dan bendahara pengeluaran
melakukan pemeriksasn kas yang dikelola oleh bendahara
penerimasn  pembanty dan bendahara pengeluaran
pombanta eekurang-kurangnya 1 {2at) kali dalam 3 [tiga)
balan.

(3] Pemeriksaan kas sebagaimana dirmaksud pada avet (1) dan
ayat (2} dituanglkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 205

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsids,
hibah, bantuan sosial, belanja hagi hasil, bantuan keuangan,
belanja tidak  terduga, dan pembiayaan melalukan
penatausahaan sesua) denpan ketentuan peraturah perundang-

Ij" 1, ._q:-.-"-"t
yndangan ¥ T-E

. T
FPasal 206

Penpisian dolumen penatausahaan hendahars  pengeluaran

dapat menggunakan aptikasi kompuater dan/atau alat elektronik
lahy s, :

Pasal 207
Dajarn hal bendahara pengeluaran rerhalangan, maka:

4, apabila melebibi 3 [tigal hari sampsai paling lama 1 (el
buian, bendahara pengeluaran terachuat wajib memberilcan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaloalcan
pembgyaran dan tugas-tUEAs bendzhara pengelusran atas
langgung jawak bendahara pengeluaran yang bersangloatan
dengan dileetahui kapala SKFD;

b. apabila melebihi 1 [satu] bulan sampal paling lama 3 (tigal
. malan, hars ditvnjuk pejabat bendahara pengeluaran dan
diadakan bertta pcara serah terima,

e. apabila bendaharae pengeluaran sesudah 3 {tiga )} bulan
belum juga dapat melaksanakan figas, maka dianggap yang
hersanghutan telah mengundurkan diri atau berhenti dar
jabatan sehagai bendahara penpeluaran dan olsh karena ith
segera. diusulkan penggantinys.
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BAR XII
AKUNTANS] KEUANGAN DAERAR
Eapian Ferama
Sistemn Akuntansi

Fagal 208

Entitas pelaporan dan erititas akuntansi menyelenggarakan
sistom akuatansi pemerintahan dacrah, yang ditetapkan

‘- dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan dacrah

(2}

(3

13]

{5

tertang pokok-pokok pengelolaan keuangan daeral.

gistern  akuntacsi  pemerintahan daerah  sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1] meliput serangkalan prosedur mulal
dari prosss pengumpulan data, pencatatarn, pengikhtisaran,
sampai dengan  pelaporan LYeuspgan enfitas pelaporan
dan/ ataw grititas akantansi delam rangka
nertanggungawelan prlagsanaan  AFBL  Yang dapat
dilafcukan secara manual  ataul menpaunakan aplikasi
kompuater.

Proses selAZRIANE dimak=ud pada avatl (2]
didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku
besar, dan apabila diperiuilan ditambah dengan buku besar
pembantl.

Dalam rangka pertanggunpjawaban 'ptlalcsanaaﬁ AFBLD
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 t:ﬁ'ﬁ pelaporan
menyusin laporan kellangarn yang melipgitis ~=t

a. laporan realisasi apggaran,

b. neraca;

¢. laporan ams kas, dan

d. catatan atss laporan keuangano.

Dalam rangka pertanggungjawabat  pelaksanaan AFBD
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) entitas alnmtansi
meayusun laporan kepangan yang melipaati

a. laporan reallsas) ANggATan;
. neraca; dan
r. calatan atas laporan Keuangan.

Gistemn  akuntansi  pemerintaban  daerah sebapgaimana
dimaksud pada svat [1] paling kurang meliputi:

a. prosedur aluntans] pencrimaan kas;

- b. prosedur alkuntansi pehgeluaran kas;

(7}
()

5]

¢, prosedur akuntansi aset tetap/ barang milik daerah; dan
d. prosedur aluntansi selain kas

Sistern aluntanal pemecnntahan duerah dilaksanakan oleh
PPKD.

wislem akuntansi pemerintahan daeran dilaksanakan oleh
FFK-SKFD,

Sistern  akuntapsi pemenntaban daerah scbagaimana



(1}

2]

{3,

(4}

(1)

(2}

(3

(1}

a1

dimaksud mada ayat (1) diswsun dengan perpedoman pada
prinsip pengendalian internal dan  standar akuntansl

pemeriniahan.

Pasal 204

Pemerintah  Daeah  dalam menyclenggarakan siatem
akuntansi pemerintahan daeran menetapkan kode relening
untuk menyusun neraca dan laporan realizasi anggaran.

Kode rekening untuk menylasun neraca  seDagaimand
dimaksud pada avat [1} rerdirt dari kode akun asct, kode
aun Kewajiban, dan kode a<un ekuitas dana.

Kode rekening unril menyusun laporan realisasi anggararn
sebagaimana dimaksid pada ayat {1] terdirl dari kode alamn
pendapatan, kude s kun belanja, dan kode akdn pernblayaan.

Kore rekening zebagalmans dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatizan kepentingan QEMYLUSUNAL laporan
statjsrik keuangan dasrab/ nogara.

Bapian Kedua
Kebijakan Alkuntansi

Pasal 210

Bupali menetapkan kebijakan aluntansi Palk dijadikan
dusar pengakuan, pengulkuran dat Jpelappven atas aset,
wewajiban, ckuitas, pendapatan, belanjs, dan pembiayaan
serta lapotan Keuangan.

Kehijakan akuntansi schapaimana dimaksud pada ayat i1
paling kurang memuat:

a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap
akun dalam laporen keuangan; dan

L. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan
kenanggan. :

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat {1
disusun denpan berpedoman peda  standar altuntansi
pemerintahan.

EAB XKill
PERTANGGUNGJAWABAN FELAKSANAAN APED
Bagian Pertama
Laporan Realisasi Scmester Pertama
- Anggaran Fendapatan dan Belanja

Pagal 211

Kepala SKFD menjyusurn laporan realisasl semester pertama
anggaral pendapatan dan belanja SKFD  sebagal hasil
prlaksanaan anggaran Yang rnenjadi tanggang jawabnya.
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Laporan sebagajmena dimalksud pada ayat (1} digerta
denpan prognosis antuls & fenarn) bulsm berilcutnya.

Laporan sebapaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan
aleh PPK-SKPD dan digampaikan kepada pojabat pengguna
anggaran . untuk ditctapkan sebagal laporan realizasi
semester porlarmna AngEArarn pendapatan dan belanja SEFPD
5erta prognosis untuk b fenam) bulan berkutnya paling lama
7 [tujuh) hari kena aelelan semester pertama  tahun
anggaran berienaan beraihir,

Fejabat pengglng anggaran menyampatkan laporan realisas:
scmastar pertama AngRaran pendapatan dan belanja SKI'D
serta  prognosis  untuk A (enam)  bulan  berllutnga
sebagaimans dimaksud pada ayat (3} kepada PPED sebagal
dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
serta prognosis untuk € (enam) bulan berikutnya paling lams
183 tsepuluh) hari kerja setslah semester pertama tahun
anggaran bérkenpan berakbir.

Format laporan realisasi  semestor  periama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk & [enam)
bulan berikutnys sebagaimana  dimaksud pada ayal {4)
herpedoman  pada peraturan perundang-undangan  Yang
berlako,

Pasal 212
FPKD menyusun laporan realisas] semestez-pgriama APBL
dengan eara menggabungkan selurgh pran realisas

scmester perladInd AnNgEaran pendapaﬁ dzn - belanjs SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pzzal’ 197 ayat (4] paling
lambat minggu kedua bulen Juli tahun anggaran berkenaan
dan  disampaiksn kepada Sekrctaris Daerah  selaku
koordinator pengslciaan keuangan daerah.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk & lenam) bulan berikutnya seBagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampatkan kepada Bupati paling lambat
mingeu ketiga butan Jull tabun anggaran perkenaan untul
ditetapkan sebagai laporan realisasi semaster pertama AFBD
dan prognosis untuk © [enam] bulan beriklbtoya.

Laporan realisasi scmester pertama APED dan prognosis
antuk & [enam) bulan berilutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] disampaikan kepada DPRE paling lambat akhir
bulan Juli tahin angearan berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 213

PPY-SKPD menylsun  laporan  keuangan SKPD tahun
anpepran beckonsan dan dizatnraikan kepada kepala SKFD
antuk  ditetapkan  scbagal laporan pertanggungawaban
pelaksardan anggaran SKPD.



(2}

[1]

[2]

(3)

{4]

()

(2]

@

a}

(2]

93

Laporan kousangan. sebagalnana dimaksud pada ayat (1}
disampaikan kepada FPKD asehagal dasar penyuUsInAn
laperan keuargan Pemerintah Dacah.

Pasaldld

Laporan keuangan SKPD sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 206 ayat [1} disampaikan kepada Bupati melaha PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan getalah  tabun anggaran
herakliic.

Laporan keusngan ehagaimana dimaksud pada ayac [l}
disusun oleh pejabat penggana  anNERATAR sebagal  hasil
pelaksanaan anggaran Yang barada di SKPD yang menjadi
lanpguny javabnya, .

Laporan keuangan SEFPD schagaimana dimaksud pada ayat
{2 terdiri dari: ' -

a. laporan reall=asl angEATaN,
b, mneraca: dan
v. catatan atas laporan keuangan.

Laporan kewangan SKFD sehagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilatnpiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa
penyelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
disslenggarakan berdasarkan sistem penpendalian  intern
yang memadal dan standar aluntansl pemarintahan sesual
dengan peraturan perundang-undangan. E%

Pasal 213

PPED memyusun laperan keuangan Pemerintah Dagah
dengan cara menpgabungkan laporan-laperan kKeuangan
SKPD sebapaimana dimaksud, dalam Pasal 207 ayat [3]
paling lambal 3 ‘{tiga) ‘bulan setelak berakhirnya tahun
angparan herkenaan. )

Lapstan  Kendngan Perperintal  Daeah  sebagaimanea
dimaksud pada ayat (1) disampaiken kepads Bupati melahu
Bekretaris Daerah selaky koordinator pengelolasn kevangan
daerah dalam. rangka rementhi peranggungjawaban
pelaksanaan AFPBD.

Laporan keusmgan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdirl dari:

3, laporan realisasi anggarat,

b. neraca;

c. laporan arJs xas; dan

d. catatan atas laporamn kevangam.

Laporan Weuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
distisun dan disajlan sesual dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Laporan  keuangan FPemerintaly  Daeah  sebagaimana
dimeksud pada ayat (2] dilampin dengarn laporan kinerja dan
ikhtisar  laporan  keuangan  badan usahs  mulik



%

_ deerah/perasghaan daerah. o
(&) Laporan ikthisar realisasi kinerja sebageimana dirnaksud
pada ayat (5] disusun darl ringkasan- laporan keterangan
pertanpgungjawaban Bupatl dan laporan kinerja intern di
lingkunpan Pemerintah Dacah.

[7) Laporan keuangan Pemerintah Dacalh  scbagaumana
dimnalsud paca ayat (1) dilampirl dengan surat pernyataan
Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadl tatiggung
jawabnya telah  disclenggarakan berdasarkan  sistem
pengendalian intern yang memadni, segnal dengan ketenrllan
perundang-undangan.

Fasal 216

[1] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208
ayal (2] disampaikan ¢leh Bupati kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 3 [tiga) bulan setelah tahun
anggaratl berakhir. :

(2} Pemeriksaan laporan AeURMNEAN olelhn Baden Pemernksa
Keuangan schegaimana dunaksud pada ayat (1) diselesaiian
paling lambat 2 [dua] bulan setelah menerima laporan
keuangan Jari Pemerintah Daeah,

(3] Apabila sampai batas waxtu schagaimana dimaksud pada
ayat (2] BPK belum menyampaikan  laporan hasl
pameriksaan, Bupati  dapat MENYAmpAikan Tancangan
peraturan daerah teatang perianggungiawalesf pelaksanaan
APBD kepada DFRD. 3 e

Pasal 217

Laporan realisasi anpgaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
296 ayat (3) hurul a, disampaikan nieh kepala daserah kepada
_Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
_anggaran berakhir

Fasal 218

Bupati memberikan t&nggalp;_an dan melakukan penyesualan
terhadap laporan keuangan Pemerintah Dacah berdasarkan
hasil pemerilczaan BPE.

Bagtan Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daecrah
Perlangpungjawaban Pelaksanaan APBD

Fasal 110
(1} Bupati menyampailan rancangatl peratilran daerah tontang
pertanggungiawaban pelaksaniaan APBD beserts

lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
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taloh diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kepangan, paling
lambat & enatn} bulan zetelan tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, cafatan atas laporan kenangan,
acrte dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik Aaerah/perusabaan dacrah.

Rancanpan peraturan dacrahl tentung perianggungawaban
priaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
dirinci  dalam  rancangan  peraturan  Bupati  tentang
penjabaran perranggungjawaban pelaksanaan AFBD.

Rancangan peratursn Bupatl sebagaimana dimaksuad pads
avat (1} dilengkapi dengan lampiran repetiri dard:
o ringkasan laporan reslisasi anggaran; dan

. penjabaran laporan realisasl Anggaran,

Pasal 220
Apgenda pembabasan rancangan paraturan daerah tenang

pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sebageimana
dgirnalsud dalam Pasal 219 ayat (1) ditentukan oleh DPRLD.

Fersctujuan borsama terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungiewaban pelaksanaan APBD oleh DPRD
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan dacrah. . ;ﬁ

3
._1*
L
)

Pagal 221
Laporan keuangan Pemerintah Dacah wajib dipublilcasikan,

Laporat, keuangan schapaimana dimaksud pada ayat {1}
adalah laporan kevangan yang telah disndit oleh Badan
Pemerksa Heusngan dan  telah  diundemghan  dalam
lernbaran dasrah.

Bapian Heempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Deerah tentang
PertanpgungjawabanPelaksanaan APBD den
Peratieran Bupat tentang Penjalbaran
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan AFBD

Pasal 233

(1} Rancangan peraturan dacrah tentang  pertanggungjawaban

pelaksanaan APHD yang telah disetuju bersama DPRD dan
rancangan peraturan Burpati tentang penjabarat
PETtEnEEUnE BwaDaT pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan
oleh Bupati paling lama 3 [tiga) hari kerja disampaikan
kepada gubsrnar untuk dievaluasi.

(2) Apabila gubernur menyataksn hasil evaluasi rancangan
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. peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan rancangan peraturan Bupati (2ntang penjabaran
pertanggungiawaban  pelaksanaan APBD sudah sesual

- dengan  kepentingan  wmum dan - peraluran perundang-

undanpan yang lebin tngm, Bupat menstapkan rancangan
dimaksud menjadi Peraturan Daerah dah Peraturan Pupati,

Pasgal 3223

(1) Dalen hal gubernur menyatakan hasil gvaluasi rancangan

peraturan dacrah tentang pertanggungawaban pelaksanaan
APED dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertangeungjawaban pelaksanaan AFRD tidalz sesuai dengan
kepentingan umum dan  porataratl perundang-undangan
yang lebih  ringgi, Bupad bersama DPRD  melalukan
sepyempurngan paling lama 7 [tajahl hard kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi, '

'[2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupat dan

AL

()

)

DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan
daerah lentang pertanggungawaban pelaksanaan APBL dan
pancangan  peraturan.  Bupati  tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaonn AFPBU menjadi peraturan
daerah dan peraturan Bupati, gubernur membatalkan
peraturan dasrah dan peraturan Bupati dimaksod =scsual
dengan peraburan perundang-undangan,

T
BAB XIV  ae 2t
PENGENDALIAN DEFISIT DAN
PENGGUNAAN SURPLUS AFBD
Bagian Pertamsa

Pengendatian Defisit APED

Pasal 234

Dalam hal APBD diperkirakan defisit diretapkan sumber-
sumber pembiayaan unik menutup defisit tersebut dalam
peraturan daerah tentang AFBL.

Defisit APBD schagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
apabila jumlah pendapuian Hdak oulup untuk menatup
jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Defisit APBD sebagaimana dimeksud dalam ayat (1] ditutup
dengan pembiayaan nato.

Paszal 225

- Batas paling tingei defisit APBD berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
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Eagian Kedusa
Penggunaan Surplus APBD

Pazal 225

Dalam  hal APBO  diperkirakan sarpius, ditetapkan
penggunaannys dalam peratoran daerah tentang APED.

Penggunaan surplus AFBD dintamakan untik pengurangan
urang dan/atau pembentukan dana cadangan.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Baglan Pertama

Penpawasan

Pasal 227

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pereturan dasrah tentang APBED.

Fengawasan sebagaimans dimaksud pada ayat (1} bukan
perneriksazn retapl pengawasan yang lebih mengarah untuk
menjamin pencagaian sagaran yang telah d-i-b_?pkan dalam
peraturan daerah tentang APBD. -"T-- ?L.;

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada
ketentuan poraturan perundang-undangan.

Sagian Kedua
Pcngendalian Intern

Pasal 223

Dalam  rangka meningkatkan' kinerja transparansi dan
akuntabilitazs  pengelolaan  lkeuangan  daersh, Bupatt
mengatur dan menyelenggarakan aistem pengendalian intern
di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya,

Pengendalian intern =cbagaimana dimaksud peda ayat [}
merupakan proses yang dirsncang untuk memberikan
keyakinan yang memadal mengens pencapaian  ujuan
Pemerintah Dacah vang tereermin darn keandalan laporan
kevangan, chsiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan
kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Fengendalian intern scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
sckurang-kuranghya mementhi kritenia sebapai beriknt:

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. terselenggaranya penila@an risiks;
¢ terseletigparanya akiivitas pengendalian;
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d. rersclenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e, terselengparanya Kegiatan pemantauan pengendalian.

{4) Pemyelenggaraan  pengendalian intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] berpedoman pada ketenfuan
 perabilratl perundang-undangan.

Beglan Ketiga
Femeriksaan Ekstearn

Pasal 229

Pemerikesan pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan
daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sCELAI
denpan Ketentuan perarura perundang-undangan.

BAE XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Easal il

(1} Setiap kerugian dacrah yang disebabkan gleh tindakan
melanggar hukum atau kKelalaian seseorang harus segera
diselzsaikan sesuai dengan keténtuan peratlifall porundang-
undangan. . ¥=F

2} Bendahara, Pegewai Negeri Sipil buln bendahara, atau
pejabab lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalailan kewajiban yang dibcbenkan kepadanya
secara langsung merigikan keuwangan daerah, wayib
mengganti kerugian tersebut.

(3] Kepala SKFD dapat segera mclakukan tuntutan ganti rugi
- sptelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan
terjadi keruglan akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pazal 231

Ketepruan tentayg tata care tontutan gantl keraglan dasral
diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada
ketzrtuan peraturan perundang-undangan:

BAE X4VII
PENGELULAAN EEUANGAN DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Fasal 232

. Bupali dapat menetapkan SKPL arau Unit Kerja pada SKFD
vang tugas dan  fungsinya bersifat  operazional  dalam
menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola
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Pengelolaan Keuanpan Badan Layanan Ummum Daerah sesuai
dengan perafaran perundang-undanpgan

Paszal 233

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kessjahteraan umuam
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2} Kekavaan BLUD merupakan kekayaan dacrah yanpg tdak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatken sepenuhnya
untuk menyelnpggarskan kegiatan BLUD yang bersanglkutan.

Fasal 23+

Malam menyelenpgarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1],
SKPD arau Unit Kerjs pada SKPD yang meancraplan PPK-BLUL
diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan euangan

BaB VI
| PEMGELCLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pazal 233
(1} Pejabar yang ditunjuk untuk mengelala dﬁﬂﬂﬂ selolah
negeri sebagal herikut: oy
a. Bupad menetapkan kuasa peEngguna anggaran atas usul
kepala SKPD Pendidikan sclaku Pengguna Anggaran; dan
b. kepals sekotah diturjuk sebagai PPTH.

'{2} Tugas PPTH sebaguimana dimaksud pads ayat {1] huruf b,
mengelola dana BOS yang ditransicr ¢leh  bendabara
pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidilan.

Pacal 236

(1] Danga BOS untuk sckolah negeri dianggarkan dalam bentuk
program dan kegatan.

(21 Dana BOS unmuk sclolah swakta di-anggarl-:a.n pade jenis
belanja hibah. '

(3] REA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sehagaimana
dimakeud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

4] RKA-PPKD untuk belenja hibah dana 508 sebagaimans
dimaksud pada ayat {2] disusun oleh PPED.

Pasal 237
[1] Pencairan dana BOS untuk sekolah neger dilalukan dengan
melkanizme TLE :

(2] Fencairan denma BOS untuk gelkolal swasta dilslukan
dengan mekanisme L3,



(1}
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Panpl 238

Penyaluran dana BO3 Dagi sekolah negen dilalodkan setiap
trwalan olch bendahars  pengeluaran  pembantu SKPL

. Pendidilkan melalui rekening masing-masing sekaolah,

2]

Fenyaluran dana BOS bagi sckolah swasta dilakultan sebeap

_ triwulan oleh BUD melalut rekening mesing-masing sekolah.

(3]

[t
2)
(3

(4}

[1}

(2]

(2}

{4

Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} triwulan berikutnya dapat dilaknakan tanpa
menunpgl peryampaian laporan  peRggWnRasn dana BOS
triwulan sebslumnya. -

Pasal 239

Pepyaluran dana BOE sebagaimana dimaksud delam Pasal
258 avat (2) didassarkan atas MNaskah perjanjian hibah
daerah,

Maskah perjanjian hibah sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan
leepala sekolal swasta.

Dalam rcengka percepatan penyaluran dana hibah, kepala
SKPD  Pendidikan atas nama  kepala  datrah ‘dapat
menandatangani Naskah perjanjian bibah.

MNaskah perjanjian hibah sebagaimana dim d pada ayat
(1) dilabukan 1 {sata} kah unok kepgrlua® = (satu} tahun
ATIREATATL : -

- —
-

Pasal 240

Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan pengguniaan
dana BOS trwulan | dan trivulan I paling lambat tanggal 10
Juli sedengkan untuok triwnlan IR dan triwulan [V paling
lambat tangea] 20 Desember tahun berkenzan kepada
bendahara pengeluaran pembantu,

Leporan pengeliiaan dana BOS sehagaimana dirnaksud
pada ayat (1} dilampirl bukti-bukt pengeluaran yang sah dan
tenghap.

Laporan penggunaan dana BOS gebagaimans dimaksud
pada ayat (1), disahkan cleh Kuasa Pengiuna Anggaran
sctelaly diverilikasi oleh pejabat penatausahasn keuangan
SLPD Pendidikan, :

Kepala sekolab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertangsungiaweb atas penggunaan dana BOS yang ditenma
seliap trivwalan.

Pasal 241

Tata cara pertangeungjawaban dana BO3  yany diterima
[lehselolah ewasts diatur dalam naskah perjanjian hibah
_ilaerah,
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BAB I1X
KETEMTUAN PENUTLUIF

Fasal 242 .
Peraturan Daerah ini mulai berfalu pade tzmgga] dinndangkan.

Agat seliap CIAng mengetahuinya, me mcrint'ahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daseah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tangpal 2 Mel 2013
BUPATI] BANGLI,

y R

I MADE GIANYAR

Diundanglkan di Bangli
pada @ngpal 2 Mei 2013 : _-1'!'.-'- £
Flh.SEKRETARIS DAERAH FEABUFATEN BANGLL,

-
¥

BAGUS RAT DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KEABUPATEN EANGLI TABUN 2013 NOMOR 2
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FENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Untuk mewuyjudkan penyetenggarsan pemcrintahan yang efelctaf
dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejehrergan masyarakat
melalyi pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adatiya
siotern. pengelolasn keuangan daerah yang balt, transparan fdan
bertanpgungjawah. Ketentuan Pasal 151 Peraturan Patnerintah
Nomeor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah can
Pasal 330 Peraturan Mentesi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang-Pedoman Pengelalaan Keusngan Daersh sebagaimana telah
diubzh beberapz lali terakhir deogan Peraturan Meniso.Fralam
Megern Mamor 21 Tahun 2011 tenfang ﬁ:rubal{g i{cﬁ;ﬁ Atas
Feraturan Menter] Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2006 tentang
Pedaman Pengeloelaan  Keuangan Dacrahperlunya menetaplan
pokok-pokal pengslolaan keusngan dacrah untuk mewujudkan
sistem pengelolaan keuangan daerah  vang baik, transparan desn
bertanggung jawab dengan semangat sinkronisasi dan SiMerEiLas.

Berdasarkan hal tersebit di atas perlu membemtulk Peraturan
Daerah tentang Pokok-pokolk Pengelolaan Keuangen Draerah,

'PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Culoup jelas,
Pasal 2

Culup jelas.
Pasal 3

Culup jelas.



Pasal 4

Avat (1)

vang dimaksud dengan “sfisien” adaleh pencapalan
kelyaran yang maksimum dengan masulan tertentu atadl
pengguniaan masuian terendsh untuk mencapal keluaran
tertentl,

yang dimaksud dengan TeRonomisT adalah perolehan
masukan dengan kaalitas den kuantitas tertertu pada
tingkat harga yang terendah.

vang dimaksud dengan “efeltif adalah pencapalen hasil
program dengan lurget yans telah ditetapkan, yaitu dengan
cara membandingkan keluaran dengan hasil.

vang dunaxsud dengan "trapsparen” adalah  prinsip
Leterhukaan  vang  memungkinkan masyarakat untuk
mengetahul dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasrya tentang keuangan daerah.

vang dimaksud dengan  Thertangiung jawab" adelah
perwlyudan kewajiban SESEOTRIE pntuk
mempertanggungiawabakan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan  pelsksanaan  kehijakan  yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian hujlan

~ yang telah ditetaplean.

_‘.__._‘—_F"T-_
yang dimaksud dengan "keadilan” adal: kesdigbangan
distribusi  kewenzngan dan ]I:IE-'.l'ldH.]‘LEl:%i'j'ﬂ “dan fatau
keseimbungan distdbusi hak dan kewsjiban berdasarkan
pectimbangan yang shyeldi,
yang dimaksud dengan "kepatutan® adalah tindakan atau
suaty  sikap yang  dilaloukan dengan wajar dan
praparsional, E
Yang dimaksud dengsn “manfaat untok  masyarakat”
adalah  palwa hkeuangan daerah  dintamakan  antul
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat [2)
Culoip jelas.

FRsal 5

Culoup jelas.

Pazal &

Cukup jelas.

Fasnl 7

Culup jelas.



Pasal B

Cukup jelas.

Fasal 9

Cukup jelas.

Pas=al 10

Culmp jelaa.

Pasal 11

Cukup jelas,

Fazal 12

Culkup jelas,

Faczal 13

Culoap jelas.

Pasal 14

Cubkup jelas.

Fasal 13

Culkup jelas.

Pasal 15

" Cukup jelas.

Pusal 17

Culmp jelas.

Pagal 18

- aleup jelas.

FPasal 19

Culmip jelas.

Fasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas,

- Pasal 22

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jelas.

Pazal 24

Cubkp jelas,




Paszal 23

Culup petas.

Payal 22

Cukup jelas.

Pazal 27

Culoup jelas.

Pasal 2%

Cukup jelas.

Fasal 2%

Culmp jelas.

Fasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Culup jelas.

Pazal 33

' Cukup jelas.

Fasal 34

Culmp jelas.

Fasal 25

Culoup jelas.

Fazal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Culup jelas,

Fasal 158

Culcup jelas.

Pagal 539

- Cukup jelas.

Pasml 46

Cukup jelas.

Pagal 41

. Cukup jelas.




Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Paszal 44

_Cukupjelas.

FPezal 45

Cukup Jelas,

Pasal 46

Cukup jelas.

Fasal 47

: Cualup jelas.

Pasgat 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cubup jelas,

Paaal 511

 Cukup jelas.

P'_asa] 51

Culup jclas.

Fazal 52

Culup jelas.

Faszal 53

. Cukup jelas.

Pasal 54

Culbmip jelas,

Pasal 25

Culknp jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

. Pasal 57

Cukup relas,

Pazal 58

Cukup jelas.




Paeal 59

Culoap jelas.

Pasal £0

Cukup jelas,

Pasal 6l

Culop jelas.

Faaal 62

Culup jelas.

Pasal 63

Culiap jeias.

Pasal ©4

Culoap jelas.

Pasal 65

Cukap jelas,

Faszl A6

Culup jelas,

Fagal 67

Culup elas.

Pazal 48

Cukoup jelas.

Pasal 6%

Culup jelux.

Pasgal 70

Culoup jelas,

Pazal 71

Culoup jelas.

Pazal 72

Culup jelas,

Pasal 73

Culaiy jolas.

Pasal 74

Culoap jelaz.

Pazal TE

Culup jelas.




Pasal 76

Culoap jeles.

FPasal 77

Culop jstas,

Fasal T8

Culmyp jelas.
© Paszal 79
-Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas,

. Pasal B1

Cularp jelas.

Fazal B2

Cukup jelas.

Faxa! 83

Cukup jetas.

Pasal &4

Culup jelas.

Pazal 85

- Culmp jelas.

Fagal 856

Culap jelas.

Pasal &7

Culoip jelas,

Pasal 88

" Culaup jelas.

Pasal B0

Cukup jelus.

Fasal 94

Cukup jelas,

Pazal 91

Culmy jelas.

Pasal 92

 Culap jeias.




Pacal 93

Culmp jelas.

Pazal #4

. Culoup jalas,

Paszal 95

Cukup jelas.

Pasal 26

Culeup ielas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Fasal 33

Culoup jelas.

Pasal 09

Cukup jelas,

Paazal 100

Culkuyp jelas.

Facol 1001

Culup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas,

Pﬂsa.! 105

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas..

Pasal 103

Culup jelas.

Fasal 106

Culoup jclas.

Pasal 107

Cumap jetas,

Fasal 108

. Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.




Pasal 110

Cukup jelas.

Pa=al 111

Culup jelas.

Pasa] 112

Culiuyp jolas.

FPasal 113

Culp jelas.
. Pasal 114
 Cukup jelas.

Pasal 1L

Culﬂ..ll[:l jelas.

" Pasal 1156

Cukup jelas,

Pasal 117

Cukup jclas.

Fasal 1138

Culap jelas.

Fasal 119

Cukup jelas.

Fasal 120

© Culoup jelas.

Paszal 121

Cu];:hp jelas,

Pazal 122

Culup jelas,

P:asal 123

~ Culup jelas.

Fasal 124

Culoup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas,

Pazal 1236

Cﬁl-;‘up jelas.

4
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Pasal 127

Cukup jelas.

Pasgal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

" Culoup jelaa-

Pasal 120

Cukoup jelas.

FPasal 131

Culoup jelas.

Paaz] 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukmp zlas.

Facal 134

Cukup jelas.

Fasal 135

Cukup jelas.

Paszal 136

Culoup jalas.

Pasal 137

Cubmup jelas,

 Pasal 138

Culup jelas.

Pazal 139

Cukup jelas.

Pasal 40

Culkup jelas.

Pagal 141

Cukup jelas,

Fazal 142

Culoup jelas.

Paaal 143

" Culup jelas.

&1
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' Pas'.ﬂ.f.'lﬂd

Cukup jelas,

FPasal 145

Culp jelas.

Pasal 146

Cukup jelas,

Fasal] 147

Cukup jelas,

Fasal 143

Culap jelas,

" Pasal |49

Cukup jelas,

Pasal 150

Cukap jelas.

Pasal 121

Culup jelas,

Pazal 152

Cubup jolas.

Pasal 153

Culup jelas,

Fasal 154

Cukup jelas.

Fasal 153

. Culmp jelas,

Pasal 156

Cukup jetas,

Pasal 157

Culmp jelas.

Pasal 158

© Cukup jelas.

Fasal 159

Culnap jelas.

Fasal 160

Culkup jelas.

11



Fazal 161

" Culoap jelas.

Pasal 162

Cuxup jelas,

Fasal 163

¢ Culoup jelas,

Pazal 154

Cukuyp jelas.

Pazal 163

Culalp relas.

Fasal 166

Culbmp jelas,

Pasal 167

Clulup jelas.

Paszal 1648

Cculmp jelas,

Pazal 160

Cukup jelas.

Pasal 170

Culup jelas.

Paszal 171

Culup jelas.

Pazal 172

Culp jelas.

Pazal 173

Coulup jelas.

Pagal 174

Cukup jelas.

Fasal 175

Culnap jelas,

Fasal 176

Culoyp jelas.

Pasat 177

Cuboup jelas.

A
4
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" Pasal 178

.ﬂulq.:p jelas.

Faszal 179

Cukup jelas.

Pazal 180

Culup jelas.

Fasal 131

Culkup elas.

Fasal 152

Cuoap ixlas.

Fagal 153

Cualoup jelas,

Pasal 184

'Culmpjelas-

Fazal 125

Culup 1£las.

Pasal 158

. Culup jelas,

Fasal 157

Culoap jelas.

Fasal 133

Culmup jelas.

Pasal 189

Calmap jelas.

Pagal 190

- Culp jelas,

Pasal 191

Cukup jelas.

Pagal 192

C Culoap elas.

Pazsel 193

- Culoap jelas.

Pasal 194

.Culkup jelas.

1



FPagal 195

Cukup jelas,

Fazal 196

Cukup jelas.

Paeal L9Y

Cukup jelas.

Faszal 193

. Culap jelas.

Pasal 199

Culmup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas,

Pasal 30:1

Cukup jelas.

Pasal 202

Culap jelas.

Pasal 203

Culnup jelas.

Pasal 204

Cubmup jelus.

Fasal 205

Cukup jelas.

Pasal 20%

Cukup jelas,

Pasal 207

Culup jelas.

" pascal 208

Culoap jelas,

Fasal 208

Culoup jelas.

Pasal 210

Culup jelas.

Pasal 211

CCulup jelas.

"

W,



Faga] 212

Cukp jelas.

Pagal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cul-rﬁp jelas,

Pazal 215

Zuloap jelas.

Fazal 216

Cukmyp jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pagsal 218

CuHIp jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Fasal 220

Cukup jelas,

Fasal 221

- Cukup ji.tlaa..

Fasal 233

Culp jelas.

Fasal 223

Cukup jeias.

Pasal 224

Cuboup jelas,

Pasal 225

. Cul-q_lp jelas,

BPasal 226

Cukup jelas,

FPasal 227

"Cokup jelas.

Pasal 228

Culmugs jeles.

1%



Pasal 229
Cukup jelas.
Fagal 230
Luloan jelas.
Pasal 231
Culoup jelas.
Pasal 232
Cuboap jelas.
Pagal 213
Culmp jelas.
Pazal 234
Cukup jrlas,
Faszal 235
Culup pelas.
Pazal 236
Culup jelas,
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238 .
Cukup jelas. Ecal
Fazal 335

o)

!
%

Culoap jelas.
Fraal 240
Culnep jeias.
Pagal 241
Cukup jelas
Fazal 242
Culkup jelas,
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